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Pembaca yang Terhormat,

ancaman asimetris.
Setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengambil

paksa Scarborough Shoal dari Filipina pada 2012 silam, pemerintah
Tiongkok meluncurkan kampanye selama hampir satu dasawarsa untuk
mengendalikan sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan yang masih
dalam sengketa, dengan membangun jaringan pangkalan militer di pulau
buatan yang diciptakan oleh armada pengerukannya. Perebutan wilayah
yang disebabkan oleh RRT ini tetap menjadi contoh paling menonjol dari
penerapan perang hibrida yang digunakan rezim ini di Indo-Pasifik.

Edisi FORUM kali ini menyampaikan pentingnya penangkalan
terintegrasi dalam melawan ancaman asimetris yang timbul dan terus
berlanjut, yang berada di bawah ambang batas perang konvensional.

Edisi ini juga menerangkan alasan serta cara sekutu, mitra, dan negara
Indo-Pasifik yang berpandangan serupa dapat menjamin keamanan dan
stabilitas di kawasan ini, dengan secara proaktif menyusun tanggapan
strategis terhadap agresi dan paksaan tersebut.

Dalam artikel pembuka, Purnawirawan Kolonel Angkatan Darat
A.S., Arthur N. Tulak, membedah pendekatan strategis yang diterapkan
oleh sekutu dan mitra untuk melawan aktivitas zona abu-abu Tiongkok
dan Rusia. Menerapkan penangkalan terintegrasi yang berfokus pada
perang hibrida dan pemaksaan mengharuskan adanya pengembangan
konsep dan tujuan pada tingkat medan perang yang jelas, yang menyasar
perilaku RRT dan Rusia, ujar Tulak. Diperlukan kampanye multitahun
terkoordinasi untuk mengubah perhitungan untung-rugi dalam
menggunakan taktik agresif seperti itu, tulisnya.

Dalam analisis mengejutkan ini, tim pakar menjelaskan peralihan fokus
RRT, mulai membangun pangkalan di pulau buatan hingga menegaskan
kendali atas aktivitas di Laut Cina Selatan dengan mengerahkan milisi
maritim demi mencapai tujuan Partai Komunis Tiongkok (CCP). Artikel
dari staf FORUM menuturkan bagaimana proyek infrastruktur yang
didorong oleh skema Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road) RRT
telah membebani banyak negara Indo-Pasifik dengan utang yang tidak
layak ditanggung. Dalam artikel lain, pengarang dan ahli geostrategi
Brahma Chellaney menjelaskan cara RRT telah mempersenjatai perairan
di Indo-Pasifik. Dia menulis bahwa kendali asimetris rezim ini terhadap
aliran sungai lintas batas yang melintasi pembangunan bendungan hulu
besarnya meningkatkan kemungkinan konflik atas perairan.

Dengan harapan untuk membantu mengubah pertimbangan regional
RRT, artikel lain dalam edisi ini menjabarkan kemungkinan solusi,
termasuk memperkuat aliansi dan kemitraan regional serta melindungi
industri semikonduktor dan rantai pasokan lainnya. Artikel dari staf
FORUM menerangkan cara Balikatan 2022 membawa interoperabilitas,
kemitraan, dan aliansi antara Filipina dan Amerika Serikat ke tingkat yang
baru. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana hubungan kuat antara kedua
negara ini meningkatkan penangkalan terintegrasi di Indo-Pasifik.

Kami berharap berbagai artikel ini mendorong perbincangan regional
untuk melawan ancaman asimetris. Kami menyambut baik komentar
Anda. Silakan hubungi staf FORUM di ipdf@ipdefenseforum.com untuk
menyampaikan pendapat Anda.
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DR. ARTHUR N. TULAK adalah dosen peneliti di Georgia Tech
Research Institute sekaligus penasihat operasi informasi untuk
Komando Indo-Pasifik A.S. di Hawaii. Pengalaman militernya
sebagai pemimpin tingkat eksekutif di Angkatan Darat A.S. dan
Departemen Pertahanan A.S. meliputi 18 tahun menjabat sebagai
perwira infanteri dan 14 tahun di bagian operasi informasi sebelum
pensiun sebagai kolonel. Dia menyandang gelar doktor pendidikan
dari University of Southern California serta magister studi pertahanan dan
strategi dari Missouri State University, sekaligus seni dan ilmu militer dari U.S.
Army Command and General Staff College. Ditampilkan pada Halaman 8

—T SV

GREGORY B. POLING adalah peneliti senior Program Asia
Tenggara dan direktur Asia Maritime Transparency Initiative
di Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Dia merupakan pakar sengketa Laut Cina Selatan dan telah
meneliti hubungan aliansi Amerika Serikat, demokrasi dan
pemerintahan di Asia Tenggara, serta keamanan maritim di
seluruh kawasan Indo-Pasifik.

TABITHA GRACE MALLORY adalah pendiri dan CEO China
Ocean Institute sekaligus profesor afiliasi di University of
Washington Henry M. Jackson School of International
Studies. Dia mengkhususkan diri dalam kebijakan luar negeri
) dan lingkungan Tiongkok, tengah menjalankan penelitian
tentang Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan tata kelola
lautan global, dan telah memublikasikan sejumlah karya
mengenai kebl]akan perikanan dan kelautan RRT.

HARRISON PRETAT adalah peneliti madya di Asia Maritime
Transparency Initiative di CSIS. Penelitian yang dia lakukan
mencakup sengketa maritim, hubungan A.S.-Tiongkok,
keterlibatan ekonomi internasional di Asia, dan tantangan bagi
lembaga internasional pada abad ke-21.

Ditampilkan pada Halaman 24

——T U

BRAHMA CHELLANEY adalah seorang ahli geostrategi,
cendekiawan, penulis, sekaligus komentator. Dia merupakan
profesor emeritus Kajian Strategis di Center for Policy
Research di New Delhi; peneliti Richard von Weizsicker dari
Robert Bosch Academy di Berlin; dan afiliasi di International
Centre for the Study of Radicalization di King's College
London. Dia adalah penulis sembilan buku, termasuk buku
terlarls internasional, “Asian Juggernaut: The Rise of China, India, and Japan”,
dan buku pemenang penghargaan seperti “Water: Asia’s New Battleground”,
yang diterbitkan oleh Georgetown University Press, dan “Water, Peace, and
War: Confronting the Global Water Crisis”, yang diterbitkan oleh Rowman
& Littlefield. Ditampilkan pada Halaman 30

SAHELI CHATTARA]J adalah asisten profesor Studi Tiongkok
di Akademi Studi Internasional, Jamia Millia Islamia University,
New Delhi. Dia menyandang gelar sarjana dan magister dalam
Bahasa, Sastra, dan Studi Budaya Tiongkok dari Jawaharlal
Nehru University dan Magister Filsafat dalam Studi Tiongkok
. | dari Sekolah Studi Internasional, Jawaharlal Nehru University.
s e Bidang penelitian yang dia minati termasuk hubungan India-

Tiongkok kontemporer, politik dan hubungan negara dan masyarakat

di Tiongkok, tata kelola lingkungan di Tiongkok, dan sastra Tiongkok

kontemporer. Ditampilkan pada Halaman 36
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2 PLUS 2 Memperkuat Keamanan Bersama

Pada April 2022, menteri pertahanan
Jepang dan Filipina sepakat untuk
meningkatkan kerja sama di bidang
keamanan dan memperluas latihan
gabungan antara pasukan mereka
menyusul kekhawatiran terhadap
tindakan militer Republik Rakyat
Tiongkok (RRT) yang semakin agresif di
kawasan tersebut.

Menteri Pertahanan Jepang saat itu,
Nobuo Kishi, dan Menteri Pertahanan
Nasional Filipina saat itu, Delfin
Lorenzana, turut menyampaikan
keprihatinan tentang invasi Rusia
ke Ukraina dan dampaknya bagi
kawasan Indo-Pasifik. Mereka juga
mencatat bahwa setiap upaya untuk
mengubah status quo secara paksa
tidak dapat diterima, demikian ungkap

menyebutkan RRT.

Kementerian Pertahanan Jepang
dalam sebuah pernyataan yang tidak

Kishi dan Lorenzana selanjutnya
bergabung dengan Menteri Luar
Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi
dan Menteri Luar Negeri Filipina saat
itu, Teodoro Locsin Jr., dalam dialog
keamanan "2+2" pertama negara
tersebut. Jepang secara drastis telah
memperluas latithan gabungan dengan
Amerika Serikat dan mitra lainnya,
termasuk Australia, Prancis, Jerman,
India, dan Inggris Raya, yang memiliki
keprihatinan yang sama dengan negara
tersebut tentang pernyataan klaim
teritorial RRT di kawasan tersebut,
yang menaungi sejumlah jalur laut
paling sibuk di dunia.

Jepang khususnya meresahkan
aktivitas militer dan pasukan penjaga
pantai Tiongkok di Laut Cina Timur
di dekat Kepulauan Senkaku yang
dikuasai Jepang, yang juga
diklaim oleh RRT.

Kishi dan Lorenzana juga sepakat
untuk mempererat kerja sama dalam
transfer peralatan dan teknologi
pertahanan. Pada 2020, Tokyo dan
Manila menyepakati ekspor sistem
radar udara Jepang untuk pasukan
militer Fﬂipina. The Associated Press
Dari kiri: Menteri Pertahanan Nasional saat
itu, Delfin Lorenzana, dan Menteri Luar
Negeri Filipina saat itu, Teodoro Locsin
Jr., serta Menteri Luar Negeri Yoshimasa
Hayashi dan Menteri Pertahanan Jepang
saat itu, Nobuo Kishi, menggelar dialog
keamanan di Tokyo pada April 2022.

Kemitraan Quadj Kunci
BAGI PAKTA
PERDAGANGAN

Menteri perdagangan Australia dan India menyampaikan
bahwa kemitraan keamanan bersama dengan Jepang dan
Amerika Serikat membantu mereka mencapai kesepakatan
perdagangan yang diharapkan Australia akan mengurangi
ketergantungan ekspor ke Republik Rakyat Tiongkok.

India memandang perjanjian yang disepakati pada April
2022 lalu sebagai kudeta diplomatik yang memperdalam
keterlibatannya dengan Australia. Kedua negara ini merupakan

IPD FORUM

anggota blok keamanan yang dikenal sebagai Dialog Keamanan
Kuadrilateral, atau Quad, yang juga mencakup Jepang dan

A.S. (Foto: Perdana Menteri India Narendra Modi berbicara
selama K'T'T virtual pada Maret 2022 kepada Perdana Menteri
Australia saat itu, Scott Morrison.)

Bagi Australia, kesepakatan ini membuka peluang pasar
yang besar bagi para pengekspor. Gesekan antara Canberra dan
Beijing berujung pada serangkaian sanksi perdagangan resmi
dan tidak resmi Tiongkok terhadap ekspor Australia, termasuk
batu bara, daging sapi, makanan laut, anggur, dan jelai.

Menteri Perdagangan Australia saat itu, Dan Tehan,
menyatakan pada konferensi pers dengan Menteri
Perdagangan India Piyush Goyal di Melbourne bahwa
hubungan Australia-India semakin erat berkat Quad.

“Sangat penting untuk menjaga Indo-Pasifik tetap bebas
dan terbuka sebagai tempat berkembangnya demokrasi
liberal,” ungkap Tehan.

“Kini kami telah membentuk Quad antara Jepang,
Australia, A.S., dan India yang memiliki berbagai dimensi,
baik strategis maupun politik. Mereka berupaya memastikan
perdamaian dan stabilitas, serta kemitraan ekonomi yang lebih
besar antarnegara di kawasan ini,” ungkap Goyal.

“Saya cukup optimis dimensi seputar geopolitik, dimensi
mengenai kebaikan dunia yang lebih besar, akan mempererat
hubungan kedua negara kita,” imbuhnya. The Associated Press



RIS BONET,
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Melawan
PROVOKASI

enasihat untuk presiden Korea Selatan yang saat itu baru

Pterpilih berupaya mengerahkan kembali aset strategis
Amerika Serikat, seperti pesawat pengebom nuklir

dan kapal selam, ke Semenanjung Korea selama diskusi di

Washington pada April 2022.

Tim pendukung kebijakan luar negeri dan keamanan untuk
Presiden Yoon Suk Yeol bertemu dengan Penasihat Keamanan
Nasional A.S. Jake Sullivan selagi Yoon, yang terpilih pada
Maret 2022 dan menjabat dua bulan kemudian, mengupayakan
kehadiran keamanan yang lebih konstan untuk mencegah
ancaman dari Korea Utara saat Pyongyang meningkatkan uji
coba senjata.

“Mengerahkan aset strategis adalah elemen penting untuk
memperkuat penangkalan yang lebih luas, dan persoalan ini
tercetus begitu saja selama diskusi,” ungkap Park Jin, seorang
anggota parlemen empat periode yang memimpin delegasi
Korea Selatan.

la mengatakan bahwa mereka juga mengeksplorasi berbagai

cara untuk meningkatkan penangkalan nuklir yang diperluas A.S.

terhadap ancaman Korea Utara.

Seorang pejabat di Gedung Putih mengungkapkan
bahwa kedua belah pihak “umumnya membahas*“ komitmen
pertahanan A.S.

Pembicaraan ini muncul usai ketegangan yang tersulut
akibat peluncuran rudal balistik antarbenua baru Korea Utara
pada Maret 2022.

Pengerahan pesawat pengebom kapal induk, dan kapal selam
nuklir A.S. adalah bagjan dari rencana pemilihan Yoon yang
menjanjikan “tanggapan tegas” terhadap ancaman Korea Utara.

Yoon juga telah berjanji untuk “menormalisasi” latihan
militer gabungan dengan pasukan A.S. yang dipersempit
pada kepemimpinan pendahulunya, Moon Jae-in, dalam upaya
melanjutkan pembicaraan yang terhenti untuk mendenuklirisasi
semenanjung. (Foto: Presiden Korea Selatan Terpilih saat itu,
Yoon Suk Yeol, bertemu Jenderal Paul J. LaCamera, tengah,
Komandan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komando Pasukan
Gabungan, Komando Pasukan A.S. di Korea; dan Jenderal
Republik Korea Kim Seung-kyum, kanan, Komando Pasukan
Gabungan, Wakil Komandan di Kamp Humphreys di Korea
Selatan pada April 2022.)

“Kami sepakat bahwa yang terpenting adalah
mempertahankan penangkalan agar kami dapat sigap
menanggapi segala kemungkinan provokasi Korea Utara,”
ungkap Park. Reuters

‘Kekuatan Penggerak’ Global

rganisasi yang beranggotakan tujuh negara
OTeluk Benggala mengatakan anggotanya harus

segera menggunakan keunggulan geografis dan
sumber daya lainnya untuk mengatasi kerentanan mereka
dan secara kolektif memperkuat kemampuan untuk
menghadapi bencana.

Dalam deklarasi pada hari terakhir KTT yang
berlangsung selama tiga hari pada akhir Maret 2022,
yang ditampilkan dalam gambar, Prakarsa Teluk
Benggala untuk Kerja Sama Teknis dan Ekonomi Multi-
Sektoral (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral
Technical and Economic Cooperation atau BIMSTEC)
mengatakan anggotanya sepakat untuk bekerja sama
memerangi kemiskinan, bencana alam, perubahan iklim,
pandemi, dan kejahatan transnasional.

Mereka juga sepakat untuk mengupayakan ketahanan
pangan dan energi serta memperkuat hubungan mereka
untuk meningkatkan perdagangan, investasi, pariwisata,
dan teknologi, serta mengimbangi kerugian ekonomi
yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

“Perkembangan di Eropa dalam beberapa pekan
terakhir telah menimbulkan tanda tanya besar tentang
stabilitas tatanan internasional. Dalam konteks
ini, penting untuk menjadikan kerja sama regional
BIMSTEC lebih aktif,” ungkap Perdana Menteri India
Narendra Modi dalam pidato virtual, yang merujuk pada
invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

“Selain itu, keamanan regional kita juga harus lebih
diprioritaskan."

Perdana menteri mengungkapkan bahwa India akan
memberikan kontribusi sebesar 46,8 miliar rupiah (3 juta
dolar A.S.) untuk mengaktifkan kembali Pusat Cuaca dan
Iklim BIMSTEC yang memungkinkan kerja sama dalam
penanganan bencana.

Para pemimpin grup tersebut juga menandatangani
piagam BIMSTEC, yang digambarkan sebagai langkah
signifikan untuk meningkatkan peran organisasi secara
regional dan global.

Para pemimpin dari Bangladesh, Bhutan, India,
Nepal, Sri Lanka, dan Thailand menyampaikan pidato
dalam K'T'T tersebut secara virtual. Menteri luar negeri
Myanmar, Wunna Maung Lwin, mewakili negaranya.

The Associated Press
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Memikirkan kembali pendekatan strategis untuk
melawan operasi zona abu-abu RRT

KOLONEL (PURN.) ARTHUR N. TULAK/ANGKATAN DARAT A.S.

ada 2014, dunia menyaksikan jenis perang
P baru, yang dilakukan di bawah tingkat konflik

bersenjata, ketika Rusia beralih ke hal yang
dikenal sebagai “perang hibrida” untuk merebut
Semenanjung Krimea dari Ukraina. Akan tetapi,
metode serupa telah digunakan dua tahun sebelumnya
saat Republik Rakyat Tiongkok (RRT) secara paksa
merebut Scarborough Shoal dari Filipina, dan kemudian
melakukan kampanye penaklukan wilayah selama
bertahun-tahun menggunakan armada pengerukan
pelayaran laut terbesar di dunia untuk menciptakan
pulau buatan di Laut Cina Selatan, yang memberinya
“tanah berdaulat biru” berupa jaringan pangkalan
militer yang dibangun di situs maritim yang direklamasi.
Setelah mengantungi keuntungan tersebut tanpa
perlawanan berarti, Tiongkok komunis menunjukkan
tekad dan kesiapan yang lebih matang untuk beralih
ke penggunaan kekuatan mematikan guna memaksa
negara-negara tetangganya menyetujui kampanye
perluasan wilayahnya. Ini telah dilakukan melalui
eksekusi agresif operasi kedaulatan wilayah, operasi
pemaksaan yang dilakukan oleh penegak hukum,
pasukan paramiliter dan militer, serta penggunaan
elemen doktrin dan strategi “Perang "Tak Terbatas” dan
“Tiga Taktik”. Selama dua tahun terakhir, di bawah
kepemimpinan Xi Jinping, sekretaris jenderal Partai
Komunis Tiongkok (PKT) dan ketua Komisi Militer
Pusat, RRT menambah tingkat penggunaan kekuatan
militer mematikan yang nyata dan mengancam di
sepanjang kawasan pinggiran selatan dan timurnya,
khususnya terhadap militer India, Jepang, dan Taiwan.

Pada 2014, Rusia juga tampak menggunakan perang

hibrida untuk memisahkan distrik timur di wilayah
Luhansk dan Donetsk Ukraina, sebagai bagian dari
fase pertama Perang Russo-Ukraina. Baru-baru ini,
Rusia dalam setahun mengancam akan mengerahkan
kekuatan militer di perbatasannya dengan Ukraina untuk
memaksa konsesi atas pergeseran Ukraina ke Barat.
Sikap tersebut terbukti menjadi awal dimulainya invasi
militer konvensional terhadap negara berdaulat pada
akhir Februari 2022. Bagi RRT dan Rusia, kesediaan

mereka untuk menggunakan kekuatan adalah bagian dari
tujuan bersama untuk mengintimidasi sekutu dan mitra
Amerika Serikat. Agresi mereka dimaksudkan untuk
menjadikan sekutu dan mitra kehilangan kepercayaan
terhadap kemampuan dan kehendak nasional A.S.
untuk mematuhi perjanjian dan kesepakatan pertahanan
bersama. Ancaman kekuatan semacam itu juga bertujuan
untuk mendesak A.S. dan negara-negara lain agar
tunduk pada agresi dan pemaksaan Tiongkok.
Kampanye penaklukan teritorial RRT pada akhirnya
mencakup pulau Taiwan yang berpemerintahan mandiri,
sementara tujuan Rusia dimulai dengan Ukraina dan
kemungkinan akan merambah ke negara-negara lain
yang sebelumnya merupakan bagian dari Uni Soviet
atau negara-negara klien Pakta Warsawa. Melalui agresi
yang diperkuat ini, kedua negara berusaha menangkal
dan melakukan pemaksaan untuk mempertahankan
keuntungan teritorial mereka sekaligus menciptakan

Kapal penjaga pantai Tiongkok menembakkan meriam air saat
menghadapi nelayan Filipina di dekat Scarborough Shoal di
Laut Cina Selatan. Republik Rakyat Tiongkok secara paksa
merebut beting itu dari Filipina. tHe associarep press
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peluang untuk melanjutkan penyerangan di lingkungan
operasional dan informasi.

Setelah hampir satu dekade keberhasilan RRT dan
Rusia dalam menggunakan kekuatan militer, paramiliter,
penegak hukum, dan sarana komersial tetapi tanpa
konflik bersenjata — yang dikenal sebagai taktik zona
abu-abu — serta pemaksaan militer terhadap negara-
negara tetangga mereka, sekarang saatnya memikirkan
kembali pendekatan strategis terhadap tantangan
semacam itu dan cara menangkalnya dengan lebih
efektif. Penangkalan konvensional terus meraih kembali
tingkat keunggulan yang dimilikinya di kalangan militer,
pemerintah, dan akademisi selama Perang Dingin dengan
Uni Soviet. Selama dua tahun terakhir, dunia telah
melihat langsung kompleksitas tantangan penangkalan
yang ditimbulkan oleh eksploitasi zona abu-abu
kekuatan musuh yang dapat mempertanyakan efektivitas
penangkalan konvensional AS. Musuh menggunakan
tindakan di bawah ambang batas konflik untuk mencapai
tujuan strategis serta berpotensi melakukan tindakan
agresif dan mengonsolidasikan keuntungan sebelum A.S.
dan sekutunya dapat merespons.

Tentara Pembebasan
Rakyat (PLA) melakukan
intrusi paksaan tanpa
henti ke udara, darat,
dan ruang laut negara
tetangga RRT untuk
melemahkan lawan dan
menciptakan “tingkat
normal” baru untuk
provokasi semacam itu.

Bagi sebagian pengamat, penangkalan telah
dilemahkan oleh penurunan nyata atau persepsi
penurunan kekuatan ekonomi, kemampuan militer,
dan kehendak nasional A.S. Seperti peringatan yang
disampaikan oleh Senator A.S. Jim Inhofe dan Jack
Reed dalam kolom komentar situs web War on the
Rocks pada Mei 2020: “Saat ini, di Indo-Pasifik,
landasan penangkalan itu runtuh ketika Tiongkok
yang kian agresif melanjutkan modernisasi militernya
yang komprehensif.” Michele Flournoy, mantan wakil
menteri pertahanan A.S. urusan kebijakan, menekankan
kembali kekhawatiran akan hal tersebut satu bulan
kemudian dengan mengungkapkan di majalah Foreign
Affairs bahwa karena “kombinasi berbahaya antara
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peningkatan keagresifan dan kekuatan militer Tiongkok
dengan terkikisnya strategi penangkalan AS”, terdapat
risiko perang yang “lebih tinggi dibandingkan dengan
beberapa dekade sebelumnya.”

PENGIRIMAN PESAN MELALUI AGRESI
RRT dan Rusia mencapai tujuan militer tradisional
selama masa damai melalui perang zona abu-abu. Ini
adalah perjuangan bak Perang Dingin yang dapat,

dan memang telah, melibatkan penggunaan kekuatan
militer. Kedua rezim otoriter telah menunjukkan
kesediaan untuk menggunakan kekuatan militer sebagai
penyokong tindakan zona abu-abu dan terhadap
pemaksaan. Pendekatan ini dapat digambarkan

sebagai pengiriman pesan melalui agresi - pendekatan
berlebihan yang agresif dan arogan dengan tujuan
membuat targetnya mengekang dan menyensor
tindakannya sendiri karena takut akan kekerasan

dan paksaan lebih lanjut. RRT dan Rusia berusaha
menunjukkan ambisi hebat dalam kesiapan mereka
untuk menggunakan kekuatan demi memengaruhi
musuh dan pelaku terkait untuk menerima klaim
teritorial mereka dan menghindari konfrontasi.

Cara pemaksaan dapat termasuk di antaranya
operasi intelijen rahasia, operasi siber, sanksi ekonomi,
gangguan pemilu, pengerahan milisi maritim, bantuan
militer bagi lawan, propaganda, tindakan politik yang
menghukum, eksploitasi sumber daya, dukungan untuk
oposisi politik domestik, dan tekanan perdagangan,
interdiksi (embargo), atau manipulasi.

"Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) melakukan
intrusi paksaan tanpa henti ke udara, darat, dan ruang
laut negara tetangga RRT untuk melemahkan lawan
dan menciptakan “tingkat normal” baru untuk provokasi
semacam itu, sekaligus meningkatkan kondisi untuk
mencapai kejutan militer dan titik peluncuran yang
lebih dekat untuk gerakan yang lebih agresif.

Dalam kasus Taiwan, intrusi PLA dirancang untuk
menghalangi pemerintah menyatakan kemerdekaan
pulau tersebut secara resmi, selagi mendesensitisasi dan
mendemoralisasi militer dan penduduk sipil Taiwan serta
memicu kelelahan dan rasa stres di kalangan personel
dan sistem tempurnya. Ancaman kekuatan militer RRT
berusaha menekan keinginan negara-negara sasaran
untuk terlibat dalam aksi politik sejenis yang membatasi.
Demonstrasi semacam itu dimaksudkan untuk
menanamkan rasa takut, keraguan, dan kekhawatiran
untuk melemahkan tekad Taiwan. Pada 2021 dan paruh
pertama 2022, frekuensi intrusi PLA ke dalam zona
identifikasi pertahanan udara Taiwan dan jumlah pesawat
terbang per misi meningkat secara dramatis, dengan
intrusi hampir setiap hari pada 2021.

Kemenangan zona abu-abu musuh kian melemahkan
penangkalan dan mereka semakin yakin dapat mencapai
taruhan yang lebih besar dalam perang konvensional
karena arsitektur penangkalan A.S. dipandang rapuh dan
tidak efektif. Tanggapan yang tidak meyakinkan terhadap



agresi zona abu-abu mengundang agresi pada masa
depan, sebagaimana ditulis oleh Elliott Abrams, mantan
asisten menteri luar negeri dan wakil penasihat keamanan
nasional A.S., dalam artikel pada Maret 2022 untuk
majalah National Review berjudul “The New Cold War.”

Lebih lanjut, seperti yang dicatat oleh analis militer
dan kebijakan David Santoro dan Brad Glosserman,
ketika operasi zona abu-abu terus melonjak dan tetap
tak tertandingi, operasi ini dapat mengusik sekutu A.S.
dan berkontribusi terhadap persepsi bahwa penangkalan
semakin hari semakin terkikis. Ini utamanya terjadi
ketika operasi tersebut menyebabkan atau mengancam
hilangnya nyawa, seperti pertempuran langsung yang
dimulai oleh pasukan PLA di sepanjang perbatasan
Sino-India pada 2020 yang menyebabkan 63 orang
tewas dan lebih dari 40 orang luka-luka, serta
penabrakan dan penenggelaman perahu penangkap
ikan Filipina tahun 2019 oleh kapal penangkap ikan
Tiongkok — yang diduga menjadi bagian dari milisi
maritim PLA — yang membuat 22 orang awak kapal
Filipina terdampar di perairan sebelum diselamatkan
oleh perahu penangkap ikan Vietnam.

Lalu, bagaimana operasi zona abu-abu dan
pemaksaan musuh dapat ditangkal?

“Para ahli strategi sipil dan militer Amerika secara
tradisional menganggap ada dua bentuk penangkalan:
menangkal perang konvensional atau nuklir,” tulis
Letjen Purnawirawan Angkatan Darat A.S. James Dubik
dalam artikel Januari 2022 untuk Asosiasi Angkatan
Darat Amerika Serikat. Namun, masih ada bentuk
penangkalan ketiga, Dubik mencatat, yaitu “menangkal
musuh kita mencapai tujuan strategis di bawah ambang
batas perang konvensional.”

Laporan tahun 2019, “Meninjau Kembali
Penangkalan di Era Persaingan Strategis (Revisiting
Deterrence in an Era of Strategic Competition),”
mengakui perlunya mengintegrasikan bentuk
penangkalan ketiga ini. Santoro, Brendan Thomas-
Noone, dan Ashley Townshend menulis laporan
tersebut untuk Pusat Studi Amerika Serikat di
Sydney, Australia. Para penulis berpendapat bahwa
sifat persaingan strategis di Indo-Pasifik “menuntut
pendekatan baru dalam penangkalan yang dilakukan
oleh Amerika Serikat, Australia, dan sekutu serta mitra
mereka.” Mereka secara khusus menyerukan strategi
yang lebih proaktif untuk menangkal pemaksaan
zona abu-abu yang akan “melawan, menyangkal, atau
menghukum pemaksaan dengan cara yang terintegrasi.”

PENDEKATAN PENANGKALAN

SECARA REALISTIS

Strategi Indo-Pasifik A.S. yang diungkapkan oleh
pemerintahan Presiden A.S. Joe Biden pada Februari
2022 menguraikan konsep penangkalan terintegrasi
yang diumumkan oleh Menteri Pertahanan A.S.

Lloyd Austin pada 2021. Strategi ini meliputi konsep
menangkal tindakan dan pemaksaan zona abu-abu, yang

lebih menonjolkan masalah ini daripada dalam strategi
versi 2019. Strategi 2019 mengakui aktivitas zona
abu-abu Tiongkok yang secara bertahap mengubah
postur keamanan, tetapi tidak ada seruan tegas untuk
menangkalnya. Ini menyoroti bahwa sekutu dan
mitra adalah pengganda kekuatan dari perspektif
penangkalan dan pertempuran. Efek amplifikasi ini
berasal dari kemampuan sekutu dan mitra untuk
beroperasi tanpa hambatan bersama pasukan gabungan
A.S., hasil dari upaya dan investasi untuk membangun
dan mempertahankan interoperabilitas dalam taktik,
komunikasi, dan sistem senjata.

Austin membahas pentingnya sekutu dan

k.

Pesawat tempur F-16 Angkatan Udara Taiwan memantau pesawat
pengebom Tiongkok saat terbang di dekat Taiwan. 1He associaTED PRESS

mitra dalam strategi baru, dan menjelaskan bahwa
“penangkalan terintegrasi juga berarti bekerja sama
dengan mitra untuk menangkal pemaksaan dan agresi
di seluruh spektrum konflik, termasuk yang disebut
zona abu-abu.” Strategi Indo-Pasifik A.S. 2022
mengimbau pengembangan “prakarsa yang memperkuat
penangkalan dan melawan pemaksaan, seperti
menentang upaya untuk mengubah batas wilayah atau
merongrong hak-hak negara berdaulat di laut.” Strategi
tersebut juga mencakup rencana tindakan yang akan
dicapai pada awal 2024, yang memberikan rasa urgensi
dan kejelasan terhadap tugas tersebut.

Dorongan utama untuk penangkalan terintegrasi
adalah kebutuhan untuk mengelola risiko efek tidak
terduga dan hasil dari operasi penangkalan yang tidak
sepenuhnya terintegrasi di seluruh pemerintah A.S.
serta dengan sekutu dan mitra. “Upaya penangkalan
A.S. yang berfokus pada satu musuh potensial mungkin
memiliki efek tingkat kedua dan ketiga yang tidak
diinginkan dan tidak terduga terhadap jaminan,
pencegahan, dan upaya penangkalan yang berfokus
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pada pelaku lain,” terang Departemen Pertahanan
A.S. dalam “Operasi Penangkalan: Konsep Operasi
Gabungan.” tahun 2006. Komando prajurit geografis
militer A.S. harus memastikan bahwa mereka
mengintegrasikan penangkalan satu sama lain, serta
dengan sekutu dan mitra dalam bidang tanggung jawab
masing-masing. Misalnya, Komando Indo-Pasifik A.S.
(USINDOPACOM) memiliki ancaman yang sama
di Rusia, yang tentunya merupakan fokus utama bagi
Komando Eropa A.S. dan Komando Strategis A.S.
Sementara itu, keberadaan RRT yang terus meluas
secara global mengharuskan semua komando prajurit
untuk berkontribusi terhadap upaya penangkalan
terintegrasi yang dipimpin oleh USINDOPACOM.

Menerapkan penangkalan terintegrasi yang
berfokus pada tindakan zona abu-abu dan pemaksaan
mengharuskan adanya pengembangan konsep dan
tujuan pada tingkat medan perang yang jelas, yang
menyasar perilaku RRT dan Rusia. Konsep Operasi
Gabungan A.S. tahun 2006 memberikan panduan
dan kerangka kerja untuk mengembangkan tujuan
penangkalan dan operasi penangkalan yang efektif.
Konsep Operasi Gabungan ini secara khusus menangani
ancaman operasi zona abu-abu, yang menjelaskan
bahwa gagasan penangkalan harus memiliki fleksibilitas
untuk berfungsi sebagai lindung nilai “terhadap
kemungkinan bahwa musuh mungkin secara keliru
mempersepsikan bahwa tindakan mereka ‘tidak
terdeteksi radar’ tekad dan tanggapan A.S.”

Mengubah persepsi ini membutuhkan penyampaian
pesan dan operasi yang jelas untuk melawan dan
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Pesawat pengebom B-2 Spirit Angkatan Udara A.S. terbang dalam
formasi dengan pesawat tempur Angkatan Udara Australia dan
Angkatan Udara A.S. selama misi pelatihan bilateral Maret 2022
untuk mendukung Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka.

SERSAN SATU HAILEY HAUX/ANGKATAN UDARA A.S.

melumpuhkan tindakan zona abu-abu. Terkait
pelaksanaan konsep penangkalan, Dr. Mara Karlin,
asisten menteri pertahanan A.S. urusan strategi,

rencana, dan kemampuan, berpendapat bahwa kegiatan
penangkalan “harus teratur, sehingga Pentagon secara
rutin mempertimbangkan dampak dari keputusan terkait
penangkalannya.” Kedua, kegiatan ini harus “ketat
untuk memastikan semua pihak terkait menghormati
temuan mereka, sekalipun mereka tidak sepakat dengan
temuan ini. Dan terakhir, [kegiatan ini] harus realistis.”
Sebagaimana diutarakan oleh Laksamana Sam Paparo,
komandan Armada Pasifik A.S., di Navy League Sea, Air,
and Space Symposium pada April 2022, secara efektif
menyampaikan pesan penangkalan A.S. adalah garis
operasi yang “mencakup semua” upaya penangkalan
dalam hal mengubah persepsi musuh terhadap kehendak
dan kemampuan nasional, aliansi, dan koalisi.

Konsep Operasi Gabungan memperkuat hal ini,
menjelaskan bahwa penangkalan harus ditanamkan ke
dalam operasi sehari-hari, yang berarti penangkalan
harus tercermin dalam rencana dan perintah kampanye,
rencana tanggap krisis, dan semua fase perencanaan
konflik. Dokumen Departemen Pertahanan A.S.
memperjelas bahwa kegiatan kampanye masa damai



harus menjadi landasan untuk operasi penangkalan,
dan bahwa operasi penangkalan masa damai harus
dapat “meluas melalui krisis, konflik bersenjata,
eskalasi/de-eskalasi, penghentian perang, dan kegiatan
pascapermusuhan.”

Diperlukan adanya integrasi dengan elemen

Musuh akan menilai
efektivitas perubahan
postur pasukan dan
peningkatan kemampuan,
tetapi komponen militer
penangkalan harus
diperjelas.

kekuatan nasional lainnya dan dengan sekutu untuk
menghadirkan berbagai tantangan secara bersamaan
kepada musuh. Apabila komponen kekuatan militer
tampaknya bukan merupakan bagian dari penangkalan
terintegrasi yang lebih luas, seperti yang dituliskan oleh
Purnawirawan Kolonel Angkatan Udara A.S. Thomas
A. Drohan, “operasi seperti demonstrasi kekuatan,
operasi kebebasan navigasi dan latihan multilateral, serta
hubungan militer dengan para pemimpin Tiongkok
tidak mungkin mengubah perilaku Tiongkok.”
Demikian pula, operasi penangkalan yang dibangun di
atas sarana nonmiliter yang tidak diperkuat oleh unsur
kekuatan militer yang jelas, dapat dirasakan, dan relevan
kemungkinan akan gagal. Misalnya, melawan perang
legal, atau perang hukum, RRT dengan mengutip norma
dan hukum internasional telah gagal untuk menangkal
perluasan wilayahnya, tulis Aurelia George Mulgan,
pakar dalam politik Jepang dan masalah keamanan Asia
Timur Laut di University of New South Wales Australia
dalam sebuah artikel untuk majalah The Diplomat.
Demikian juga, melawan kegiatan zona abu-abu
seperti penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan
tidak diregulasi oleh armada raksasa penangkapan ikan
RRT — pelaku pelanggaran terburuk di dunia, menurut
Global Initiative against Transnational Organized
Crime yang berbasis di Jenewa — memerlukan
pendekatan terintegrasi. Untuk memerangi bentuk
perang ekonomi ini, A.S. menggunakan gabungan
kekuatan adaptif yang menggabungkan kekuatan militer
Angkatan Laut A.S. dengan otoritas penegakan hukum
Pasukan Penjaga Pantai A.S., yang menghadirkan
aktivitas dan kemampuan penangkalan yang terlihat.
Unsur kekuatan militer sangat penting untuk setiap
strategi penangkalan. Pentagon mengidentifikasi
RRT sebagai “Tantangan bertahap No. 1” bagi A.S.

dan, pada tahun 2020, mengungkapkan Prakarsa
Penangkalan Pasifik untuk mengidentifikasi dan
menerapkan postur kekuatan dan kemampuan yang
diperlukan untuk penangkalan di kawasan itu. Musuh
akan menilai efektivitas perubahan postur pasukan dan
peningkatan kemampuan, tetapi komponen militer
penangkalan harus diperjelas. Ini dapat ditunjukkan
dalam bentuk pengerahan pasukan; latihan bilateral
dan multilateral (dan peningkatan interoperabilitas
petugas); demonstrasi kemampuan yang relevan dalam
percobaan dan latihan; serta investasi keuangan dalam
kemampuan tempur penting. Poin terakhir ini terlihat
jelas dalam pendanaan pemerintah A.S. atas prioritas
Prakarsa Penangkalan Pasifik untuk meningkatkan
postur pasukan, pelatihan multiranah, eksperimen, dan
pertahanan rudal medan tempur.

KERANGKA KERJA UNTUK

Menteri Luar Negeri A.S. Antony Blinken membahas
Strategi Indo-Pasifik A.S. yang baru saat berpidato di Jakarta,

Indonesia. THE AssoCIATED PRESS

KEMITRAAN

Kemitraan kooperatif dengan negara-negara yang
berpandangan serupa sangat penting untuk keamanan
nasional, regional, dan global. Strategi Indo-Pasifik
2019 menyoroti perlunya mengintegrasikan kontribusi
sekutu dan mitra ke dalam keamanan bersama. Melalui
strategi itu, A.S. berkomitmen untuk memperkuat
aliansi dan kemitraan yang terjalin sambil berupaya
mengembangkan kerangka kerja sama yang saling
menguntungkan untuk meningkatkan keamanan
bersama. Dalam laporan mereka tahun itu untuk Pusat
Studi Amerika Serikat, Santoro, Thomas-Noone,

dan Townshend mencatat bahwa upaya dan operasi
penangkalan, jika dikoordinasikan dan diintegrasikan
dengan sekutu dan mitra, dapat “mengurangi biaya
tindakan Tiongkok dan melipatgandakan dampak
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strategi penangkalan masing-masing negara.”

Pada tahun 2020, Menteri Pertahanan A.S. saat
itu Mark Esper meningkatkan perencanaan dan
pengawasan terhadap upaya untuk mengembangkan
aliansi dan kemitraan dengan menerbitkan Panduan
untuk Pengembangan Aliansi dan Kemitraan.
Panduan ini memberikan “arahan dan prioritas dasar
untuk mencapai pendekatan strategis terkoordinasi
dengan sekutu dan mitra kami,” demikian menurut
Kepala Staf Gabungan tersebut. Tujuannya adalah
untuk memastikan Departemen Pertahanan A.S.
mempertahankan keunggulan strategis jangka panjang
melalui upaya yang lebih terkoordinasi dan kompetitif,
dengan memanfaatkan kekuatan yang melekat pada
hubungan departemen tersebut. Prioritas panduan
mencakup metodologi perencanaan kekuatan yang lebih
terkoordinasi “untuk membantu mengoordinasikan
pengembangan kekuatan militer sekutu dan mitra untuk
kekuatan masa depan yang lebih mahir.”

Kerangka Kerja Strategis A.S. untuk Indo-Pasifik,
yang dikembangkan pada tahun 2018 oleh Dewan

Penangkalan terintegrasi
membutuhkan investasi
untuk membangun

kapasitas bersama, bangsa

demi bangsa, dengan
sumber daya yang dapat
mendukung koalisi.

Keamanan Nasional A.S. dan dideklasifikasi pada tahun
2021 (sebagian, untuk secara tegas menyampaikan
maksud A.S. dan menangkal RRT dari menginvasi
"Taiwan), mencatat bahwa aliansi yang kuat sangat
penting untuk menangkal agresi dan mencegah perang
terbuka. Kerangka Kerja ini juga mengatasi ancaman
pemaksaan dan pengaruh jahat dengan menawarkan
bantuan kepada negara-negara Indo-Pasifik lainnya
dalam melawan operasi intelijen, spionase, rahasia, dan
operasi pengaruh RRT terhadap wilayah kedaulatan
mereka. Strategi Indo-Pasifik A.S. 2022 dibangun di
atas kerangka kerja ini dan kerangka kerja serta panduan
sebelumnya untuk mengandalkan kapasitas penangkalan
bersama dari sekutu dan mitra.

Penangkalan terintegrasi membutuhkan investasi
untuk membangun kapasitas bersama, bangsa demi
bangsa, dengan sumber daya yang dapat mendukung
koalisi. Melawan upaya RRT untuk memperluas
lingkup pengaruhnya membutuhkan “penghimpunan
perlawanan multilateral yang lebih besar terhadap
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kekuatan Tiongkok, bahkan jika harus menjadikan
keadaan di Asia lebih tegang dan militerisasinya lebih
kental,” tulis Hal Brands, profesor urusan global di
Johns Hopkins School of Advanced International
Studies dan mantan asisten khusus menteri pertahanan
A.S. untuk perencanaan strategis, dalam National
Review pada Maret 2022. Strategi Indo-Pasifik A.S.
2022 memperluas cakupan sekutu dan mitra terkait
serta mengakui harapan yang lebih tinggi untuk
“mitra Eropa bahkan di area perselisihan paling besar
dengan Tiongkok, seperti masa depan Taiwan,” terang
Vikram J. Singh, penasihat senior Program Asia dari
Institut Perdamaian A.S., dalam komentar Maret 2022
untuk situs web institut itu. Agar upaya penangkalan
sepenuhnya terintegrasi, sekutu dan mitra harus
memainkan peran yang lebih menonjol, dan A.S. harus
siap untuk memfasilitasi upaya tersebut.

"Tentu saja interoperabilitas adalah komponen
utama dari kapasitas bersama dan, dengan demikian,
secara langsung mendukung penangkalan. “Di
seluruh kawasan, Amerika Serikat akan bekerja
sama dengan sekutu dan mitra untuk memperdalam
interoperabilitas kami dan mengembangkan serta
mengerahkan kemampuan tempur lanjutan saat kami
mendukung mereka dalam membela warga negara dan
kepentingan kedaulatan mereka,” demikian yang dicatat
dalam Strategi Indo-Pasifik A.S. 2022. Sebagaimana
dikemukakan sebelumnya, sekutu dan mitra merupakan
pengganda kekuatan. “Dampak jera dari kerja sama dan
integrasi tersebut bersifat politis dan militer,” ungkap
Konsep Operasi Gabungan Pentagon, dengan dampak
politiknya “terutama berasal dari efek dari tanggapan
berbasis koalisi pada persepsi pembuat keputusan
musuh terhadap kehendak politik A.S. dan sekutu.”

Perencanaan kontingensi terintegrasi di antara
sekutu utama adalah salah satu pendekatan yang
direkomendasikan untuk menunjukkan penolakan
bersama terhadap potensi invasi RRT ke Taiwan.
Upaya penangkalan terhadap pemaksaan dan
tindakan zona abu-abu RRT harus diimbangi dengan
penangkalan konvensional terhadap ancaman lain,
termasuk kemungkinan dimulainya kembali serangan
Tiongkok terhadap pasukan India di sepanjang
perbatasan Himalaya yang disengketakan, yang dikenal
sebagai Garis Kontrol Aktual. Ketika interoperabilitas
sekutu dan mitra meningkat, ini akan memengaruhi
pengambilan keputusan PK'T untuk memicu perang
pilihan.

MENGUBAH PENGAMBILAN
KEPUTUSAN

Pentingnya melakukannya dengan benar ditangkap
dalam observasi tahun 2018 oleh analis Rand Corp,
Mike Mazarr. Kegagalan penangkalan lebih mudah
diketahui daripada keberhasilan penangkalan, sebab
tidak adanya perang bukan berarti penangkalan berhasil
dilakukan. Namun, ketika perang terjadi, menganalisis



kesalahan strategi penangkalan sangat wajar untuk
dilakukan. “Sitzkrieg” dari pengerahan kekuatan paksa
Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina selama setahun
ini memberikan cukup waktu untuk melakukan operasi
penangkalan dan upaya yang efektif untuk mencegah
invasi Rusia, namun ini tidak melemahkan Rusia.
Dalam kesaksiannya di hadapan Komite Angkatan
Bersenjata DPR A.S., Jenderal Tod Wolters, komandan
Komando Eropa A.S., mengakui bahwa strategi A.S.
untuk mencegah Rusia menginvasi Ukraina telah
gagal. Anggota DPR A.S., Mike Gallagher, menyatakan
argumen yang sama di hadapan komite dan dalam
artikel opini di surat kabar The Wall Street Journal.
Selain operasi pencegahan yang didukung dengan
kemampuan dan kemauan militer yang kredibel,
A.S. juga harus meyakinkan sekutu dan mitra bahwa
pihaknya akan membantu menjamin keamanan mereka.
Apabila A.S. tidak menawarkan penolakan terhadap
tindakan dan pemaksaan zona abu-abu musuh, sekutu
dan mitra dapat kehilangan kepercayaan dan mulai
melindungi diri dari kerugian, alih-alih berdiri teguh
melawan ancaman militer. Misalnya, Filipina kehilangan
kendali atas Scarborough Shoal pada Juni 2012 setelah
penarikan bersama yang dinegosiasikan dengan A.S.
yang hanya dipatuhi Manila, sehingga membuat RRT
menguasai wilayah Filipina. Ketegangan itu, yang
dimulai dua bulan sebelumnya, menghasilkan konsultasi
antara pemerintah A.S. dan Filipina di Washington,
D.C,, tetapi A.S. tidak memperjelas apakah Perjanjian
Pertahanan Bersama A.S.-Filipina mencakup pulau-
pulau yang dikuasai Filipina di Laut Cina Selatan,
sehingga berkontribusi pada ketidakjelasan apakah A.S.
akan campur tangan secara langsung jika diperlukan.
Filipina mengharapkan lebih banyak dukungan dan
berusaha untuk memaksimalkan keterlibatan A.S.
dalam menyelesaikan krisis, tetapi RRT mengambil
alih kendali beting tersebut setelah mengirimkan
pasukan yang lebih besar untuk menghalau kapal-
kapal Filipina, demikian menurut Asia Maritime
‘Transparency Initiative. Pada tahun 2014, kementerian
pertahanan Tiongkok secara terbuka menyatakan
bahwa beting tersebut merupakan bagian dari “wilayah
melekat Tiongkok.” Kegagalan jaminan tersebut
mendiskreditkan upaya penangkalan di masa depan.
Mengakui bahwa sekutu dan mitra akan menarik
kesimpulan tentang keandalan Washington sebagai
mitra keamanan dari pengalaman pihak lain,
pemerintahan Presiden Joe Biden telah meyakinkan
mereka tentang komitmen A.S. Pada bulan Agustus
2022, misalnya, Menteri Luar Negeri Antony Blinken
meyakinkan Manila bahwa A.S. akan membantu
pertahanan Filipina jika Filipina diserang di Laut Cina
Selatan, demikian yang dilaporkan Reuters. Blinken
mengatakan jika Perjanjian Pertahanan Bersama antara
kedua negara ini sangatlah kukuh. “Serangan bersenjata
terhadap Angkatan Bersenjata, kapal umum, atau
pesawat terbang Filipina akan mengaktifkan komitmen

pertahanan timbal balik A.S berdasarkan perjanjian itu,”

tegas Blinken. “Filipina merupakan teman, mitra, dan

sekutu yang tak tergantikan bagi Amerika Serikat.”
Agar penangkalan terintegrasi berjalan dengan baik,

Unit Angkatan Bersenjata Taiwan melakukan latihan penembakan
dengan amunisi aktif untuk menangkal pasukan pendaratan pantai
selama latihan Han Kuang pada September 2021. Latihan selama
lima hari itu mempersiapkan pasukan militer terhadap potensi invasi
ke pulau yang berpemerintahan mandiri itu oleh Republik Rakyat
Tiongkok. THE ASSOCIATED PRESS

harus ada kampanye multitahun yang dikoordinasikan
dengan sekutu dan mitra serta bersama-sama dinilai
dan disempurnakan untuk semakin mempersulit
perhitungan dan pengambilan keputusan RRT
mengenai agresi. Musuh perlu melihat kemampuan
efektif yang diposisikan di tempat yang dapat
membebankan biaya, dioperasikan oleh pasukan yang
kompeten dan terlatih, serta didukung oleh kehendak
dan komitmen nasional yang disampaikan dengan jelas.
Seperti yang dikatakan oleh Purnawirawan Jenderal
Angkatan Darat A.S. Jack Keane selama siaran bulan
Maret 2022 di Fox Business: “Kita benar-benar harus
membentuk penangkalan militer yang efektif. Memiliki
kekuatan militer yang besar di atas kertas dan tidak
mengerahkannya ke tempat ancaman tidaklah cukup.”
“Penangkalan tidak ‘dilangsungkan’ di ruang
kosong,” sebagaimana dijelaskan oleh Konsep
Operasi Bersama Departemen Pertahanan A.S.
2006. Penangkalan membutuhkan strategi yang
didukung oleh konsep operasi penangkalan dan tujuan
penangkalan yang jelas. Paparo memperkuat hal ini
dalam komentarnya pada April 2022, mencatat bahwa
“penangkalan bukanlah kegiatan [dengan sendirinya],
tetapi merupakan hasil” dan kebutuhan untuk
melestarikan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka. O
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Dalam skenario simulasi pertahanan, Angkatan Bersenjata
Filipina (Armed Forces of the Philippines atau AFP) dan
pasukan Amerika Serikat dengan amfibi mendaratkan
beberapa sistem rudal permukaan-ke-udara Patriot di
pantai Luzon utara di Filipina, kemudian mengangkutnya
ke lokasi darat. Di lepas pantai utara Luzon, helikopter
Black Hawks Filipina dan helikopter Apache dan Chinook
A.S. mengoordinasikan operasi lintas dek pada siang

dan malam hari. Sementara itu, pasukan bersama dan
gabungan meluncurkan balon udara pada ketinggian
tinggi dari Luzon Tengah untuk berlatih menghadirkan
dilema penargetan bagi musuh potensial.

Melalui kegiatan yang tangguh itu, Balikatan 2022
membawa interoperabilitas, kemitraan, dan aliansi antara
Filipina dan Amerika Serikat ke tingkat yang baru.
Latihan iterasi ke-37, yang berlangsung dari 28 Maret
hingga 8 April 2022 memperdalam makna frasa Tagalog
yang menjadi namanya — “bahu membahu” — dan
menunjukkan bagaimana aliansi yang terus menguat
meningkatkan penangkalan terintegrasi di Indo-Pasifik.

Pada fokus utama Balikatan 2022, latihan komando
dan kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya
dan sangat realistis membantu membangun dasar bagi
Balikatan 2023 yang akan datang, yang bahkan lebih
canggih. Latihan secara keseluruhan ini menunjukkan
banyak kemajuan teknologi antara pasukan militer dan
memupuk daya juang yang tak tertandingi di antara
pasukan yang selaras. Angkatan Udara, Angkatan Darat,
Pasukan Penjaga Pantai, Pasukan Marinir, Angkatan Laut,
dan pasukan operasi khusus Filipina bekerja sama dengan
Angkatan Udara, Angkatan Darat, Pasukan Marinir,
Angkatan Laut, Angkatan Ruang Angkasa, dan Komando
Operasi Khusus A.S. untuk melakukan serangkaian
peristiwa interoperabilitas gabungan dan bersama
seperti latihan serangan udara, latthan menembak
gabungan dengan amunisi aktif, pelatihan di lingkungan
perkotaan, dan memberikan bantuan kemanusiaan.
Sekitar 4.200 personel AFP dan 4.440 personel militer
A.S. menunjukkan bagaimana penggunaan kemampuan
saat ini, perancangan kemampuan baru, dan pengerahan
kemampuan itu secara terintegrasi dapat meningkatkan
penangkalan.

Berbicara tentang program AFP untuk mengalihkan
pasukan militer ke fokus pertahanan eksternal, Mayor
Jenderal AFP Jeffrey Hechanova, wakil kepala staf untuk
rencana, mengatakan kepada FORUM bahwa “tahun ini
kami antusias karena kami dapat menggunakan beberapa
peralatan yang dibeli dalam program modernisasi.”

“Sebelumnya, kami hanya dapat melihat pesawat A.S
atau pesawat tempur A.S terbang. Sekarang, kami terbang
bersama-sama karena FA-50 kami sudah tiba. Sekarang,
kami berlayar bersama-sama karena beberapa kapal fregat
kami sudah tiba. Kami melakukan operasi amfibi bersama-
sama karena kami juga memiliki peralatannya. Kami

{ Marinir Filipina dan A.S. memberikan keamanan selama

pendaratan amfibi di Claveria pada akhir Maret 2022.
KOPRAL DUA MADISON SANTAMARIA/PASUKAN MARINIR A.S.

memiliki beberapa peralatan pertahanan udara yang baru
tiba. Kami memiliki beberapa howitzer,” ungkapnya saat
diwawancarai di Camp Aguinaldo, markas besar umum
AFP di Quezon City di pinggiran metro Manila, yang
merupakan pusat komando Balikatan.

“Secara pribadi saya dapat
mengatakan bahwa masyarakat
telah belajar banyak dari apa

yang kami lakukan tahun ini.
Pelatihan dasar penunjang
kehidupan, pertolongan pertama,
air dan kebersihan, dan pelatihan
dasar kelangsungan hidup akan
bermanfaat bagi mereka pada saat
keterampilan tersebut dibutuhkan.”

— Kolonel Arman Mampusti
Angkatan Bersenjata Filipina

HUBUNGAN MANUSIA
Balikatan 2022 menggarisbawahi ikatan historis dan
budaya yang erat antara Filipina dan A.S. serta negara-
negara yang memiliki kesamaan komitmen terhadap
demokrasi dan hak asasi manusia, yang dipamerkan setiap
hari dalam hubungan orang-ke-orang yang hangat dan
hubungan ekonomi yang kuat. Lebih dari 4 juta warga
Filipina-Amerika tinggal di A.S., dan hampir 300.000
warga A.S. tinggal di Filipina.

Kegiatan teknik kemasyarakatan Balikatan — yang
mencakup membangun empat sekolah dasar tahan
iklim dan melakukan beberapa keterlibatan kesehatan
masyarakat, terutama di provinsi utara — menyoroti
bahwa keamanan pada akhirnya terkait dengan
memberdayakan masyarakat setempat untuk mencapai
hal yang dibutuhkan agar masyarakat mereka berhasil.
“Kami mampu memperkuat kesetiakawanan di antara
pasukan kedua negara sekaligus membangun hubungan
di kalangan masyarakat yang mendapatkan manfaatnya,”
terutama di provinsi Cagayan dan Isabela, ujar Kolonel
AFP Arman Mampusti, perencana di Kantor Wakil
Kepala Staf Operasi Sipil-Militer yang mengoordinasikan
berbagai proyek itu, kepada FORUM. “Secara pribadi
saya dapat mengatakan bahwa masyarakat telah belajar
banyak dari apa yang kami lakukan tahun ini. Pelatihan
dasar penunjang kehidupan, pertolongan pertama, air
dan higienitas, dan pelatihan dasar kelangsungan hidup
akan bermanfaat bagi mereka pada saat keterampilan
tersebut dibutuhkan,” ungkap Arman Mampusti. “Saya
juga ingin menggarisbawahi bahwa ketika semuanya telah
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Marinir Filipina mengamankan pantai di Claveria, provinsi Cagayan,
pada Balikatan 2022. tHe AssoCIATED PRESS

selesai, satu warisan abadi yang akan ditinggalkan latihan
Balikatan adalah fasilitas yang dibangun. Saya hanya
ingin kita membayangkan berapa banyak anak laki-laki
dan perempuan yang akan menggunakan dan lulus dari
sekolah ini, dan berapa banyak yang akan mendapatkan
manfaat ketika sekolah ini digunakan sebagai fasilitas
evakuasi selama terjadinya badai dan bencana alam
lainnya.”

Hubungan keamanan di antara Filipina dan A.S.
mengakar begitu dalam guna melindungi nilai-nilai
dan kepentingan bersama tersebut, yang ditekankan
oleh para pemimpin latihan. “Ini selalu menjadi konsep
yang mendasari Balikatan, bahu membahu, mengatasi
berbagai hal bersama-sama,” ungkap Hechanova kepada
FORUM. “Filipina dan A.S memiliki sejarah yang sangat
panjang. Kami berjuang berdampingan dalam Perang
Dunia II, kami berjuang berdampingan di Korea, kami
berjuang berdampingan di Vietnam. Ini adalah sejarah
angkatan bersenjata kami. Balikatan saat ini merupakan
cerminan bagaimana kemampuan kami bekerja secara
berdampingan untuk meningkatkan keamanan bersama
yang telah dibentuk di negara kami.”

Untuk mempromosikan kerja sama pertahanan yang
lebih besar di seluruh wilayah dengan sekutu, mitra, dan
negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
"Tenggara, AFP juga menjadi tuan rumah dan berlatih
dengan lebih dari 45 operator khusus Australia.

KOMANDO DAN KONTROL

Di labirin terbatas dalam tenda berpendingin udara
yang dikelilingi oleh perimeter kawat berduri di

dalam Camp Aguinaldo, lebih dari 50 staf gabungan
dan bersama Filipina dan A.S. dari seluruh matra
mempelajari data waktu nyata, yang memerinci

peta dan grafik selama berjam-jam, hari demi hari.
"Tujuannya: mengembangkan rencana untuk menanggapi
ancaman eksternal yang hipotetis, namun realistis
terhadap kedaulatan Filipina dan menilai kemungkinan
kinerjanya di ruang pertempuran. Mereka menjalankan
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skenario dan melakukan permainan perang untuk terus
menyempurnakan rencana sepanjang pelatihan.

Latihan komando dan kontrol, yang dikenal sebagai
latihan staf atau STAFFEX, memungkinkan pasukan
militer untuk menguji rencana dunia nyata untuk
pertama kalinya di Balikatan, demikian ungkap Kolonel
Michael Logico, direktur Pusat Pelatihan Bersama
dan Gabungan AFP, kepada FORUM. STAFFEX
menggambarkan konteks strategis yang lebih luas,
termasuk bagaimana faktor dan perkembangan
diplomatik, ekonomi, dan politik memengaruhi krisis. Ini
memungkinkan kami untuk memikirkan hal yang belum
pernah tercetus sebelumnya guna menemukan beberapa
peristiwa tak terduga yang mungkin berakibat parah
atau menentukan jika praktik di lapangan sesuai dengan
rencana yang disusun di markas,” ucap Logico. Peristiwa
tak terduga yang mungkin berakibat parah umumnya
merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi atau
tidak terduga yang dapat memiliki konsekuensi serius.

STAFFEX tidak hanya sekadar perencanaan. “Di sini,
rencana atau produk bukanlah fokus kami, tetapi proses
yang merupakan bagian terpenting,” ungkap Brigjen
Brian Wolford, komandan jenderal Grup Logistik
Marinir ke-3 Pasukan Marinir A.S. di Okinawa, Jepang,
kepada FORUM. Wolford berperan sebagai komandan
satuan tugas gabungan A.S. selama latihan tersebut.

“STAFFEX memungkinkan kami mempelajari banyak
proses, yang memungkinkan kami untuk memampatkan
waktu dari data yang dipasok oleh rantai untuk
mengambil keputusan,” ungkap Brigjen Erick Escarcha,
kepala Pusat Komando AFP. “Jadi, kami memecahkan
banyak masalah,” ujar Escarcha, yang berperan sebagai
komandan satuan tugas gabungan Filipina di STAFFEX.

“Kami mengawalinya dengan masalah yang
relatif sederhana, tetapi tahun depan, kami akan
berfokus pada masalah yang lebih kompleks dan dapat
menyelesaikannya,” ungkap Wolford. “Kami mengambil
kesempatan untuk bersatu sebagai organisasi ad hoc.”
Karena COVID-19, Balikatan secara signifikan diperkecil
menjadi sebanyak 300 peserta inti pada tahun 2020
dan 2021. “Apa yang kami lakukan sekarang adalah
membangun kembali hal yang dahulu kami miliki,
mengembalikan kami ke posisi sebelumnya, kemudian
melanjutkan pembangunan mulai tahun depan,” ujarnya.

“Apa yang kami pelajari di sini benar-benar dua kali
lipat. Dimulai dengan Marinir muda, Prajurit muda, dari
Filipina dan Amerika, ini adalah kesempatan bagi kami
untuk saling membuka diri tentang cara kami melakukan
sesuatu, kemampuan kami, proses pemikiran kami, dan
mempelajari cara berpikir kami,” ungkap Wolford. “Bagi
saya pribadi, saya benar-benar senang dapat melihat
cara negara lain menyelesaikan masalah. Ini situasi yang
berbeda, medan yang berbeda. Ada beragam variabel
yang harus Anda tangani. Dapat menerima informasi
tersebut benar-benar membantu, bukan hanya untuk
perencanaan di sini, melainkan juga untuk perencanaan
di lokasi lain.”



Balikatan 2023 akan dirancang dengan mengutamakan
produk inti dari STAFFEX 2022 dan akan dibangun di
atas pencapaian latihan secara keseluruhan. Selama iterasi
berikutnya, contohnya, otoritas komando STAFFEX akan
menjalankan latihan pos komando, rancang Escarcha dan
Wolford.

“Saya menantikan saat-saat ketika angkatan bersenjata
A.S. dan Filipina bersatu, dan operasi ini akan sesederhana
memasang perangkat plug and play,” ungkap Escarcha.
“Saya menyamakan hal ini dengan musik. Semua musisi
saling memahami. Mereka mungkin baru pertama kali
bertemu, tetapi mereka dapat bernyanyi bersama dan
menciptakan keharmonisan.”

Akan tetapi, Balikatan sudah meraih beberapa
pencapaian tinggi di luar koordinasi staf gabungan. “Dari
luar, Balikatan adalah platform untuk meningkatkan
pelatihan, kemampuan operasi bersama, interoperabilitas,
yang semuanya berkontribusi pada keamanan Filipina,”
kata Logico. Namun latihan tersebut memiliki tujuan lain.
“Sewaktu Anda melakukan Balikatan, ada pesan strategis
yang kami kirimkan kepada musuh-musuh bahwa kami
tidak sendirian dalam upaya ini. Apa pun kekurangan
kami, mitra dan sekutu kami selalu bisa datang dan
mengisi kekurangan kami. Kita masih berlatih bersama-
sama, dan aliansi ini masih tetap terjalin kuat seperti
dahulu.”

PERTAHANAN BERSAMA

Pada tahun menjelang Balikatan 2022, para pemimpin
Filipina dan A.S. memajukan aliansi mereka dengan
memperkuat komitmen mereka terhadap Perjanjian
Pertahanan Timbal Balik (Mutual Defense Treaty atau
MDT) yang ditandatangani pada tahun 1951. Pada Juli
2021, Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin mengunjungi
Manila untuk menegaskan kembali aliansi A.S.-Filipina
yang kuat nan abadi saat kedua belah pihak merayakan 75

Personel militer Filipina dan A.S. membongkar sistem rudal Patriot
dari kapal pendarat di pantai Aparri di Filipina utara selama latihan
pemasokan gabungan. SersAN MELANYE MARTINEZ/PASUKAN MARINIR A.S.

tahun hubungan diplomatik mereka dan hari jadi MDT
yang ke-70.

Setelah pertemuan itu, Lorenzana mengumumkan
keputusan Duterte untuk melanjutkan Perjanjian
Kunjungan Pasukan (Visiting Forces Agreement, VFA),
yang menjelaskan secara terperinci bagaimana personel
militer akan diperlakukan di negara masing-masing.
“Aliansi A.S.- Filipina yang kuat dan tangguh akan tetap
penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran
Indo-Pasifik. VFA yang telah dipulihkan sepenuhnya akan
membantu kami mencapai sasaran itu bersama-sama,” ujar
Austin pada saat itu.

Pada September 2021, Lorenzana melakukan
perjalanan ke Washington untuk membalas kunjungan
Austin dalam rangka merayakan hari jadi ke-70 aliansi
tersebut. la mengakui bahwa “tonggak pencapaian besar
di tengah perkembangan regional saat ini menawarkan
peluang unik untuk menegaskan kembali hubungan abadi
yang mengikat negara-negara kami.” Lorenzana lebih
lanjut menyatakan, “Kami sekarang memiliki apresiasi
yang lebih baik atas perhatian dan prioritas pertahanan
dan keamanan satu sama lain, serta kami telah memahami
sasaran bersama kami untuk negara dan wilayah kami.”

Serangkaian konsultasi tingkat tinggi menyusul
dilakukan. Pada Oktober 2021, Dewan Pertahanan
Bersama dan Dewan Keterlibatan Keamanan bersidang
di Filipina. Segera setelah itu, Kepala Staf AFP saat
itu, Jenderal Jose C. Faustino Jr. dan Laksamana
John Aquilino, Komandan Komando Indo-Pasifik
A.S. (USINDOPACOM), menugaskan pasukan
mereka masing-masing untuk terus memperdalam
kesiapan gabungan. Sejak itu, perwakilan militer telah
meningkatkan pemahaman mereka tentang MD'T untuk
meningkatkan kesiapan dan memastikan MD'T tetap
responsif terhadap lanskap keamanan yang berkembang
di kawasan Indo-Pasifik. “Kami hanya perlu terus
meningkatkan pemahaman bersama kami tentang
Perjanjian Pertahanan Bersama,” ungkap Hechanova
kepada FORUM. “Karena sifatnya bersama, harus
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ada pemahaman bersama tentang istilah, prosedur,
konstruksi in situ, konstruksi, dan doktrin. Ini benar-benar
memvalidasi doktrin dan interoperabilitas kedua pasukan
jika MDT diaktitkan.”

MENGOPERASIONALKAN

PENANGKALAN TERINTEGRASI

Aquilino menguraikan tantangan yang dihadapi

kawasan tersebut dalam kesaksiannya kepada Komite
Angkatan Bersenjata Senat A.S. pada 10 Maret 2022.
“RRT [Republik Rakyat Tiongkok] sedang menjalankan
kampanye khusus yang memanfaatkan semua bentuk
kekuatan nasional dalam upaya mencabut tatanan
internasional berbasis aturan untuk kepentingan diri
mereka sendiri dan mengorbankan semua pihak lain,”
ungkapnya. Tindakan ekspansionis RRT di Laut Cina
Selatan, yang dikenal sebagai Laut Filipina Barat di
Filipina, dan pengabaiannya terhadap putusan Mahkamah
Arbitrase Antarbangsa [Permanent Court of Arbitration
atau PCA] yang mendukung Filipina atas klaim teritorial
RRT yang melanggar hukum di Laut Cina Selatan
merupakan contoh sempurna akan pengabaian RRT
terhadap tatanan internasional berbasis aturan, catatnya
dalam kesaksiannya.

Di lingkungan ancaman saat ini, “musuh menggunakan
taktik zona abu-abu. Kami harus membuat taktik sendiri,
bersama-sama antara Filipina dan A.S., untuk melawan
prakarsa zona abu-abu dari musuh,” jelas Hechanova
dari AFP. Taktik zona abu-abu mengacu pada tindakan
koersif yang melampaui kegiatan diplomatik, ekonomi,
dan politik normal tetapi tidak sampai melibatkan konflik
bersenjata.

“Tiongkok, RRT, menggunakan nuansa hukum
dalam mengeksploitasi Laut Filipina Barat. Mereka tahu
bahwa mereka mengirim banyak kapal abu-abu yang
melanggar nuansa Konvensi Hukum Laut Perserikatan
Bangsa-Bangsa,” lanjut Hechanova. Saat menjabat,
Duterte “menyatakannya secara gamblang ketika ia hadir
di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia mengatakan bahwa
putusan PCA sekarang merupakan bagian dari hukum
internasional dan bahwa Filipina akan selalu mematuhi
tatanan berbasis aturan dalam penyelesaian sengketa di
Laut Filipina Barat,” ungkapnya.

“Meskipun MDT mengakui bahwa sasaran utamanya
adalah berupaya menyelesaikan konflik secara damai,
jika upaya tersebut tidak berhasil, Balikatan mewakili
lini upaya utama Filipina dan A.S. untuk meningkatkan
kemampuan bilateral mereka untuk menanggapi setiap
pelanggaran perdamaian atau ancaman pelanggaran
perdamaian,” jelas Scott Weidie, kepala pelatihan
multinasional di USINDOPACOM dan pimpinan
komando untuk latihan tersebut. “Misi komando adalah
untuk mencegah konflik melalui pelaksanaan penangkalan
yang terintegrasi dan, jika perlu, bersiap untuk bertarung
dan menang. Balikatan memungkinkan pengoperasian
pertahanan Filipina-A.S. yang harus siap ketika
dibutuhkan.”
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Balikatan 2022 diterapkan sejalan dengan arahan
Aquilino untuk merebut prakarsa itu dengan mewajibkan
pasukan bersama untuk berpikir, bertindak, dan
beroperasi secara berbeda. “Kami melakukan ini bersama
sekutu Filipina kami dengan mengupayakan postur kerja
dan berfokus pada kemampuan operasional bersama
yang diperlukan bagi angkatan bersenjata Filipina dan
A.S. untuk meningkatkan kecepatan tanggapan dalam
krisis, meningkatkan interoperabilitas, meningkatkan
efektivitas misi, dan menyempurnakan kesatuan upaya,”
ungkap Weidie. Negara-negara ini memajukan Perjanjian
Kerja Sama Pertahanan yang Disempurnakan untuk
mengembangkan infrastruktur yang diperlukan demi
meningkatkan kemampuan tanggapan bilateral dan
memungkinkan A.S. untuk beroperasi secara lebih
fleksibel di Filipina.

Penguatan aliansi “merupakan kegiatan berkelanjutan,”
ungkap Hechanova. “Kami terus memanfaatkan semua
potensi dalam memastikan bahwa jika ada situasi saat
kami harus berjuang bersama, kami dapat melakukannya
dengan efisien.”

MENUNJUKKAN

TEKNOLOGI DAN KEMITRAAN

Pasukan Filipina dan A.S. menggunakan Balikatan untuk
bereksperimen dengan sejumlah teknologi dan protokol
untuk meningkatkan potensi pertempuran gabungan
dan bersama mereka. “Kami tahu bahwa setiap kali akan
bertempur, kami akan berjuang bersama teman, mitra,
dan sekutu, dan cara terbaik untuk melakukannya, cara
yang paling efektif jika Anda harus bertarung, adalah
dengan menjalin hubungan baik sebelumnya,” ungkap
Brigjen James Isenhower, komandan Satuan Tugas
Multiranah (Multi-Domain Task Force atau MDTF) baru
Angkatan Darat A.S. saat itu saat itu, yang merupakan
pusat modernisasi Angkatan Darat negara tersebut,
kepada FORUM. “Memajukan teknologi dengan mitra
dan sekutu selalu menjadi aspek penting dalam menjalin
hubungan dan membangun kepercayaan.

“Dalam banyak hal, kami dapat membagikan pelajaran,
dan itu mungkin merangsang mereka atau memotivasi
mereka untuk bergerak ke tingkat kemampuan yang
berbeda atau membangun kemampuan yang mungkin
belum pernah mereka miliki sebelumnya. Meskipun
demikian, pelajaran yang kami dapat dari mereka sama
banyaknya dengan pelajaran yang mereka petik dari kami,
sehingga sebagai mitra sejati kami melakukannya dengan
sangat adil dan setara,” ungkap Isenhower. “Keakraban
mereka dengan medan tempat mereka tinggal adalah
sesuatu yang tidak kami miliki, jadi memahami pola pikir
dan perspektif yang dapat mereka bawa serta pemahaman
mereka terkait sejarah di wilayah ini selalu menjadi faktor
yang sangat berharga bagi kami. Ini juga memberi kami
wawasan tentang bagaimana kami akan mengerahkan
pasukan dan bagaimana kami merancang cara agar dapat
bekerja sama dengan mereka di lingkungan ini.” MDTF
pertama kali berpartisipasi di Balikatan pada tahun 2022.



Kedua pasukan militer itu pertama kali mengadakan
latihan pada tahun 1986.

Sebagai contoh, Balikatan memungkinkan AFP dan
pasukan A.S. mengembangkan opsi strategis untuk
melawan skenario yang mungkin terjadi dalam rantai
pulau pertama, seperti jaringan penolakan area anti-akses
(A2AD). Jaringan semacam itu menghadirkan tantangan
pasukan bersama yang membutuhkan koordinasi intens
untuk menentukan jika pendekatan yang digunakan adalah
mengincar pusat gravitasi jaringan atau membongkar
kemampuan musuh lapis demi lapis. “Jaringan-jaringan
itu dibangun untuk mencegah proyeksi kekuasaan.

Selagi kami mengembangkan kemampuan kami, MDTF
akan menjadi komponen penting dari upaya pasukan
bersama untuk menetralkan jaringan A2AD tersebut demi
membuka celah dan memungkinkan pasukan bersama
melakukan keahlian mereka,” jelas Isenhower. “Dalam
lingkungan seperti Indo-Pasifik, proyeksi kekuasaan
adalah kebutuhan, dan teknologi sangatlah penting untuk
proyeksi kekuasaan. Jika kami tidak memiliki kebebasan
bertindak atau kebebasan untuk bermanuver, akan sangat
membahayakan kami untuk dapat memberikan pilihan
strategis kepada para pemimpin kami.”

Mengingat persyaratan pertahanan teritorial Filipina,
Isenhower mengatakan, “Patriot adalah contoh hebat dari
kemampuan yang dapat kami bawa ke lingkungan seperti
ini untuk membantu sekutu dan mitra.” Selama Balikatan
berlangsung, kedua pasukan militer memasok peralatan
Patriot secara amfibi melalui kapal Landing Craft Air
Cushion Angkatan Laut A.S. dan memindahkan dua buah
rudal Patriot di dalam helikopter CH-47. Kedua latihan
itu merupakan yang pertama kalinya, demikian menurut
Kolonel Matthew Dalton, komandan Brigade Artileri
Pertahanan Udara ke-38 Angkatan Darat A.S. saat itu saat
itu, yang membantu mengangkut peralatan tersebut. Sistem
Patriot, yang melibatkan kendaraan radar, rudal, peluncur,
dan bantuan tembakan, dapat melacak dan menembak jatuh
rudal dan pesawat terbang musuh dalam waktu sembilan
detik setelah diluncurkan pada jarak hingga 70 kilometer.

“Mengerahkan Patriot ke Luzon utara adalah contoh
skenario sangat realistis yang dapat kami lakukan di
sejumlah lokasi di Indo-Pasifik. Melakukan operasi di
Filipina memungkinkan kami untuk bekerja sama dengan
mitra bilateral kami, berlatih mempertahankan pasukan,
memacu peralatan kami, dan melakukan pemeliharaan
tingkat lapangan dalam kondisi yang sangat sulit,”
ungkap Dalton. “Tentara dan kepemimpinan kami
harus menerapkan pemikiran kreatif dan kritis untuk
mengatasi rintangan unik yang hanya dapat muncul ketika
dikerahkan seribu mil dari armada kendaraan bermotor.”

Pasukan Filipina dan A.S. menguji kemampuan dan
teknologi gabungan dan bersama lainnya, menunjukkan
bukti operasional dari konsep baru di antara kedua belah
militer tersebut. AFP dan Pasukan Operasi Khusus A.S.
(Special Operations Forces atau SOF) melakukan latihan
perebutan lapangan udara di Bandara Cagayan Utara
untuk menyempurnakan taktik dan prosedur untuk

Marinir Filipina mengendarai kendaraan serbu amfibi mereka
selama latihan. THe AssociATED PRESS

menggunakan sistem roket artileri mobilitas tinggi yang
dikenal sebagai HIMARS bersamaan dengan infiltrasi
cepat, atau HIRAIN. Setelah dipasok ke lokasi, HIMARS
yang berbasis rudal ini digunakan untuk menyerang
target, kemudian dengan cepat dimuat kembali ke pesawat
dan dikeluarkan dari area sebelum musuh dapat membalas
serangan. HIMARS juga dapat didaratkan di darat dan
dikerahkan untuk melawan target berbasis laut.

Selama Balikatan berlangsung, para operator khusus
Filipina dan A.S. juga terlibat dalam operasi kompleks
multiranah untuk meningkatkan interoperabilitas dan
eksperimen dalam persiapan untuk kemungkinan selain
melawan organisasi ekstremis kekerasan (violent extremist
organization atau VEO). AFP dan SOF A.S. mengeksekusi
target dan mengintegrasikan kemampuan kontra VEO
yang relevan ke dalam lingkungan lawan rekanan.

Dalam ranah udara, pengendali tempur udara melakukan
tembakan meriam 105 mm, 30 mm, dan tembakan
amunisi berpemandu presisi dari AC-130 Angkatan Udara
A.S. ke Kisaran Bahasa. Ini menandai pertama kalinya AC-
130 mendukung pelatihan dukungan udara jarak dekat
AFP di Filipina.

Di Fort Magsaysay dan di seluruh Luzon, acara
pelatihan SOF darat dibangun berdasarkan pengetahuan
lintas generasi tentang taktik peperangan yang tidak
konvensional dan tidak biasa untuk lebih mempertajam
keterampilan SOF dan interoperabilitas AFP dan A.S.
Pasukan gabungan itu menavigasi target yang kompleks
di seluruh Luzon timur, termasuk infiltrasi dan perebutan
kembali Pulau Corregidor. Di lepas pantai Palawan, tim
SOF multilateral, yang mencakup anggota Grup Operasi
Khusus Angkatan Laut AFP, komando Australia, dan
SEAL Angkatan Laut A.S., melakukan pelatihan interdiksi
maritim, yang berpuncak pada penyerbuan udara dan
maritim untuk merebut kembali anjungan gas dan minyak
di Laut Filipina.

Bekerja sama dengan rekanan AFP mereka pada
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PERJANJIAN

PERTAHANAN BERSAMA

Antara Republik Filipina dan Amerika Serikat.
Ditandatangani pada 30 Agustus 1951

PASAL I. Para pihak berjanji, sebagaimana diatur dalam Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menyelesaikan setiap sengketa
internasional yang mungkin dapat melibatkan mereka dengan cara damai
sedemikian rupa, sehingga perdamaian dan keamanan serta keadilan
internasional tidak terancam dan untuk menahan diri dalam hubungan
internasional mereka untuk tidak mengancam atau menggunakan
kekuatan dengan cara apa pun yang tidak sesuai dengan tujuan
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL Il. Agar lebih efektif dalam mencapai tujuan Perjanjian ini, Para
Pihak secara terpisah dan bersama-sama dengan swadaya dan saling
membantu akan mempertahankan dan mengembangkan kapasitas
individu dan kolektif mereka untuk melawan serangan bersenjata.

PASAL lll. Para Pihak, melalui Menteri Luar Negeri atau wakilnya, akan
berkonsultasi bersama dari waktu ke waktu mengenai penerapan
Perjanjian ini dan setiap kali menurut pendapat salah satu Pihak integritas
teritorial, kemandirian politik, atau keamanan salah satu Pihak terancam
oleh serangan bersenjata eksternal di wilayah Pasifik.

PASAL IV. Masing-masing Pihak mengakui bahwa serangan bersenjata

di wilayah Pasifik terhadap salah satu Pihak akan membahayakan
perdamaian dan keamanannya sendiri dan menyatakan bahwa pihaknya
akan bertindak untuk menghadapi bahaya bersama sesuai dengan

proses konstitusionalnya. Setiap serangan bersenjata tersebut dan semua
tindakan yang diambil sebagai akibatnya harus segera dilaporkan kepada
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakan tersebut akan
dihentikan ketika Dewan Keamanan telah mengambil tindakan yang
diperlukan untuk memulihkan dan mempertahankan perdamaian dan
keamanan internasional.

PASAL V. Untuk keperluan Pasal IV, serangan bersenjata terhadap

salah satu Pihak dianggap mencakup serangan bersenjata terhadap
wilayah metropolitan salah satu Pihak, atau di wilayah Pulau di bawah
yurisdiksinya di Samudra Pasifik, angkatan bersenjatanya, kapal publiknya,
atau pesawatnya di wilayah Pasifik.

PASAL VL. Perjanjian ini tidak memengaruhi dan tidak akan ditafsirkan
memengaruhi dengan cara apa pun hak dan kewajiban Para Pihak
berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau tanggung jawab
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertahankan perdamaian dan
keamanan internasional.

PASAL VII. Perjanjian ini akan diratifikasi oleh Republik Filipina dan
Amerika Serikat sesuai dengan proses konstitusionalnya masing-masing
dan akan mulai berlaku ketika instrumen ratifikasinya telah dipertukarkan
oleh kedua belah pihak di Manila.

PASAL VIII. Perjanjian ini akan tetap berlaku tanpa batas waktu. Salah
satu Pihak dapat mengakhirinya dalam satu tahun setelah pemberitahuan
telah diberikan kepada pihak yang lain.

SUMBER: Republik Filipina, Dewan Perwakilan Rakyat, Perpustakaan Legislatif

aplikasi keamanan baru lainnya,
Angkatan Darat A.S. Pasifik dan
MDTF meluncurkan balon altitudo
tinggi dari Fort Magsaysay di Luzon
"Tengah untuk menguji kemampuan
stratosfer demi mendukung kesadaran
ranah maritim dan berkontribusi pada
operasi multiranah. Tim bilateral
menerbangkan balon tak berawak
tersebut pada ketinggian 15.000 hingga
21.000 meter di atas permukaan
laut, jauh di atas ketinggian operasi
maskapai penerbangan komersial.
Balon tersebut menawarkan sejumlah
kemungkinan pertahanan, seperti
menciptakan konstelasi udara siluman
untuk mengirimkan data, termasuk video
pengawasan, dan meningkatkan kapasitas
peperangan elektronik.

Bagi AFP dan pasukan A.S.,
Balikatan menggambarkan nilai
dari bereksperimen secara teratur,
mengingat banyak aplikasi dan
pencapaian teknologi yang berhasil
dibuat secara khusus atau di tengah
latihan. “Iterasi yang cepat sangat
penting. Semakin banyak kami dapat



melakukan pengulangan dengan mitra, sekutu, dan
pasukan bersama, akan semakin cepat kami dapat
mencapai potensi yang berbeda dan benar-benar
mengetahui cara kami dapat berjuang pada tahun-
tahun mendatang,” jelas Isenhower. “Di eselon, ini
mendorong peningkatan kenyamanan dan pengakuan
bahwa ke depannya kami dapat bereksperimen,

kami dapat berlatih, dan kami dapat melakukannya
dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab. Itu
meningkatkan interoperabilitas dan kepercayaan diri di
antara kedua mitra.”

MEMPEROLEH MOMENTUM

Balikatan 2022 menjadi panggung untuk membangun
kemampuan eksperimental yang lebih kompleks dan
kemitraan yang lebih kuat lagi pada Balikatan 2023.
Salah satunya, Brigade Artileri Pertahanan Udara
ke-38, menurut Dalton, “sudah menantikan tahun
depan untuk membangun di atas kemajuan besar yang
telah kami capai dalam operasi pertahanan udara dan
pengendalian wilayah udara. Kami membahas pelatihan
dan integrasi pada masa mendatang dengan Komando
Pertahanan Udara Angkatan Udara Filipina selama
Balikatan 23,” termasuk dengan Sayap Peringatan
Pengendalian Pesawat ke-580 dan Grup Pertahanan
Udara dan Rudal ke-960 AFP. “Latihan ini adalah
pertama kalinya kami terlibat dengan mitra [Brigade

SERSAN KALLAHAN MORRIS/PASUKAN MARINIR A.S.

Helikopter CH-53E Super Stallion milik Pasukan Marinir A.S.
berpartisipasi dalam pemasokan sistem rudal Patriot di pantai
Aparri di Filipina utara pada Maret 2022.

Artileri Pertahanan Udara ke-38] kami, yang membuka
hubungan persahabatan baru dan memungkinkan unit
kami untuk berlatih dalam kemampuan lain dan berbagi
pengetahuan tentang kemampuan kami,” ungkap
Dalton. “Kami belajar cara bekerja sama di masa konflik
untuk melakukan serangan pertahanan yang kredibel,
gesit, dan mematikan.”

Balikatan tampaknya dipastikan lebih baik lagi pada
tahun 2023, mengingat adanya lompatan pertumbuhan
dalam hubungan militer AFP-A.S. selama latihan 2022.
Menurut banyak pihak, komitmen negara-negara itu
terhadap MDT dan aliansi militer mereka terbukti
lebih kuat dari sebelumnya di sepanjang acara tersebut.
“Saya menganggap latihan Balikatan tahun ini sebagai
tahun luar biasa bagi pasukan kedua negara,” ungkap
Mampusti kepada AFP. “Setelah dua tahun pandemi,
latihan Balikatan ini telah menunjukkan bahwa, terlepas
dari kesenjangan dalam kegiatan pelatihan bilateral
dan keadaan saat ini, pasukan kami siap, kami fleksibel,
kami memiliki interoperabilitas, dan kami tangguh. Ini
merupakan bukti komitmen yang telah lama terjalin
terhadap sejarah dan persahabatan bersama kami.” O
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pulau-pulau buatannya di Kepulauan Spratly pada

tahun 2016, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah
mengalihkan fokusnya untuk menegaskan kontrol atas
kegiatan masa damai di Laut Cina Selatan. Komponen
utama dari perubahan fokus ini adalah perluasan milisi
maritim Partai Komunis Tiongkok (PK'T) — pasukan
kapal yang seolah-olah terlibat dalam penangkapan ikan
komersial tetapi yang beroperasi bersama dengan aparat
penegak hukum dan militer Tiongkok untuk mencapai
tujuan politik Tiongkok di perairan yang disengketakan.

Disebut sebagai Milisi Maritim Angkatan Bersenjata
Rakyat oleh Departemen Pertahanan A.S., entitas ini
berperan dalam strategi Beijing untuk menegakkan
klaim kedaulatannya di Laut Cina Selatan dan Laut Cina
Timur, demikian menurut Rand Corp. Milisi tersebut
menggunakan berbagai taktik, seperti mengerumuni
kapal lain, untuk menantang keberadaan dan klaim sah
negara lain.

Dimungkinkan oleh kedekatannya dengan pos-pos
terluar RRT di Kepulauan Spratly, kapal-kapal milisi
ini bergabung dengan aparat penegak hukum Tiongkok
untuk menentang kegiatan penangkapan ikan dan
hidrokarbon negara-negara penggugat lainnya di Asia
"Tenggara di berbagai daerah yang berada dalam klaim
teritorial RRT yang ambigu dan ditolak secara luas
berdasarkan apa yang disebutnya sebagai sembilan garis
putus-putusnya. Identitas eksternal milisi itu sebagai
armada penangkapan ikan komersial memberi Beijing
tingkat penyangkalan yang kuat, sehingga memungkinkan
pasukan ini untuk menekan negara-negara penggugat
lainnya dengan biaya yang relatif murah.

"Taktik zona abu-abu milisi itu menimbulkan tantangan
signifikan bagi mereka yang tertarik untuk mencegah
pemaksaan agar tidak mengganggu tatanan maritim
berdasarkan hukum internasional atau memengaruhi
pengelolaan atau penyelesaian sengketa secara damai.
Negara-negara penggugat yang berseteru dengan
Beijing tidak memiliki kapasitas maritim yang sesuai
untuk mengimbangi ukuran dan jumlah perahu-perahu
Tiongkok. Negara-negara kuat lainnya yang memiliki
kepentingan dalam mencegah pemaksaan maritim
sering kali hanya dilengkapi dengan instrumen kekuatan
angkatan laut yang tumpul, sehingga pengerahannya
terhadap kapal yang tampaknya seperti penangkap ikan
akan mengakibatkan eskalasi ketegangan dan tidak praktis
untuk dilakukan.

Demi mengurangi perilaku agresif dan menurunkan
risiko konflik di perairan yang disengketakan, analisis
ini berupaya mengangkat selubung ketidakpastian dan
penyangkalan di seputar milisi maritim PK'T. Dengan
memberikan gambaran komprehensif tentang milisi itu,
temuan tersebut menghilangkan keraguan bahwa sebagian
besar kapal penangkap ikan Tiongkok yang beroperasi di
perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan berada
di sana untuk memenuhi tujuan politik dan bukannya
tujuan komersial.

Sejak menyelesaikan pembangunan pos-pos terluar di

"Tetapi penelitian sumber terbuka dalam bahasa
Tiongkok, data pengindraan jarak jauh, dan patroli
maritim yang dilakukan oleh aktor yang beroperasi di
perairan yang disengketakan memiliki kekuatan untuk
mengekspos milisi itu dan mengurangi efektivitasnya
sebagai pasukan zona abu-abu.

MILISI MARITIM PKT: KEMARIN DAN HARI INI
Penggunaan modern milisi penangkapan ikan oleh

PKT setidaknya dimulai pada tahun 1974, ketika milisi
itu digunakan dalam merebut Kepulauan Paracel dari
Vietnam. Beberapa perkembangan pada tahun 1980-an,
termasuk pembentukan pasukan milisi pada tahun 1985
di Kotapraja Tanmen di Hainan dan pendirian pangkalan
pertama RRT di Kepulauan Spratly pada tahun 1988,
akan meletakkan dasar bagi milisi yang lebih aktif dalam
beberapa dekade berikutnya.

Keterlibatan milisi maritim RRT dalam operasi
agresif meningkat pada tahun 2000-an, ketika kapal-kapal
milisi mengganggu secara fisik navigasi beberapa kapal
Angkatan Laut Amerika Serikat. Kejadian ini berlanjut
hingga awal tahun 2010-an, dengan milisi maritim RRT
memainkan peran utama dalam perampasan Scarborough
Shoal yang dilakukan oleh RRT pada tahun 2012, serta
pengerahan anjungan minyak Tiongkok ke dalam perairan
Vietnam pada tahun 2014.

Sejak tahun 2016, perahu-perahu milisi telah
dikerahkan ke Kepulauan Spratly dalam jumlah lebih
besar dan lebih konsisten daripada sebelumnya. Anggota
milisi maritim telah mendampingi aparat penegak
hukum Tiongkok dalam beberapa pertikaian minyak
dan gas bumi dengan Malaysia dan Vietnam serta telah
berpartisipasi dalam pengerahan massal di berbagai fitur
yang ditargetkan. Hampir 100 perahu milisi maritim
dikerahkan di dekat Pulau Thitu yang diduduki Filipina
pada tahun 2018, dan sekitar 200 perahu milisi maritim
berkumpul di Whitsun Reef yang tidak berpenghuni pada
awal tahun 2021.

Milisi maritim di Laut Cina Selatan itu beroperasi
dari rangkaian 10 pelabuhan di provinsi Guangdong
dan Hainan Tiongkok. Data pengindraan jarak jauh
menunjukkan bahwa sekitar 300 kapal milisi maritim
beroperasi di Kepulauan Spratly dalam satu hari. Kapal
milisi maritim Tiongkok yang beroperasi di Laut Cina
Selatan sebagian besar terbagi dalam dua kategori: kapal
penangkap ikan milisi maritim (maritime militia fishing
vessel - MMFV) profesional dan kapal penangkap ikan
tulang punggung Spratly (Spratly backbone fishing vessel
- SBFV). MMFV dirancang, dibangun atau direnovasi,
dan dioperasikan menggunakan dana yang didedikasikan
untuk urusan milisi maritim. SBFV, di sisi lain, merupakan
bagian dari kapal penangkap ikan domestik yang
memenuhi persyaratan panjang, tonase, dan kekuatan
mesin tertentu serta beroperasi di Kepulauan Spratly
untuk memenuhi tujuan politik RRT.

Kapal profesional umumnya dibuat dengan spesifikasi
yang mencakup fitur militer secara eksplisit, bahkan SBFV
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memiliki lambung baja dan panjangnya setidaknya 35
meter, dengan banyak kapal yang panjangnya lebih dari
55 meter. Baik milisi maritim profesional maupun SBFV
berpartisipasi dalam pengerahan besar-besaran yang
bertujuan untuk menegaskan kedaulatan Tiongkok, dan
keduanya digunakan untuk menolak akses kapal-kapal
negara lain, meskipun pernyataan dari pejabat Tiongkok
menunjukkan bahwa operasi yang lebih agresif pertama-
tama akan dipercayakan kepada kapal milisi profesional.

Kegiatan milisi maritim Tiongkok melanggar beberapa
prinsip hukum internasional. Upaya memblokir secara
ilegal kegiatan sah negara-negara penggugat di dalam
zona ekonomi eksklusif mereka merupakan pelanggaran
terhadap Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-
Bangsa dan hukum adat internasional. Manuver tidak
aman yang dimaksudkan untuk menghalangi kapal lain
dengan menciptakan risiko tabrakan melanggar Peraturan
Organisasi Maritim Internasional untuk Mencegah
"Tabrakan di Laut.

MENGIDENTIFIKASI KAPAL-KAPAL MILISI MARITIM
Identifikasi langsung dalam sumber resmi atau media
pemerintah Tiongkok tetap menjadi indikator aktivitas
milisi maritim yang paling lugas dan konklusif. Akan
tetapi, kecil kemungkinannya bahwa sebagian besar kapal
milisi maritim dapat diidentifikasi dengan cara ini. Hal ini
membuat identifikasi berbasis perilaku — didukung oleh
informasi dari data pengindraan jarak jauh dan pelaporan
tradisional di tempat — menjadi cara yang paling
menjanjikan untuk melakukan identifikasi lanjutan.

Fotografi dan video di tempat, serta pengumpulan
data sistem identifikasi otomatis (automatic identification
system - AIS) dari kapal ke kapal, menawarkan potensi
terbesar untuk mengidentifikasi secara langsung kapal-
kapal milisi maritim dan mendokumentasikan perilaku
mereka. Hal ini meningkatkan peluang untuk penelitian
lanjutan dan menciptakan dampak segera dengan
mengungkapkan ukuran, ruang lingkup, dan kegiatan
milisi maritim itu kepada khalayak luas.

Citra satelit komersial dan data AIS penting dalam
mengidentifikasi dan melacak pengerahan milisi maritim.
Asosiasi dengan kapal dan pelabuhan milisi maritim
yang dikenal merupakan indikator kuat bahwa sebuah

kapal perlu diteliti secara lebih lanjut, sama halnya
seperti subsidi pemerintah dalam jumlah besar yang
menunjukkan bahwa sebuah kapal merupakan SBFV.
Kapal-kapal dengan panjang lebih dari 50 meter yang
beroperasi di perairan yang disengketakan — terutama
yang memiliki kurang dari 10 anak buah kapal — juga
patut mendapatkan pengawasan lebih lanjut.

Dengan menggabungkan upaya pelaporan
berkelanjutan dari para aktor di Laut Cina Selatan dengan
penelitian tambahan menggunakan materi sumber
terbuka dalam bahasa Tiongkok dan data pengindraan
jarak jauh, identifikasi lengkap milisi maritim tidak hanya
dimungkinkan, tetapi juga besar kemungkinan dapat

dilakukan.
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AKTIVITAS MILISI MARITIM DI LAUT CINA SELATAN
Milisi maritim PK'T bukanlah fokus utama studi
penelitian Barat sebelum perhatian internasional
bergeser ke Laut Cina Selatan selama dekade terakhir ini.
Penggunaan dan komposisi milisi maritim telah berubah
dan berkembang selama dekade terakhir ini. Peningkatan
perhatian akademis yang terjadi setelahnya, bersama
dengan keterlibatan milisi maritim dalam beberapa
insiden baru-baru ini yang dilaporkan secara luas di
media internasional, dapat menciptakan kesan yang salah
bahwa keberadaan milisi maritim itu sendiri merupakan
fenomena yang baru saja terjadi. Faktanya, penggunaan
pertama milisi penangkapan ikan oleh PK'T di Laut

Cina Selatan setidaknya telah berlangsung selama empat
dekade, dan milisi maritim telah memainkan peran sentral
dalam menegaskan klaim Tiongkok sejak saat itu. Upaya
yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan
RRT untuk mendapatkan kendali atas perairan dalam
sembilan garis putus-putusnya selama dekade terakhir ini
— meskipun adanya keputusan mahkamah internasional
pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaim itu tidak
memiliki dasar hukum — telah menyebabkan ekspansi
yang disesuaikan dengan ukuran dan aktivitas pasukan
milisi maritimnya.

"Tanda pertama bahwa milisi maritim di bawah
Sekretaris Jenderal PK'T Xi Jinping menjadi garda depan
strategi Tiongkok yang lebih agresif di Laut Cina Selatan
muncul pada Mei 2014. Pada bulan itu, Vietnam melihat
anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 dan tiga kapal
layanan berlayar melintasi Kepulauan Paracel. Anjungan
itu diparkir 120 mil laut (220 kilometer) di timur Pulau
Ly Son Vietnam dan 180 mil laut (333 kilometer) di
selatan Hainan, di perairan yang jelas-jelas disengketakan.
Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok
mengumumkan bahwa anjungan minyak itu akan
melakukan pengeboran eksplorasi di daerah itu hingga
pertengahan Agustus. Vietnam segera mengirimkan enam
kapal penegak hukum untuk mencegah pengoperasian
anjungan itu. Beijing menanggapinya dengan
mengerahkan pasukan gabungan yang terdiri dari 40 kapal
Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (People’s
Liberation Army Navy - PLAN), pasukan penjaga
pantai Tiongkok, dan kapal-kapal milisi maritim untuk
melindungi anjungan minyak itu. Mereka membentuk
lingkar pengamanan konsentris, dengan kapal PLAN
berada dalam posisi paling dekat dengan Haiyang Shiyou
dan kapal milisi maritim berada dalam posisi terjauh,
sehingga kapal milisi maritim akan paling banyak
melakukan kontak dengan kapal Vietnam.

Tidak ada tembakan yang dilepaskan, tetapi ada banyak
tindak kekerasan dari kedua belah pihak, dengan penabrakan
yang disengaja dan penggunaan selang air bertekanan tinggi.
Pada pertengahan Mei 2014, Hanoi mengklaim bahwa
RRT mengerahkan 130 kapal di tempat kejadian; Beijing
mengatakan Vietnam mengerahkan 60 kapal di sana. Kapal-
kapal Vietnam, selain kalah jumlah, juga kalah kemampuan
tempurnya. Kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok lebih



besar dan memiliki persenjataan lebih baik daripada kapal-
kapal Vietnam. Dan kapal-kapal besar berlambung baja
milisi maritim PK'T, yang merupakan sebagian besar dari
kapal-kapal yang terlibat dalam pertikaian itu, kemampuan
tempurnya jauh mengungguli kapal-kapal kayu milisi
maritim Vietnam. Sebuah perahu nelayan Vietnam ditabrak
dan ditenggelamkan, meskipun anak buah kapalnya berhasil
diselamatkan.

Kapal penangkap ikan Tiongkok berkumpul secara
reguler di sekitar pos terluar negara-negara penggugat
lainnya di Kepulauan Spratly tanpa melakukan banyak
penangkapan ikan. Pada bulan Maret dan April 2019, kapal-
kapal milisi maritim RRT secara reguler terlihat berlabuh
dalam jarak satu kilometer dari Pulau Loaita dan Loaita
Cay yang dikuasai Filipina. Penelitian yang dilakukan oleh
Asia Maritime Transparency Initiative (AMTT) dengan
Skylight Maritime Initiative Vulcan juga menunjukkan
kapal-kapal milisi maritim Tiongkok sering kali berkumpul
di dekat pos terluar Vietnam, terutama di bagian Union
Banks Kepulauan Spratly. Dari semua kapal itu, sembilan
kapal armada Yue Mao Bin Yu terlihat dengan jelas,
beroperasi di dekat pos terluar Tiongkok di Hughes dan
Johnson Reef serta berupaya mendekati fasilitas Vietham
secara provokatif di terumbu karang Collins, Lansdowne,
dan Grierson serta Pulau Sin Cowe. Sekarang tampaknya
kapal-kapal itu hanya menjadi garda depan berkembangnya
fokus milisi maritim Tiongkok di Union Banks.

Hingga saat ini, kekerasan di antara milisi maritim
PKT dan aktor lainnya sebagian besar terbatas pada
manuver berbahaya serta penabrakan atau pembenturan
yang sesekali dilakukan. Namun pada Juni 2019, sebuah
insiden hampir menyebabkan kematian seorang anak buah
kapal penangkap ikan Filipina. Yue Mao Bin Yu 42212
bertabrakan dan menenggelamkan F/B Gem-Ver saat
berlabuh di malam hari di Reed Bank. Setelah melakukan
penabrakan, kapal Tiongkok itu dilaporkan mematikan
lampu-lampunya dan melarikan diri, meninggalkan para
nelayan yang tenggelam. Beruntung, mereka diselamatkan
oleh perahu Vietnam yang sedang melintas pada saat itu.
Meskipun belum dikonfirmasi bahwa Yue Mao Bin Yu
42212 merupakan kapal milisi maritim, penyelidikan yang
dilakukan oleh AM'TT dan Center for Advanced Defense
Studies menemukan bukti yang cukup tentang hal itu.
"Temuan analisis ini memperkuat kasus itu.

Milisi maritim PK'T juga telah mengambil bagian
dalam pertikaian minyak dan gas bumi baru-baru ini.
Milisi maritim itu bergabung dengan pasukan penjaga
pantai Tiongkok dalam mengawal kapal survei milik
pemerintah Tiongkok, Haiyang Dizhi 8, dalam operasi
terpisah selama berbulan-bulan di lepas pantai Vietnam
dan Malaysia pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020.
Jumlah pasti kapal yang terlibat dalam episode tersebut
masih belum jelas, tetapi beberapa sumber melaporkan
bahwa 40 hingga 80 kapal Tiongkok turut ambil bagian;
beberapa di antaranya adalah kapal pasukan penjaga
pantai dan kapal PLAN, tetapi sebagian besar tampaknya
merupakan kapal milisi maritim.

Riwayat milisi maritim baru-baru ini menunjukkan
bahwa pola pengerahannya di Kepulauan Spratly telah
melalui beberapa evolusi. Di antara akhir tahun 2017
dan akhir tahun 2018, kemungkinan jumlah kapal milisi
maritim di Kepulauan Spratly meningkat menjadi sekitar
300 kapal pada waktu tertentu, yang sebagian besar
berlabuh selama berminggu-minggu pada waktu yang
sama di berbagai pelabuhan di terumbu karang Subi dan
Mischief. Armada ini mulai menyebar lebih luas setelah
Desember 2018, dengan konsentrasi terbesar berada di
sekitar Pulau Thitu. Pada awal tahun 2020, kapal-kapal
milisi maritim mulai berkumpul dalam jumlah yang lebih
besar di sekitar Union Banks, khususnya di Whitsun Reef.
Angka itu mencapai 100 kapal pada Mei 2020, turun lagi
dan kemudian mendekati 200 kapal pada akhir tahun 2020.

Sejak berangsur-angsur berkurang pada April 2021,
kehadiran milisi maritim di Kepulauan Spratly telah
tumbuh dengan lebih lancar tetapi tidak dalam jumlah
yang lebih kecil. Bulan itu, sebagian besar kapal dari
Whitsun Reef pindah ke dekat Hughes Reef. Di sana
jumlahnya mencapai lebih dari 150 kapal. Kontingen
dalam jumlah besar juga berangkat menuju Tizard Bank
yang lebih jauh ke utara, yang mencakup pangkalan RRT
di Gaven Reef dan pangkalan Vietnam di Pulau Namyit.
Pada Mei 2021, hampir semua kapal dari Hughes Reef
juga pindah ke Tizard Bank, sehingga jumlah kapal yang
berkumpul di sana menjadi lebih dari 230 kapal. Sebulan
kemudian, sebagian besar kapal-kapal ini pindah kembali
ke Union Banks dan berada di sekitar Hughes Reef. Pada
pertengahan Juni 2021, ada hampir 240 perahu di sekitar
Hughes Reef dan 70 perahu masih berada di Gaven
Reef. Gambaran besarnya adalah sekitar 300 kapal milisi
maritim telah dikerahkan dalam beberapa kelompok
besar di sekitar Kepulauan Spratly sejak Agustus 2018,
mengandalkan fitur buatan RRT untuk mendapatkan
dukungan logistik tetapi tidak lagi mengurung diri di
dalam pelabuhan-pelabuhan itu.

MILISI MARITIM PROFESIONAL VERSUS SBFV
MMEFV profesional dan SBFV sering kali berfungsi secara
identik, berupaya untuk menegaskan kedaulatan RRT
di perairan yang disengketakan dan (terutama dalam
beberapa tahun terakhir) berkelompok dalam jumlah
besar untuk menghalangi perahu penangkap ikan negara-
negara penggugat lainnya di Laut Cina Selatan memasuki
daerah penangkapan ikan dan terumbu karang di sana.
Akan tetapi, ada perbedaan dalam peran mereka. Pada
tahun 2017, Biro Samudra dan Perikanan Kota Taishan
bertemu dengan pemilik SBFV untuk mengingatkan
mereka tentang “tanggung jawab politik” mereka untuk
beroperasi di “perairan yang ditetapkan secara khusus”
guna “mempertahankan hak dan kepentingan maritim
nasional serta menyatakan kedaulatan nasional.” Dalam
pertemuan yang sama, pemilik SBFV juga diinstruksikan
untuk menghindari menciptakan insiden asing dalam
skala besar, menunjukkan bahwa tindakan lebih agresif
seperti menabrak kapal penangkap ikan, mengganggu
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Ekspansi maritim yang saat ini dilakukan oleh militer Partai
Komunis Tiongkok (PKT) membangkitkan ingatan akan
pelayaran pada abad ke-15 yang dilakukan oleh Cheng Ho
selama pemerintahan dinasti Ming yang berlayar melintasi Indo-
Pasifik hingga mencapai daratan Afrika. Cheng Ho merupakan
orang paling terkenal dalam sejarah angkatan laut Tiongkok,
lahir di kawasan Yunnan di perbatasan kekaisaran Mongol

dari keluarga Muslim keturunan Asia Tengah yang besar
kemungkinan terkait dengan masyarakat Uyghur kontemporer.

Tentara dinasti Ming menangkap Cheng Ho ketika
dia masih anak-anak, menjadikannya seorang kasim dan
menempatkannya sebagai pelayan calon kaisar Yongle yang
memegang tampuk kekuasaan di masa mendatang. Kaisar
itu memegang kekuasaan tertinggi dalam kudeta yang
berhasil menggulingkan kaisar yang sah — keponakan laki-
lakinya sendiri — dan merebut takhta kekaisaran. Peristiwa
ini menyebabkan munculnya masalah legitimasi, dan kaisar
baru itu menggunakan penyensoran dan propaganda untuk
menyelesaikan masalah itu. Dia memerintahkan pembersihan
catatan kaisar sebelumnya dan memperkenalkan propaganda
untuk mendukung legitimasinya.

Tontonan propaganda paling terkenal di era ini muncul
dalam bentuk “kapal harta karun” baochuan — beberapa
kapal kayu paling menakjubkan dan luar biasa yang pernah
dibuat. Catatan Tiongkok menunjukkan bahwa kapal-kapal itu
panjangnya lebih dari 120 meter — lebih panjang daripada
lapangan sepak bola. Armada ratusan kapal mendukung
kapal-kapal harta karun ini, termasuk kapal pengangkut kuda,
kapal pasokan air, kapal gudang senjata, dan kapal yang
memiliki tanah di atas geladak dengan kebun pohon jeruk
untuk memastikan diperolehnya pasokan makanan sehat bagi
ribuan tentara dan pelaut yang menjadi anak buah kapal.

Propaganda PKT menggambarkan ekspedisi Cheng Ho
sebagai contoh utama persahabatan internasional murah hati
dan kerja sama saling menguntungkan Tiongkok — seperti
kampanye Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road) abad
ke-15 — tetapi faktanya jauh lebih rumit. : %

Tujuan sebenarnya dari pelayaran ChengHﬁi; dalah ‘ ntuk
memastikan diperolehnya legitimasi politik:
sejarah Tiongkok, legitimasi politik terkait:
upeti. Sistem upeti Tiongkok akan lebih pai
sebagai perdagangan yang dilakukan oleh selur ,"

dunia, ketika negara bawahan akan dengan renda hatlé; o gebag'al upeti atau ketundukan o] T|ongkok
{ 3
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mempersembahkan hadiah produk mewah asing dan hewan
eksotis kepada kaisar, yang pada gilirannya akan memberikan
hadiah murah hati seperti produk berharga Tiongkok yaitu
sutra, teh, dan porselen. Pemerintah Tiongkok menganggap
sistem upeti sebagai pengakuan internasional atas otoritas
politik kaisar yang lebih tinggi, sementara itu berbagai negara
lainnya biasanya memandang ini sebagai ritual aneh untuk
berdagang dengan Tiongkok.
Banyak perbandingan telah dibuat di antara upacara
penghormatan kuno dan Forum Kerja Sama Internasional
Sabuk dan Jalan modern yang diselenggarakan oleh
Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping, yang juga merupakan acara
propaganda yang dirancang untuk membangun kredibilitas
bagi rezim di Beijing dan kebijakan Satu Sabuk, Satu Jalannya.
Armada Cheng Ho menampilkan pemandangan memukau
dan penuh warna ketika merapat ke pelabuhan dan
mempersembahkan hadiah kepada kaisar. Sekembalinya
dari perjalanan, armada itu membawa berbagai produk lokal,
pejabat pemerintah, atau anggota keluarga kerajaan kembali
ke Tiongkok untuk membungkukkan badan memberikan
penghormatan di hadapan kaisar dan menunjukkan kepada
istananya bahwa orang-orang dari seluruh dunia mengakui
kaisar Yongle sebagai penguasa sah “segala sesuatu di
bawah langit.”
Cheng Ho mencari para penguasa regional yang telah
membayar upeti kepada kaisar sebelumnya seperti Kubilai
Khan. Tetapi ketika beberapa pemimpin di Indo-Pasifik tidak
ingin berpartisipasi, armada harta karun itu mengerahkan
pasukan untuk terlibat dalam konflik militer dan campur
tangan politik, termasuk menangkap penguasa dari Indonesia
dan menggulingkan kerajaan yang berkuasa di Sri Lanka.
Armada Cheng Ho juga memamerkan kekuatan teknologi,
navigasi, ekonomi, dan militer Tiongkok, tetapi Tiongkok pada
akhirnya membatalkan pengerahan kapal-kapal itu karena
biayanya yang sangat mahal, dan para birokrat Tiongkok
berpendapat bahwa manfaat propaganda yang diperolehnya i
tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkannya. Akan:
tetapi kapal-kapal itu merupakan pengingat bahwa Tiongkok <
mampu menghasilkan keajaiban yang menakjubkan, tetaﬁi
hadiah-hadiah itu terkadang menyertakan risiko tersembunyi.
Dan apa yang mungkin dianggap sebagai perdagangan atau
dlplomasn di sebagian besar duﬁla kadang-ka _a dipandang




navigasi kapal perang asing, atau konfrontasi fisik lainnya
dipercayakan kepada MMFV profesional.

Tanggung jawab lebih besar ini konsisten dengan
desain MMFV, yang mencakup berbagai fitur seperti
fasilitas penyimpanan persenjataan dan meriam air
besar. Meskipun demikian, SBFV mempertahankan
kapasitas laten untuk berintegrasi dengan operasi militer.
Sebagaimana diungkapkan oleh kontrak kerja bagi SBFV
yang dimiliki oleh koperasi perikanan profesional di
provinsi Guangdong, kapal-kapal itu harus beroperasi
dan berlabuh di perairan khusus di sepanjang tahun,
berpartisipasi dalam pelatihan dan pertahanan kedaulatan,
dan membantu Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dalam
pertempuran bila diperlukan. Selain itu, anak buah kapal
dilarang memotret pelabuhan tempat mereka berlabuh di
pos terluar Tiongkok di Kepulauan Spratly atau struktur
internal kapal tanpa izin kapten kapal. SBFV memenuhi
syarat untuk mendapatkan berbagai jenis dukungan
pemerintah daripada MMFV.

Perbedaan di antara kapal milisi maritim yang
ditetapkan secara resmi dan SBFV ini membuat SBFV
memiliki tingkat penyangkalan yang lebih besar. Tetapi
mengingat tanggung jawab dan peran politik eksplisit
mereka dalam membela kedaulatan nasional RRT,
bersama dengan tugas mereka untuk membantu PLA
dalam pertempuran, SBFV jelas memenuhi definisi yang
masuk akal tentang pasukan milisi maritim.

KONFIRMASI AKTIVITAS MILISI MARITIM DARI
SUMBER TERBUKA

"Temuan analisis ini seharusnya menghilangkan banyak
keraguan yang hingga saat ini menghalangi pemahaman
publik bersama tentang milisi maritim RRT. Keberadaan
milisi maritim itu tidak dirahasiakan. Banyak dokumen
pemerintah Tiongkok, laporan media, artikel akademis,
dan materi lainnya yang tersedia untuk umum membahas
secara terbuka masalah milisi maritim. Milisi ini terdiri
dari milisi maritim profesional — kapal yang dioperasikan
oleh kru berseragam yang dilengkapi dengan berbagai
fitur militer seperti fasilitas penyimpanan persenjataan
— serta kapal penangkap ikan sipil besar dan kuat yang
direkrut dan direnovasi atau dibuat khusus sebagai SBFV
untuk memenubhi tujuan politik PK'T" di perairan yang
disengketakan. Operasi mereka didanai oleh pemerintah
Tiongkok melalui subsidi yang memberikan insentif
kepada aktor lokal untuk membuat kapal-kapal yang
memenuhi spesifikasi militer dan mengoperasikannya

di perairan yang disengketakan, siap membantu aparat
penegak hukum dan pasukan angkatan laut Tiongkok
jika diperlukan. Struktur korporat di balik kapal-kapal
milisi maritim bukanlah kreasi kompleks yang dirancang
untuk mengaburkan pemilik akhir yang sebenarnya,
tetapi bersifat sederhana dan langsung, dan struktur ini
sesuai dengan lokasi tempat kapal-kapal itu ditempatkan
di pelabuhan asalnya. Kecuali untuk armada profesional
yang dioperasikan oleh perusahaan khusus di Hainan,
kepemilikan kapal milisi maritim terdiversifikasi di antara

Foto-foto ini yang diambil pada Februari 1999, atas, dan
Maret 2022 menunjukkan struktur Tiongkok di Mischief

Reef di Laut Cina Selatan yang disengketakan. PKT, yang
sangat kontras dengan jaminan yang diberikan di masa

lalu oleh Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping bahwa Beijing
tidak akan mengubah fitur-fitur buatan yang dibangunnya di
perairan yang disengketakan itu menjadi pangkalan militer,
telah sepenuhnya memiliterisasi setidaknya tiga fitur buatan
itu, mempersenjatainya dengan sistem rudal antikapal dan
antipesawat terbang, peralatan laser dan pengacak sinyal,
dan pesawat jet tempur, demikian ungkap Laksamana John C.
Aquilino, Komandan, Komando Indo-Pasifik A.S. THe AssociaTeD PRESS

banyak perusahaan. Fenomena ini mencerminkan sifat
desentralisasi milisi maritim itu secara keseluruhan, yang
melibatkan entitas dan bisnis lokal yang menanggapi
isyarat pendanaan yang dikirimkan oleh inisiatif kebijakan
yang lebih besar selama dekade terakhir ini.

Meskipun koneksi perusahaan dengan entitas
pemerintah Tiongkok terbukt tidak bersifat konklusif
sebagai sarana untuk mengidentifikasi kapal milisi maritim
secara langsung, kapal-kapal yang memiliki hubungan
seperti itu, terutama yang menunjukkan indikator milisi
maritim lainnya, patut diselidiki. O

Laporan ini, yang pada awalnya berjudul “Pulling Back the Curtain on China’s Maritime Militia
(Menyingkap Tabir Milisi Maritim Tiongkok),” diterbitkan pada November 2021 oleh Asia
Maritime Transparency Initiative Center for Strategic and International Studies dan Center for
Advanced Defense Studies. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM. Untuk
mengakses laporan itu secara keseluruhan, kunjungi https://www.csis.org/analysis/pulling-
back-curtain-chinas-maritime-militia.
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emerintah komunis Tiongkok telah lama
Pbersedia untuk mengadaptasikan pengaruh yang

diperolehnya sebagai senjata untuk menindas
negara lain. Monopolinya pada pasokan global mineral
tanah jarang dan skema pinjaman internasionalnya yang
sangat besar merupakan dua contoh yang menonjol.
Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang sekarang ini
memberikan utang senilai lebih dari 5% produk domestik
bruto global, telah melampaui pemberi pinjaman utama
seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan
gabungan semua negara kreditur Organisasi Kerja Sama
dan Pembangunan Ekonomi.

Untuk memastikan diperolehnya dukungan bagi
tujuan strategisnya, Partai Komunis Tiongkok (PK'T)
telah mendorong dan kemudian mengeksploitasi
ketergantungan negara lain pada RRT di bidang
perdagangan, keuangan, peralatan medis dan obat-obatan
penting, mineral, dan pendapatan pariwisata. Perangkat
bantu pemaksaan PK'T telah mencakup pembatasan ekspor
dan impor tidak resmi serta hambatan nontarif lainnya,
boikot konsumen, pembatasan kelompok wisata Tiongkok,
dan bahkan memblokir akses penangkapan ikan.

Mengingat rekam jejak PK'T yang menginjak-injak
aturan internasional, hampir tidak mengherankan
bahwa partai itu di bawah kepemimpinan Sekretaris
Jenderal Xi Jinping tidak menghindar dari upaya untuk
mengadaptasikan penggunaan air sebagai senjata. Semakin
meningkatnya kekurangan air yang menjadi sumber daya
yang menciptakan kehidupan dan mendukung kehidupan
menebar awan gelap bagi masa depan perekonomian
Indo-Pasifik.

Hidro-Hegemoni Koersif
Segera setelah mendirikan RRT, PK'T menganeksasi
Xinjiang dan Tibet, yang luasnya lebih dari dua kali lipat
wilayah negara itu dan menjadikannya negara terluas
keempat di dunia. Aneksasinya atas dataran tinggi Tibet
yang kaya air merupakan salah satu perkembangan
geopolitik yang paling luas jangkauannya dalam
sejarah pasca-Perang Dunia II, paling tidak karena hal
itu memberi RRT perbatasan dengan Bhutan, India,
Myanmar, dan Nepal.

"Tibet merupakan sumber dari 10 sistem sungai utama
di Indo-Pasifik, yang berarti aneksasi itu secara efektif
mengubah peta perairan kawasan itu. Perkembangan ini
telah memfasilitasi kebangkitan RRT sebagai hidro-hegemon
tanpa adanya pesaing setara dalam dunia modern ini.

Saat ini, bendungan raksasa buatan Tiongkok di dekat
perbatasan internasional dataran tinggi Tibet memberi

Umat Hindu berdoa selama festival Chhath Puja di tepi Sungai
Brahmaputra di Guwahati, India. Di sana Republik Rakyat Tiongkok
berencana membangun bendungan super untuk memanipulasi aliran
sungai lintas perbatasan. arp/GerTy iMaces

PKT pengaruh atas negara-negara di bagian hilir. Lebih
dari 1 miliar orang di selusin negara, termasuk Tiongkok
daratan, bergantung pada sungai yang berasal dari Tibet
untuk mencari nafkah, termasuk asupan protein dari
cadangan ikan yang melimpah.

Kehausan RRT akan sumber daya air menambah
tantangan dalam memperoleh air tawar di Indo-Pasifik,
kawasan yang paling banyak mengalami tekanan
pasokan air per kapita di dunia. Air telah menjadi faktor
pemicu perpecahan baru dalam hubungan RRT dengan
negara-negara tetangganya yang berada di tepi sungai.
Perpecahan ini menjadi terlihat jelas ketika PK'T semakin
mengalihkan fokus pembangunan bendungan negara
itu dari sungai-sungai internalnya yang sudah dipenuhi
dengan bendungan ke sungai-sungai transnasional yang
mengalir dari tanah air kelompok etnis-minoritas.

Hanya tiga sungai transnasional penting — Amur, Ili,
dan Irtysh, yang mengalir ke Kazakstan atau Rusia —
berasal dari Tiongkok di luar dataran tinggi Tibet, yang
kekayaan sumber daya air dan mineralnya merupakan
faktor besar dalam penaklukan politiknya. Pengalihan
aliran air yang dilakukan oleh RRT dari Sungai Ili
mengancam mengubah danau terbesar di Kazakstan —
Balkhash, yang luasnya sekitar 18.000 kilometer persegi
— menjadi Laut Aral lainnya, yang telah menjadi simbol
bencana lingkungan buatan manusia.

Banyaknya bendungan raksasa baru Tiongkok di
sungai-sungai transnasional yang berasal dari Tibet
mengakibatkan kerugian lingkungan terbesar. RRT, yang
telah memiliki lebih banyak bendungan besar daripada
gabungan negara-negara lain di dunia, telah muncul
sebagai hambatan utama untuk membangun kolaborasi

IPD FORUM 31



=
@

Proyek Bendungan Bendungan Aliran Utama
Brahmaputra Tiongkok . Mekong Tiongkok

Republik Rakyat Tiongkok berencana untuk RRT mengoperasikan 11 bendungan di bagian hulu sungai
membangun bendungan super di bagian Sungai . itu yang bersama-sama menyimpan lebih dari 47 miliar
Brahmaputra, yang dikenal sebagai Yarlung Tsangpo, meter kubik air dan dapat menghasilkan 21 gigawatt listrik.
sehingga memicu kekhawatiran atas potensi dampak Studi telah menunjukkan dampak ekonomi dan lingkungan
hilirnya di India dan Bangladesh. yang menghancurkan dari bendungan-bendungan ini
- terhadap perikanan dan pertanian hilir yang menopang
kehidupan puluhan juta orang.
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Proyek Medog Sungai Siang

Bendungan yang rencananya Untuk memastikan penduduk
dibangun oleh Tiongkok dapat India memiliki akses ke aliran
menghasilkan tenaga listrik air yang tersisa dari bendungan
hingga 60 gigawatt*, hampir Medog, India berencana untuk

tiga kali lipat tenaga listrik yang membangun bendungan

dihasilkan oleh Bendungan 10 gigawatt di Arunachal

Tiga Ngarai di Tiongkok tengah Pradesh, yang sebagian besar

— bendungan terbesar di dunia. diklaim oleh RRT sebagai |

“Tibet Selatan.” Sebuah
bendungan baru di India dapat
memberikan dampak lebih
Zangmu merupakan proyek lanjut pada penduduk di bagian
pembangkit listrik tenaga air hilir sungai.
pertama di Sungai Brahmaputra
Tibet yang mulai beroperasi
pada tahun 2014.

Daerah aliran sungai
== Bendungan yang telah selesai dibangun/beroperasi
Bendungan yang sedang dibangun

Bendungan yang direncanakan
*Satu gigawatt = 1.000 megawatt

Sumber: The Stimson Center, GraphicNews
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~Ho Chi Minh |
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kelembagaan tentang sumber daya air bersama
di Indo-Pasifik.

Berbagai negara yang besar kemungkinan
akan menanggung beban terberat dari
program PKT untuk mengendalikan aliran air
lintas perbatasan adalah negara-negara yang
berada pada bagian hilir terjauh di sungai-
sungai seperti Mekong dan Brahmaputra
(dikenal oleh warga Tibet sebagai Yarlung
Zangbo). Sungai Brahmaputra menyediakan
sumber air tawar terbesar bagi Bangladesh.
Sementara itu, Vietnam berada di hilir di
dua sungai yang mengalir dari tepi dataran
tinggi Tibet: Sungai Merah, sungai utama di
Vietnam utara; dan Mekong, sungai utama di
Vietnam selatan.

Berbeda dengan perjanjian air bilateral di
antara banyak negara tetangganya (termasuk pakta pembagian
sumber daya air di antara dua negara yang sudah lama dikenal
saling berseteru yaitu India dan Pakistan), RRT menolak
konsep pembagian air atau pengelolaan bersama berbasis
aturan atas sumber daya air bersama. Oleh karena itu, RRT
menolak untuk menandatangani perjanjian pembagian air
dengan negara hilir mana pun.

RRT menegaskan bahwa perairan yang tidak mengalir
dan mengalir tunduk pada kedaulatan penuh negara
tempat perairan itu berada. RRT mengklaim “kedaulatan
tak terbantahkan” atas perairan di sisi perbatasan
internasionalnya, termasuk hak untuk mengalihkan perairan
bersama sebanyak yang diinginkan untuk memenuhi
kebutuhannya.

Prinsip ini pada awalnya diwujudkan dalam Doktrin
Harmon yang dikenal bersifat negatif dan sekarang
didiskreditkan di Amerika Serikat lebih dari seabad lalu.
Doktrin ini namanya diambil dari Jaksa Agung A.S. pada saat
itu, Judson Harmon, yang memperkenalkan konsep bahwa
A.S. tidak memiliki kewajiban menurut hukum internasional
kepada Meksiko atas sumber daya air bersama dan secara
efektif bebas mengalihkan sebanyak mungkin perairan
bersama yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan A.S.
"Terlepas dari adanya doktrin itu, A.S. mengambil langkah
untuk menandatangani perjanjian pembagian air dengan
Meksiko di antara tahun 1906 dan 1944.

RRT, dalam upaya untuk menolak konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tahun 1997 yang mengatur sumber daya air
bersama, menyatakan argumennya bahwa negara di bagian
hulu memiliki hak untuk menegaskan kedaulatan teritorial
mutlak atas perairan di sisi batas internasionalnya — atau hak
untuk mengalihkan perairan bersama terlepas dari dampaknya
terhadap negara-negara di bagian hilir.

Ini menunjukkan bahwa Doktrin Harmon mungkin sudah
mati di negara kelahirannya tetapi masih digunakan di RRT.

Bendungan Lebih Besar Dari Tiga Ngarai

Mengingat misinya adalah untuk membantu RRT mencapai
keunggulan di Indo-Pasifik dengan mendominasi negara-
negara tetangganya, PK'T mengkhotbahkan kesetaraan dan
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timbal balik dalam hubungan internasional tetapi dalam
praktiknya tidak menerapkan keduanya. Tanpa Indo-Pasifik
yang berpusat pada Tiongkok, RRT tidak dapat mencapai
dominasi global. PK'T memandang India dan Jepang
sebagai dua pesaing potensial bagi Tiongkok di kawasan
ini. Dalam konteks inilah PK'T" ingin memanfaatkan
pengaruhnya dalam pengelolaan air tawar untuk melawan
India — keunggulan yang tidak memiliki relevansi dengan
Jepang, yang dipisahkan oleh laut dari Tiongkok.

Untuk melawan India, PK'T berusaha meniru strategi
yang digunakannya di Daerah Aliran Sungai Mekong.
Dengan membangun bendungan raksasa dan waduk di
Sungai Mekong, PK'T memperoleh kendali atas aliran
lintas perbatasan sungai itu, yang merupakan sumber
kehidupan bagi berbagai negara tepi sungai di bagian
hilir. PK'T telah secara efektif menyeret negara-negara di
bagian hilir ke dalam permainan poker geopolitik berisiko
tinggi terkait masalah air.

Sebelas bendungan raksasa RRT di Mekong
mempersenjatai PK'T dengan kekuasaan untuk
menghentikan aliran air sungai bagi sebagian besar
wilayah di Asia Tenggara kontinental. Ini telah membuat
negara-negara di bagian hilir bergantung pada “iktikad
baik” Tiongkok untuk mendapatkan akses air tawar
berkelanjutan.

Dengan strategi serupa tetapi lebih multidimensi,
PKT dan sayap militernya — Tentara Pembebasan Rakyat
— berharap untuk mengendalikan India. Elemen perang
tidak langsung terlihat sangat mencolok dalam tindakan
RRT terhadap India, termasuk merekayasa ulang aliran
sungai lintas perbatasan, melakukan serangan siber, dan
secara perlahan dan sedikit demi sedikit menduduki
wilayah di Pegunungan Himalaya yang disengketakan.
Revisionisme teritorialnya telah menyebabkan
berlanjutnya pertikaian militer di Pegunungan Himalaya
di antara pasukan Tiongkok dan India sejak Mei 2020,
sehingga meningkatkan spekulasi terjadinya lebih banyak
bentrokan dan bahkan perang berskala penuh.

Di tengah konfrontasi militer dengan India,
parlemen RRT yang menjadi kepanjangan tangan PK'T
pada Maret 2021 meratifikasi keputusan PK'T untuk
membangun bendungan super pertama di dunia di Sungai

Domba merumput di dataran tingg
Tibet yang kaya sumber daya, yang
merupakan sumber dari banyak sungai
besar di Indo-Pasifik. THE ASSOCIATED PRESS

Brahmaputra. Bendungan super itu akan membentang
di ngarai terpanjang dan terdalam di Bumi di dekat
perbatasan Tibet dengan India yang dijaga ketat oleh
pihak militer.

Sungai Brahmaputra mengalir mengitari Pegunungan
Himalaya dalam pola putaran balik dan membentuk
Ngarai Besar Yarlung Zangbo di Tibet sembari terjun
dari ketinggian lebih dari 2.800 meter menuju dataran
banjir India. Ngarai itu, salah satu kawasan dengan
keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia, menyimpan
konsentrasi energi air sungai terbesar yang belum
dimanfaatkan di planet ini.

Bendungan super itu akan jauh lebih besar dari
Bendungan Tiga Ngarai RRT yang memecahkan
rekor dunia di Sungai Yangtze dan diperkirakan akan
menghasilkan listrik tiga kali lebih banyak setiap
tahunnya.

Pembangunan bendungan super di daerah yang
dikenal sering kali mengalami aktivitas seismik dapat
menjadikannya “bom air” yang siap meledak kapan
saja bagi komunitas hilir sungai di India. Pada Agustus

Seorang pedagang India berjalan di
sepanjang tepi Sungai Brahmaputra
sembari menunggu perahu. AfP/GETTY IMAGES




2020, sekitar 400 juta warga Tiongkok berada dalam
bahaya setelah banjir dahsyat yang memecahkan rekor
yang pernah ada mengancam stabilitas Bendungan Tiga
Ngarai, bendungan terbesar di dunia.

Pada tahun 2021, PK'T menyiapkan landasan bagi
pembangunan bendungan dengan menyelesaikan
konstruksi jalan raya strategis yang melintasi ngarai
terlarang itu dan dengan memulai layanan kereta api
berkecepatan tinggi ke kota militer terdekat. Jalur rel
kereta api dan jalan raya itu memungkinkan pengangkutan
alat berat, material, dan pekerja ke kawasan terpencil,
yang medan berbahayanya sebelumnya membuatnya tidak
dapat diakses.

Bendungan super itu akan memungkinkan RRT
untuk memanipulasi aliran sungai lintas perbatasan
dan memanfaatkan klaim teritorialnya yang sudah lama
diajukan terhadap negara bagian Arunachal Pradesh di
India yang terletak di bagian hilir sungai.

PKT, dalam upaya menggunakan air sebagai senjata
untuk melawan India, bersedia mengabaikan kerusakan
yang tidak dapat diperbaiki yang besar kemungkinan akan
ditimbulkan oleh proyeknya di kawasan yang kaya akan
keanekaragaman hayati. Selain itu, daerah ini merupakan
wilayah suci bagi warga Tibet, dengan gunung, tebing,
dan guanya yang mewakili tubuh dewa pelindung mereka,
Dorje Phagmo, dan Sungai Brahmaputra mewakili tulang
punggungnya.

Bangladesh, yang padat penduduk dan sebagian besar
terdiri dari dataran banjir dan delta, besar kemungkinan
akan menanggung beban kehancuran akibat pelaksanaan
proyek itu. Negara berpenduduk 165 juta jiwa itu
menghadapi masa depan yang terancam oleh perubahan
lingkungan dan iklim, dan malapetaka yang disebabkan
oleh bendungan Tiongkok dapat memicu eksodus baru
pengungsi ke India, yang sudah menjadi tempat tinggal
bagi jutaan warga migran Bangladesh.

Implikasi Lebih Besar

Budaya Tibet, yang memberikan penghormatan terhadap
alam, telah berfungsi sebagai penjaga kelestarian
lingkungan selama berabad-abad, membantu menjaga
kelestarian keanekaragaman hayati dan bentang alam
yang masih asri. Tapi PK'T yang bersifat predator,
selangkah demi selangkah, telah menodai bentang alam
suci warga Tibet.

Dari ketergesaannya dalam menambang emas di
daerah perbatasan yang direbut beberapa dekade lalu dari
India hingga pembangunan terburu-buru bendungan di
sungai-sungai internasional, PK'T telah berusaha keras
untuk merampas sumber daya alam di Tibet. Nama Tibet
dalam bahasa Mandarin yang digunakan sejak era dinasti
Qing yang beretnis Manchu — Xizang, atau “Tanah
Harta Karun Barat” — menjelaskan mengapa proyek air
dan pertambangan utama RRT terkonsentrasi di dataran
tinggi itu.

Setelah menguras habis sumber daya alamnya sendiri
melalui pertumbuhan ekonomi yang sembrono, RRT

dengan rakusnya menyedot sumber daya dari dataran
tinggi Tibet yang rapuh secara ekologis. Tibet bukan hanya
menjadi dataran tinggi terbesar tetapi juga dataran tinggi
tertinggi di dunia, sehingga membuatnya mendapatkan
nama “atap dunia.” Bendungan super di Sungai
Brahmaputra itu akan berada di ketinggian sekitar 1.520
meter — tertinggi dari bendungan raksasa mana pun.

Sebagian besar bendungan besar yang dibangun atau
direncanakan RRT terkonsentrasi di barat daya Tiongkok
yang aktif secara seismik dan sebagian besar dihuni oleh
warga Tibet atau kelompok minoritas etnis lainnya.
Proyek-proyek semacam itu memicu ketegangan etnis
oleh karena terjadinya pengungsian dan penenggelaman.

Akan tetapi, negara-negara hilir tidak dapat
berbuat banyak untuk mencegah RRT mendatangkan
malapetaka lingkungan melalui kekalapan pembangunan
bendungannya. India telah terlibat dalam konflik dengan
RRT meskipun mengetahui adanya risiko terjadinya
perang dan secara terbuka menantang kemampuan dan
kekuatan Tiongkok. Namun India tidak memiliki banyak
pilihan untuk menangani rekayasa ulang aliran sungai
lintas perbatasan RRT selain menyoroti tindakan sepihak
Tiongkok.

Kegiatan yang dilakukan Tiongkok di bagian hulu
sungai telah memicu banjir bandang di negara bagian
perbatasan India dan mencemari arteri utama Sungai
Brahmaputra, yaitu Sungai Siang yang dulu masih asri
kondisinya. Bendungan super RRT di dekat perbatasan
India dapat menyebabkan kehancuran dalam skala lebih
besar daripada yang terlihat di Daerah Aliran Sungai
Mekong, tempat kekeringan menjadi lebih sering terjadi
karena adanya jaringan bendungan raksasa Tiongkok.
Bendungan-bendungan itu juga merusak keanekaragaman
hayati dan perikanan dengan mengganggu siklus banjir
tahunan Sungai Mekong dan menghambat aliran sedimen
kaya nutrisi dari pegunungan Himalaya. Tapi bendungan-
bendungan itu telah membantu PKT memanfaatkan
kontrol air di bagian hulunya untuk memengaruhi
kebijakan negara-negara di bagian hilir. RRT tidak
memiliki perjanjian air dengan negara-negara di bagian
hilir Sungai Mekong. Meskipun pada akhir tahun 2020
pihaknya menyetujui untuk membagikan lebih banyak
data sepanjang tahun dengan Komisi Sungai Mekong,
sebuah badan pengatur regional, RRT belum memberikan
tingkat transparansi yang diperlukan atau data yang cukup
tepat waktu bagi negara-negara di bagian hilir untuk
mengelola aliran sungai itu, demikian menurut berbagai
laporan terbaru.

Dengan kontrol dan manipulasi aliran sungai yang
dijadikan oleh PK'T sebagai tumpuan kekuatan Tiongkok,
Indo-Pasifik besar kemungkinan telah menjadi pusat
ketegangan konflik air. Beijing telah memiliki pengaruh
keuangan, perdagangan, dan politik yang signifikan atas
banyak negara tetangganya. Sekarang, dengan bermanuver
untuk memperoleh kontrol asimetris atas aliran sungai
lintas perbatasan, PK'T" berusaha untuk menguasai sumber
daya air di Indo-Pasifik. O
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BERPALING KE SELATAN
DAN BERTINDAK KE TIMUR

KEBIJAKAN TAIWAN MENGHADIRKAN PELUANG KERJA SAMA STRATEGIS DENGAN INDIA

SAHELI CHATTARAJ

pernah dibuat, Kebijakan Selatan Baru (New

Southbound Policy - NSP) Taiwan — yang
diperkenalkan oleh Presiden Tsai Ing-wen ketika
dia berkuasa pada tahun 2016 — memberikan visi
komprehensif untuk memperkuat hubungan Taiwan
dengan 18 negara target utama, termasuk 10 negara
anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
(ASEAN), enam negara Asia Selatan, Australia, dan
Selandia Baru.

Namun tidak seperti Kebijakan Selatan

sebelumnya di bawah Presiden Lee Teng-hui
dan Chen Shui-bian yang berfokus pada saling
ketergantungan ekonomi, NSP Tsai Ing-wen
memiliki motif lebih luas yang juga bertujuan
untuk memperkuat pertukaran orang-ke-orang dan
mendiversifikasi secara lebih lanjut cakupannya ke
dalam pertukaran pendidikan dan pariwisata guna

M eskipun bukan jenis kebijakan pertama yang

meningkatkan kekuatan lunak Taiwan di kawasan ini.

“Kebijakan Selatan Baru merupakan strategi
regional Taiwan untuk Asia. Sasaran dan cita-citanya
sejalan dengan sasaran dan cita-cita Wawasan
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tentang
Indo-Pasifik dan Kebijakan Bertindak ke Timur
India,” ungkap Isai Ing-wen, demikian menurut
majalah berita online The Diplomat. “Lewat bekerja
bersama-sama, inisiatif ini dapat mencapai manfaat
timbal balik dengan keberhasilan ekonomi dan sosial
yang saling melengkapi.”

NSP berfokus pada empat bidang utama:

* Kolaborasi ekonomi dan perdagangan.
Menjalin kemitraan ekonomi dan perdagangan
baru dengan mengekspor layanan konstruksi
infrastruktur, membantu usaha kecil dan
menengah Taiwan berkembang di negara-

negara target, dan memberikan bantuan
keuangan kepada perusahaan Taiwan. Selain itu,
terhubung lebih erat dengan rantai pasokan dan
permintaan domestik di negara-negara target dan
berkolaborasi dalam proyek infrastruktur.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen memberikan pidato kepada prajurit
cadangan Angkatan Darat selama pelatihan mereka di Nanshipu.
REUTERS

¢ Pertukaran bakat. Membagikan sumber daya

manusia dan melengkapi kekuatan negara

mitra dengan memperluas program pertukaran
dan pelatihan bagi peneliti muda, pelajar, dan
profesional industri. Berbagai inisiatif mencakup
program pertukaran akademik bilateral, situs web
pencocokan bakat Selatan Baru dan platform
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informasi bagi perusahaan Taiwan untuk
mendaftarkan bisnis mereka dan mencari bakat.

* Pembagian sumber daya. Menciptakan peluang
kerja sama bilateral dan multilateral dengan
memanfaatkan kekuatan lunak Taiwan di bidang
budaya, pariwisata, perawatan medis, teknologi,
pertanian, serta usaha kecil dan menengah.
Berbagai strategi ini mencakup mempromosikan
kerja sama pertanian, meningkatkan pariwisata dua
arah dengan negara lain, dan menarik penduduk
negara-negara Selatan Baru ke Taiwan untuk
memperoleh perawatan kesehatan yang berkualitas.

Perdana Menteri India Narendra Modi, tengah, memperkenalkan logo Make in
India (Buatan India) pada tahun 2014. tHe ASSOCIATED PRESS

* Konektivitas regional. Meningkatkan
pertukaran resmi dan swasta, menandatangani
dan memperbarui perjanjian perdagangan,
melembagakan kerja sama multilateral dan
bilateral dengan negara-negara mitra, serta
meningkatkan negosiasi dan dialog.

KEPENTINGAN STRATEGIS NSP UNTUK TAIWAN

Hanya sekitar selusin negara yang memiliki hubungan
diplomatik formal dengan Taiwan, dengan sebagian
besar negara mengakui kedaulatan Republik Rakyat
Tiongkok (RRT). Partai Komunis Tiongkok
bersikeras bahwa RRT merupakan satu-satunya
negara berdaulat dengan nama Tiongkok dan
bahwa pulau Taiwan yang memiliki pemerintahan
mandiri merupakan bagian darinya. Meskipun A.S.,
sebagai bagian dari kebijakan “satu Tiongkoknya,”
tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan
"Taiwan, pihaknya menikmati “hubungan tidak resmi
yang kuat,” demikian menurut Departemen Luar
Negeri A.S.
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“Meskipun Amerika Serikat tidak memiliki
hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan,
kami memiliki hubungan tidak resmi yang kuat ...
kepentingan abadi dalam perdamaian dan stabilitas
di Selat Taiwan,” demikian menurut lembar fakta
Departemen Luar Negeri A.S., yang merujuk pada
Undang-Undang Hubungan Taiwan tahun 1979 yang
memberikan dasar hukum bagi hubungan itu dan
mengabadikan komitmen A.S. untuk membantu Taiwan
memelihara kemampuan defensifnya. Taiwan dan A.S.
memiliki nilai-nilai yang sama, hubungan komersial dan
ekonomi yang mendalam, serta ikatan orang-ke-orang
yang kuat yang membentuk dasar
persahabatan mereka.

A.S. mengharapkan “perbedaan
lintas Selat diselesaikan dengan cara
damai,” demikian menurut lembar
fakta itu.

NSP juga dapat dilihat sebagai
inisiatif Taiwan untuk membangun
hubungan dengan negara-negara
tetangganya dalam lingkungan bisnis,
perdagangan, pendidikan, pertukaran
orang-ke-orang, dan pariwisata.

“NSP mempromosikan model
pembangunan ekonomi baru
bagi negara itu yang mengurangi
ketergantungan pada satu pasar ...
dan menghindari persaingan langsung
dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt
and Road Initiative - BRI) Tiongkok,
yang berfokus pada infrastruktur
regional,” demikian menurut
dokumen pemerintah berjudul,
“Moving the Vision forward: Taiwan’s
New Southbound Policy (Memajukan Visi: Kebijakan
Selatan Baru Taiwan).” “Proyek Taiwan pada intinya
terkait dengan orang dan kekuatan lunak, mendukung
pariwisata, pendidikan, perawatan kesehatan, teknologi,
usaha kecil dan menengah, dan pertanian.”

INDIA DAN NP

Hubungan India-"Taiwan sebagian besar berjalan
dalam bayang-bayang kepatuhan India terhadap
kebijakan satu Tiongkok. Tetapi perubahan
lingkungan geostrategis dapat menyebabkan India
menjadi tujuan investasi yang menarik bagi Taiwan.
Setelah berdirinya RRT pada tahun 1949,
India mengakui dan kemudian menjalin hubungan
diplomatik formal dengan RRT. Pada tahun 1971,
India memberikan dukungannya secara lebih lanjut
kepada RRT di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang
kemudian mengeluarkan Taiwan dari Majelis Umum
dan Dewan Keamanan P.B.B. serta menggantinya
dengan RRT dan, dengan demikian, menutup pintu
bagi India dan Taiwan untuk membangun kerja sama.
Akan tetapi, di bawah Kebijakan Berpaling ke Timur



yang dicetuskan pemerintah pada tahun 1992, India
sekali lagi mulai lebih memperhatikan negara-negara
tetangganya yang berada di bagian timur. Pada tahun
1995, Taiwan dan India mendirikan Pusat Ekonomi
dan Budaya Taiwan (Taiwan Economic and Cultural
Centre - TECC) di New Delhi dan Asosiasi India
Taipei (India Taipei Association - I'TA) di Taipei.
Kedua entitas itu mulai menawarkan layanan konsulat
dan juga mempromosikan pertukaran ekonomi,
perdagangan, pendidikan, dan orang-ke-orang.

Sejak itu, keterlibatan India-Taiwan menguat
secara bertahap. Pada paruh kedua tahun 2014,

India semakin beralih dari Kebijakan Berpaling ke
Timurnya menjadi Kebijakan Bertindak ke Timur,
dengan lebih menekankan pada kerja sama regional.
Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra
Modi, India memulai beberapa inisiatif untuk
menarik investasi asing langsung melalui program
seperti Make in India (Buatan India), yang terutama
mendorong perusahaan asing untuk mendirikan unit
manufaktur di India. Inisiatif ini juga memudahkan
perusahaan asing untuk mendaftarkan diri di India.
Selain itu, dengan sistem pajak barang dan jasa
terpadu, menjadi lebih layak dan lebih mudah bagi
entitas asing untuk mendirikan unit investasi di India.
Pemerintah India juga mengumumkan subsidi untuk
menarik investasi, dengan berbagai negara bagian
seperti Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil
Nadu, dan Uttar Pradesh menawarkan subsidi dalam
bentuk lahan, air, dan listrik.

NSP juga memungkinkan Taiwan memindahkan
beberapa basis manufakturnya ke India, tujuan
investasi yang menarik mengingat tenaga kerjanya
yang terampil dan murah.

“Taiwan dan India merupakan mitra yang dapat
diandalkan dan alami bagi satu sama lain. Kedua negara
kami memiliki nilai-nilai penting mendasar yang sama
seperti kebebasan, demokrasi, supremasi hukum, dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ungkap
Baushuan Ger, duta besar Taiwan untuk India, kepada
surat kabar Hindustan Times pada November 2020.
“Jelas, ada konvergensi besar di antara Kebijakan
Bertindak ke Timur India dan Kebijakan Selatan Baru
Taiwan, yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan
"Taiwan dengan 18 negara yang ditargetkan di Asia
"Tenggara, Asia Selatan, dan Oseania.”

Untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan
industri dan perdagangan India-Taiwan, TECC
dan I'TA juga menandatangani perjanjian untuk
mempromosikan kolaborasi industri. Perusahaan
Taiwan seperti Foxconn dan Maxxis telah mulai
memproduksi berbagai produk di India. Selain itu,
karena budaya Taiwan mirip dengan negara-negara
Asia Timur lainnya, Taiwan dapat belajar dari
pengalaman dan model bisnis Jepang, Singapura,
dan Korea Selatan, karena negara-negara ini telah
beroperasi di India selama beberapa waktu.

“Kami menyaksikan restrukturisasi rantai pasokan
global yang telah menciptakan banyak peluang
bagi Taiwan dan India untuk lebih meningkatkan
hubungan kami di bidang manufaktur,” ungkap
Baushuan Ger kepada Hindustan Times. “Oleh
karena itu, kami harus menilai posisi kami masing-
masing dengan cermat dan membuat kebijakan untuk
menjalin kemitraan yang lebih kuat.”

Perdana Menteri Modi menunggu kedatangan seorang pejabat
tinggi yang berkunjung di New Delhi. THe associaTep prEsS

Taiwan telah menyatakan kesediaannya untuk
memperkuat hubungan dengan India, yang merupakan
salah satu negara target utama dalam arahan NSP.

India juga membutuhkan lebih banyak mitra untuk
bergabung dengan inisiatif Make in India (Buatan India)
guna memulai manufaktur di India dan menjual produk
tidak hanya di India tetapi juga mengekspornya ke luar
negeri. Selain itu, mengingat meningkatnya pengaruh
RRT di Asia Selatan melalui skema infrastruktur Satu
Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road), yang juga
dikenal sebagai Inisiatif Sabuk dan Jalan, dan defisit
perdagangan India dengan RRT, kemitraan bisnis dan
budaya yang lebih luas di antara India dan Taiwan dapat
terbukti bermanfaat bagi keduanya.

“Dalam 25 tahun terakhir, baik Taiwan maupun
India telah sangat diuntungkan dari perdagangan
dan investasi, pertukaran pendidikan, dan kolaborasi
teknologi yang terus berkembang,” ungkap Baushuan
Ger kepada Hindustan Times. “Sekarang saatnya bagi
kami untuk mendefinisikan kembali tujuan yang saling
menguntungkan dan strategi untuk mencapainya.” O

Artikel ini pada awalnya diterbitkan di Asia Pacific Bulletin East-West Center dan dapat
diakses di https://www.eastwestcenter.org/publications/india%E2%80%99s-act-east-
and-taiwan%E2%80%99s-new-southbound-policy-are-win-win. Artikel ini telah diedit agar
sesuai dengan format FORUM dan mencakup pelaporan tambahan oleh Staf FORUM.
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Dibangun dengan pinjaman senilai 3,09 triliun
rupiah (200 juta dolar A.S.) dari Republik Rakyat
Tiongkok (RRT), jembatan yang menghubungkan ibu
kota Maladewa, Male, dengan bandaranya, dijuluki
“jembatan menuju kemakmuran,” dan lebih resminya,
Jembatan Persahabatan Tiongkok-Maladewa atau
Jembatan Sinamale. Jembatan itu tampak seperti
penawaran yang bersahabat pada awalnya. Setelah
jembatan itu dibuka pada tahun 2018, perahu cepat
tidak lagi diperlukan untuk mengangkut penumpang
yang datang di bandara menuju ke ibu kota, dan ledakan
pembangunan yang dipicu pembangunan jembatan ini di
pulau terdekat, Hulhumale, diterima dengan hangat.

Akan tetapi seperti banyak upaya infrastruktur Satu
Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road - OBOR) RRT,
pada akhirnya jembatan itu bergabung dengan rangkaian
proyek korup lainnya yang dibebani oleh utang yang tidak
berkelanjutan. Sebuah studi selama empat tahun yang
diselesaikan pada September 2021 oleh para peneliti di
College of William and Mary di Williamsburg, Virginia,
menunjukkan bahwa 42 negara berpenghasilan rendah
dan menengah memiliki utang pada proyek OBOR yang
melebihi 10% produk domestik bruto (PDB) mereka.
Negara-negara itu mencakup Brunei, Kamboja, Laos,
Maladewa, Myanmar, dan Papua Nugini.

AidData, laboratorium pembangunan internasional
di Global Research Institute perguruan tinggi itu,
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Pernah disebut sebagai
“jembatan menuju
kemakmuran”, sebuah proyek
yang didanai Tiongkok yang
menghubungkan bandara
utama Maladewa dengan ibu
kotanya telah menjadi simbol
utang yang tidak berkelanjutan.
REUTERS

mengatakan dalam laporannya, “Banking on the
Belt and Road: Insights from a new global dataset of
13,427 Chinese development projects (Mengandalkan
Sabuk dan Jalan: Wawasan dari rangkaian data
global baru terhadap 13.427 proyek pembangunan
Tiongkok),” bahwa RRT mendukung berbagai proyek
yang nilai totalnya sungguh mengejutkan yaitu
13,05 kuadriliun rupiah (843 miliar dolar A.S.) di 165
negara. Sekitar 5,96 kuadriliun rupiah (385 miliar dolar A.S.)
utang yang terkait dengan proyek-proyek itu sebagian
besar tersembunyi dari pengawasan publik, demikian
ungkap laporan itu.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok
Xi Jinping meluncurkan skema OBOR pada
tahun 2013 untuk mempromosikan pembangunan
infrastruktur di seluruh Afrika, Eropa, dan Indo-
Pasifik dengan pembiayaan Tiongkok. Dia berharap
proyek-proyek tersebut, yang meliputi jalan raya, rel
kereta api, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan
pipa, akan memperluas ekspor dan akses RRT ke
fasilitas transportasi darat dan laut, meningkatkan
manufakturnya, dan memperkuat “pengaruh ekonomi,
politik, dan militernya di luar negeri,” demikian
menurut Council on Foreign Relations, sebuah wadah
pemikir independen. “Namun jika investasi baru itu
gagal menghasilkan imbal hasil yang cukup, investasi
itu juga dapat meningkatkan tingkat utang secara tidak
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berkelanjutan dan menciptakan gesekan politik dengan
Tiongkok.”

Di Maladewa, yang mengambil pinjaman besar-
besaran selama masa jabatan Presiden pada saat itu,
Abdulla Yameen, dari tahun 2013-18, para pejabat
sekarang menghentikan beberapa proyek OBOR
karena kurangnya kelayakan dan kekhawatiran atas
meningkatnya utang, demikian menurut laporan yang
diterbitkan pada Januari 2022 oleh EconomyNext,
sebuah layanan berita keuangan dan politik. Mohamed
Nasheed, juru bicara Parlemen negara pulau itu dan
pemimpin Partai Demokrat Maladewa, mengatakan
kepada The Associated Press pada tahun 2019 bahwa
dia memperkirakan utang negaranya kepada entitas
Tiongkok mencapai 46,43 triliun rupiah (3 miliar dolar
A.S.), meskipun pejabat Tiongkok mengklaim angka itu
jauh lebih rendah. Proyeksi PDB Maladewa untuk tahun
2022 adalah sekitar 82,03 triliun rupiah (5,3 miliar dolar
A.S.), demikian menurut Bank Dunia.

Mohamed Nasheed mulai khawatir tentang utang
itu setelah partainya mengalahkan Abdulla Yameen pada
tahun 2018. Sejak digulingkannya Abdulla Yameen,
pemerintah Maladewa telah menjalin hubungan yang
lebih erat dengan India, dan Mohamed Nasheed
telah memimpin upaya dalam mengajukan tuntutan
dengan berpendapat bahwa mantan Presiden Abdulla
Yameen mendorong Maladewa ke dalam perangkap
utang. Pemerintah tidak akan dapat melunasi pinjaman
Tiongkok kecuali jika kajian ulang menguranginya
ke nilai sebenarnya, demikian ungkapnya kepada
EconomyNext.

Maladewa sudah menghentikan beberapa proyek
di berbagai resor pulau. “Pembangunan resor dan
kepemilikan pulau-pulau ini kembali dipertanyakan,”
ungkap Mohamed Nasheed kepada situs web tersebut.
“Ada sekitar enam sampai tujuh pulau yang berada
dalam berbagai tahap konstruksi yang dikerjakan oleh
perusahaan Tiongkok. Tetapi pekerjaan konstruksi
itu sekarang sudah lama dihentikan dan kepemilikan
kontrak atas pulau-pulau ini masih harus diselesaikan di
pengadilan.”

Utang Tersembunyi, Biaya Tinggi

Dengan komitmen pembiayaan pembangunan
internasional yang mendekati 1,32 kuadriliun rupiah
(85 miliar dolar A.S.) per tahun, RRT sekarang
mengalahkan Amerika Serikat dan negara-negara
besar lainnya dengan selisih 2-1, demikian menurut
AidData. Alih-alih membagikan hibah atau pinjaman
nonkonsesional untuk mendorong berbagai negara
yang sedang mengalami kesulitan, entitas Tiongkok
telah “menggunakan utang dan bukannya bantuan
untuk membangun posisi dominan di pasar pembiayaan
pembangunan internasional,” ungkap laporan AidData.
Sejak diperkenalkannya OBOR pada tahun 2013, RRT
telah mempertahankan rasio pinjaman terhadap hibah
sebesar 31-1, demikian menurut laporan itu.
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Para peneliti merEatakan banyaksutang pada proyek jalur
“kereta api'berkecepatantinggi'yang menghu

Kunming di Tiongkok dengan Vientiane, Laos

dari pengawasan publik. reuters ’

“Sifat pinjaman itu sering kali
dikaburkan dari pandangan
publik, sehingga sulit untuk
menilai keterpaparan sebenarnya
dari pemerintah yang sedang
mengalami kesulitan.’

Ketentuan pinjaman yang diberikan oleh pemberi
pinjaman milik negara Tiongkok kurang menguntungkan
dibandingkan dengan ketentuan pinjaman kreditur
multilateral, dan pinjaman rata-rata diberikan dengan
tingkat bunga 4,2%. Akan tetapi masalah lebih besar bagi
pembayar pajak di negara-negara debitur adalah bahwa
sifat pinjaman itu sering kali dikaburkan dari pandangan
publik, sehingga sulit untuk menilai keterpaparan
sebenarnya dari pemerintah yang sedang mengalami
kesulitan.

Itu karena 70% pinjaman luar negeri RRT diarahkan
ke perusahaan milik negara, bank milik negara,
perusahaan khusus (special purpose vehicles), usaha
patungan, dan lembaga sektor swasta, demikian ungkap
laporan AidData. Negara pengutang sering kali tidak
meminjam uang secara langsung, padahal bisa jadi harus
memikul tanggung jawab pelunasan utang jika terjadi
gagal bayar.

“Utang ini, sebagian besar, tidak muncul di neraca
pemerintah,” ungkap laporan itu. Akan tetapi, sebagian
besar pemberi pinjaman “mendapatkan manfaat dari
bentuk perlindungan pertanggungjawaban pemerintah



tuan rumah secara eksplisit atau implisit, yang telah
mengaburkan perbedaan di antara utang swasta dan
publik serta menimbulkan tantangan manajemen
keuangan publik yang besar.”

"Tantangan-tantangan itu terlihat jelas di Laos, yang
membuka jalur kereta api senilai 92,86 triliun rupiah
(6 miliar dolar A.S.) dengan Tiongkok pada Desember
2021. Jalur kereta api itu menghubungkan ibu kota Laos,
Vientiane, dengan kota Kunming di Tiongkok selatan.
Presiden Laos Thongloun Sisoulith menggembar-
gemborkan “era baru pembangunan infrastruktur modern”
pada pembukaan jalur kereta api itu, menambahkan bahwa
“mimpi rakyat Laos telah menjadi kenyataan,” demikian
menurut surat kabar The Manila Times.

Meskipun pemerintah berharap jalur kereta api itu
akan menghasilkan keuntungan paling lambat pada tahun
2027, para ahli mengkhawatirkan pinjaman Tiongkok
yang mendanainya tidak berkelanjutan. Jonathan Andrew
Lane, seorang analis di Asian Development Bank Institute,
menulis dalam laporan pada September 2020 bahwa ada
“logika komersial terbatas untuk pembangunan jalur kereta
api mahal” yang menghubungkan negara berpenduduk 7
juta orang itu ke Kunming. Dia menyatakan manfaat bagi
Laos tidak lebih besar daripada risikonya. “Layanan utang
itu akan memberikan tekanan secara lebih lanjut pada
keterbatasan kemampuan pemerintah untuk menaikkan
pajak,” tulis Jonathan Andrew Lane.

‘Presmen Srl‘kpada saat |tu Gotabaya

Rajapaksa, tengahjdan Menteri Luar Negeri B8
Tiongkok Wang Yi tiba di proyek reklamasi | \

laut Port C|ty yang didanai Tiongkok'di
Kolombo pada Januari 20221 ‘
THE ASSOCIATED PRESS,

Laporan AidData memperingatkan hampir setengah
dari keseluruhan utang negara itu sebesar 205,84 triliun
rupiah (13,3 miliar dolar A.S.) dipegang oleh Beijing,
dan jalur kereta api itu mewakili lebih banyak utang
tersembunyi. Tiga badan usaha milik negara Tiongkok
dan perusahaan Laos bermitra dalam proyek tersebut,
dengan Beijing membiayai 70% dari utang senilai 54,79
triliun rupiah (3,54 miliar dolar A.S.) untuk pembangunan
jalur kereta api itu. Ada ketidakpastian tentang negara
mana yang akan harus menyelamatkan usaha patungan
itu semisal terjadi gagal bayar dalam pelunasan pinjaman
itu, demikian ungkap para peneliti AidData. Jika jalur
kereta api itu “tidak cukup menguntungkan, di antara
0-100% dari total utang senilai 54,79 triliun rupiah (3,54
miliar dolar A.S.) dapat menjadi kewajiban pelunasan bagi
pemerintah Laos,” demikian yang diperingatkan oleh
AidData.

Keputusasaan di Sri Lanka

Pada tahun 2022 Sri Lanka mengalami kekurangan
kebutuhan pokok seperti susu bubuk dan gas untuk
memasak serta krisis utang yang meningkat, yang
memuncak pada pertengahan Mei ketika negara itu, yang
menghadapi kebangkrutan, secara resmi gagal melunasi
utang luar negerinya. Untuk tahun 2022 saja, kewajiban
utang luar negeri Sri Lanka mencapai 108,34 triliun
rupiah (7 miliar dolar A.S.), demikian menurut majalah
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berita online The Diplomat. Total utang luar negerinya
lebih dari 789,33 triliun rupiah (51 miliar dolar A.S.),
dengan 386,92 triliun rupiah (25 miliar dolar A.S.) jatuh
tempo paling lambat pada tahun 2026.

Antrean panjang untuk memperoleh bahan makanan
dan bahan bakar memicu unjuk rasa selama berminggu-
minggu di seluruh Sri Lanka pada April 2022 yang
menyebabkan pengunduran diri Presiden Gotabaya
Rajapaksa, yang mereka tuduh telah menghancurkan
perekonomian negara itu, pada bulan Juli.

“Tidak ada solusi selain presiden harus lengser,”
ungkap Naveendra Liyaanarachachi, 27 tahun, salah satu
pengunjuk rasa, kepada surat kabar The New York Times
pada pertengahan Mei 2022.

Anggota parlemen Sri Lanka memilih Perdana
Menteri Ranil Wickremesinghe sebagai presiden setelah
Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dari negara itu.

Meskipun krisis uang tunai negara yang bergantung
pada pariwisata itu sebagian disebabkan oleh pandemi
COVID-19, peminjaman uang yang terus-menerus

“35% proyek OBOR menghadapi
masalah implementasi, seperti
“skandal korupsi, pelanggaran
tenaga kerja, bahaya lingkungan,
dan protes publik.’

Sekitar 70% Pelabuhan
Hambantota di Sri
Lanka disewakan
kepada operator badan
usaha milik negara
Tiongkok berdasarkan
kontrak selama 99
tahun. AFP/GETTY IMAGES
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dilakukan oleh pemerintah menyebabkan negara itu
tidak mampu melunasi banyak utang luar negeri yang
akan jatuh tempo. Perekonomian negara itu berkontraksi
sebesar 1,5% dari Juli hingga September 2021, dan inflasi
melonjak menjadi 12,1% pada Desember 2021, demikian
yang dilaporkan The Diplomat.

Masalah kekurangan uang di Sri Lanka berkontribusi
pada penurunan ekonomi sehingga memperlambat impor
bahan bakar. Penurunan permukaan air di bendungan
pembangkit listrik tenaga air memperburuk kekurangan
listrik dan bahan bakar. Para pemimpin Sri Lanka pada
Januari 2022 meminta bantuan dari kreditur Tiongkok
ketika negara itu berisiko mengalami gagal bayar,
demikian yang dilaporkan WION,; jaringan berita global
yang berkantor pusat di India. “Akan sangat melegakan
bagi Sri Lanka jika perhatian dapat diberikan pada
restrukturisasi pelunasan utang sebagai solusi atas krisis
ekonomi yang muncul dalam menghadapi pandemi
COVID-19,” ungkap Gotabaya Rajapaksa kepada
Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi yang sedang
mengunjungi negara itu pada bulan Januari, demikian
yang dilaporkan WION. Namun RRT tidak memberikan
keringanan. “Sri Lanka pastinya akan mengatasi kesulitan
sementara itu sesegera mungkin,” ungkap juru bicara
Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

Sejak tahun 2007, Sri Lanka telah menumpuk utang
senilai 168,2 triliun rupiah (11,8 miliar dolar A.S.) melalui
obligasi negara, yang nilainya mencapai 36,4% dari utang
luar negerinya. Kreditur terbesar keduanya adalah Bank
Pembangunan Asia, yang meminjamkan dana senilai 71,2
triliun rupiah (4,6 miliar dolar A.S.) kepada Sri Lanka,
demikian yang dilaporkan Reuters. Kreditur terbesar
berikutnya adalah Jepang dan RRT, yang keduanya
memberikan utang sekitar 54,2 triliun rupiah (3,5 miliar
dolar A.S.).

Meskipun RRT bukan kreditur terbesar Sri Lanka,
proyek-proyeknya telah menjadi proyek paling
kontroversial. Contoh paling terkenal adalah Pelabuhan
Hambantota, yang dibuka pada November 2010 melalui
pendanaan dari Tiongkok dan pada akhirnya kendali
pengoperasiannya diserahkan ke tangan Tiongkok.

Pada tahun 2017, China Merchants Port Holdings
Co. Ltd. memperoleh sewa selama 99 tahun untuk
mengoperasikan pelabuhan itu dan mengambil alih
70% saham dalam proyek itu yang merupakan usaha
patungan dengan badan usaha milik negara Otoritas
Pelabuhan Sri Lanka ketika Sri Lanka tidak dapat
membayar utangnya.

Korupsi, Protes, dan Skandal

Di seluruh Indo-Pasifik dan dunia, berbagai skandal terus
membayangi proyek OBOR. Kajian AidData mengatakan
35% proyek OBOR menghadapi masalah implementasi,
seperti “skandal korupsi, pelanggaran tenaga kerja, bahaya
lingkungan, dan protes publik.” Sebagai perbandingan,
21% portofolio infrastruktur pemerintah Tiongkok di
luar OBOR menghadapi masalah serupa. “Pembuat



Pembangunan East Coast Rail Link
Malaysia tertunda karena sengketa
penetapan harga dan skandal politik.
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kebijakan di negara tuan rumah
menghentikan proyek berprofil
tinggi BRI karena adanya masalah
korupsi dan kekhawatiran

harga yang terlalu tinggi serta
perubahan besar dalam sentimen
publik yang mempersulit untuk
mempertahankan hubungan

erat dengan Tiongkok,” ungkap
laporan itu, yang menggunakan
akronim lain untuk skema OBOR.

Mungkin tren ini terlihat
dengan paling jelas di Malaysia,
tempat banyak proyek OBOR
terhenti karena adanya skandal.
East Coast Rail Link, misalnya,
merupakan proyek unggulan
OBOR di Malaysia. Jalur kereta
api sepanjang 640 kilometer itu
seharusnya menghubungkan
Port Klang di pantai barat
dengan Kota Bharu di pantai
timur. Proyek itu ditangguhkan pada tahun 2018 karena
tuduhan korupsi dan sejak itu telah mengalami beberapa
negosiasi ulang dan penyelarasan ulang, demikian yang
dilaporkan The Diplomat pada Oktober 2021.

Proyek itu menjadi pusat skandal yang pada akhirnya
menggulingkan Perdana Menteri Najib Razak dari
jabatannya pada Mei 2018. Pada tahun itu Najib Razak
menderita kekalahan mengejutkan dalam pemilu dari
Mahathir Mohamad yang berusia 92 tahun, yang telah
memimpin negara itu selama 22 tahun sebelum keluar
dari masa pensiunnya untuk menantang Najib Razak.

Ketika Najib Razak mengalami kekalahan, “mungkin
tidak ada yang lebih kecewa daripada para pejabat di
Beijing,” demikian yang dilaporkan majalah Foreign
Policy pada Januari 2019. Itu karena Najib Razak telah
memberikan akses luar biasa kepada RRT dengan
segudang proyek di berbagai penjuru Malaysia. Najib
Razak pada akhirnya menjadi titik fokus skandal yang
terkait dengan dana pembangunan negara yang dikenal
sebagai 1Malaysia Development Berhad, atau 1IMDB.
Pihak lawan politiknya menuduh bahwa “sebagian uang
Tiongkok yang mengalir ke Malaysia digunakan untuk
mengisi kembali kas dana yang terkuras habis oleh
korupsi,” demikian yang dilaporkan Foreign Policy.

Surat kabar The Wall Street Journal pada Januari
2019 memberikan bukti. Risalah dari serangkaian
pertemuan menunjukkan bahwa pejabat Malaysia
menyarankan kepada rekan-rekan Tiongkok mereka
bahwa RRT seharusnya membiayai berbagai proyek
infrastruktur dengan biaya yang digelembungkan

untuk membantu menyelesaikan utang IMDB.

“Jika benar adanya, laporan itu menunjukkan bukti
nyata di balik kecurigaan yang diyakini secara luas
bahwa Tiongkok mengeksploitasi rezim korup untuk
mendorong” skema OBOR-nya, demikian yang
dilaporkan Foreign Policy.

Najib Razak tidak berhasil lolos dari skandal itu.
Pengadilan Malaysia pada Desember 2021 menjatuhkan
vonis bersalah dan hukuman penjara selama 12 tahun
atas tuduhan korupsi. Pengadilan menyatakan bahwa
Najib Razak telah menerima dana ilegal senilai
154,8 miliar rupiah (10 juta dolar A.S.) dari SRC
International, mantan unit IMDB yang sekarang sudah
berhenti beroperasi.

Ismail Sabri Yaakob mengambil alih posisi sebagai
perdana menteri pada Agustus 2021 dan telah berjanji
untuk melanjutkan pembangunan jalur kereta api itu.
Akan tetapi kerusakan reputasi terhadap OBOR telah
terjadi. Agatha Kratz, direktur madya di firma penelitian
dan analitik Rhodium Group, mengatakan kepada
Center for Strategic and International Studies dalam
podcast pada Maret 2021 bahwa pandemi COVID-19
menekankan tren yang sudah ada sebelumnya ketika
proyek-proyek RRT ditangguhkan karena adanya
kekhawatiran akan keberlanjutan utang. “Pandemi ini
benar-benar memulai seluruh narasi diplomasi jebakan
utang” bagi OBOR, demikian ungkapnya. “Tiba-tiba,
media internasional mulai memberitakan kemunduran
itu dan perhatian pada inisiatif itu berubah menjadi
sangat negatif.” O
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KEBERHASILAN

KERJA SAMA SANGAT PENTING UNTUK
MEMERANGI ANCAMAN KESEHATAN
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antangan yang belum pernah terjadi
sebelumnya akibat pandemi virus
korona telah menyoroti peran penting
profesi medis militer dalam memastikan
kesejahteraan dan kesiapan, bukan hanya
bagi angkatan bersenjata, melainkan juga
masyarakat luas. Mulai mengembangkan vaksin
untuk COVID-19 hingga menavigasi gangguan
rantai pasokan global dan mengirimkan
pasokan penyelamat nyawa, praktisi dan
perencana kesehatan militer di seluruh kawasan
Indo-Pasifik telah memusatkan perhatian dan
bekerja sama untuk bertahan di lingkungan
kesehatan masyarakat yang fluktuatif.

“Ini adalah saat-saat yang begitu menantang
— pandemi COVID-19 telah menyebar ke
seluruh dunia dengan kecepatan luar biasa dan
membawa dampak yang sangat besar,” ungkap
Laksamana Muda Pamela Miller, Ahli Bedah
Komando di Komando Indo-Pasifik Amerika
Serikat (USINDOPACOM) saat itu, dalam
pesan sambutannya untuk Pertukaran Kesehatan
Militer Indo-Pasifik IPMHE) pada Maret
2022. “Pandemi telah mengubah semua tatanan
kehidupan kita dan menekankan pentingnya
kemitraan, berbagi praktik terbaik, dan bekerja
sama untuk memenuhi tantangan berikutnya di
dunia yang berubah dengan cepat ini.”

Acara yang diselenggarakan oleh
USINDOPACOM dan Layanan Medis
Angkatan Bersenjata India ini menghadirkan
para ahli kedokteran militer dari lebih dari
30 negara dalam latar virtual untuk meninjau
pelajaran yang diperoleh dari memerangi
pandemi dan menggali beragam topik hangat
dan berkembang, seperti trauma dan bedah
lapangan, terapi gen, telemedis, robotika,
dan dukungan keperawatan dalam operasi
bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana
(humanitarian assistance and disaster relief
atau HADR). “Acara ini sangat penting

untuk memupuk hubungan serta bertukar
bakat dan keahlian yang berharga dalam
bidang kedokteran guna memberikan
manfaat bagi seluruh kawasan,” ungkap
Miller kepada FORUM. “Hal ini juga
memberikan kesempatan keterlibatan tindak
lanjut mengenai penelitian, kolaborasi, dan
pertukaran tenaga ahli dalam lingkungan
kedokteran ilmiah atau operasional.”

Ditugaskan sebagai perwakilan di
Pasukan Perawat Cadangan Angkatan Laut
A.S. pada 1989, Miller menyandang gelar
sarjana dan magister di bidang keperawatan
dari University of Iowa dan magister di
bidang administrasi perawatan kesehatan
dan doktor di bidang kedokteran osteopati
dari Des Moines University, juga di negara
bagian asalnya Iowa. Dia menyelesaikan
program magang transisi dan residensi dalam
kedokteran darurat di Naval Medical Center
San Diego, California. Miller telah menjabat
sebagai perwira pasukan perawat dan perwira
pasukan medis, termasuk ditugaskan ke Irak
untuk mendukung Operasi Kebebasan Abadi
(Operation Enduring Freedom). Di sana, dia
menjadi perwira yang bertanggung jawab atas
peleton trauma syok bergerak.

Sebelum ditugaskan sebagai ahli bedah
komando USINDOPACOM, Miller
memegang sejumlah peran kepemimpinan
termasuk eksekutif medis senior; ahli bedah
angkatan laut; pemimpin spesialisasi medis
operasional; komandan; wakil kepala staf; ahli
bedah armada cadangan, Komando Pasukan
Armada A.S.; dan wakil komandan, Pasukan
Medis Angkatan Laut Atlantik, komponen
cadangan. Dia telah menerima penghargaan
Legion of Merit sebanyak dua kali,
Meritorious Service Medal empat kali, Navy
Achievement Medal dua kali, dan Military
Outstanding Volunteer Service Medal.




Dalam sebuah wawancara dengan FORUM tak
lama setelah dilangsungkannya IPMHE, Miller
menyoroti beberapa bidang fokus masa depan
untuk sistem kesehatan militer, membahas beberapa
keberhasilan profesi ini dalam melawan COVID-19,
dan membahas sinergi dalam kemajuan di bidang
perawatan kesehatan militer dan sipil. “Pendekatan
menyeluruh adalah elemen terpenting dalam
penanggulangan efektif dan efisien terhadap keadaan
darurat regional atau global, termasuk keadaan
darurat terkait perawatan kesehatan,” ungkapnya.

Tema yang diangkat dalam IPMHE adalah
“Perawatan Kesehatan Militer di Dunia yang
Bergejolak, Tidak Pasti, Kompleks, dan Ambigu.”
Bagaimana volatilitas yang luar biasa dari
pandemi COVID-19 membentuk perawatan
kesehatan militer di kawasan Indo-Pasifik dan
secara global? Di mana Anda memperkirakan
pelatihan, keahlian, sumber daya, atau fokus
tambahan akan diperlukan dalam beberapa tahun
mendatang?

Virulensi dan tingkat penularan virus SARS-CoV-2
secara jelas menunjukkan spektrum interaksi manusia
ke manusia yang begitu luas. Efek COVID-19 pada
instalasi pangkalan militer di luar negeri dapat
disamakan dengan efek di negara kepulauan, negara
bagian kepulauan, dan wilayah kepulauan. Pangkalan
dapat diasingkan, dan penyeberangan dapat dibatasi
dan dipantau, tetapi pangkalan tidak memiliki sumber
daya keberlanjutan organik. Makanan, air, dan bahan
makanan sehari-hari perlu diantar atau dikirim,
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sehingga meningkatkan risiko penyebaran infeksi
COVID-19.

Pelatihan, keahlian, dan sumber daya tambahan
dalam pengaturan perawatan kesehatan perlu
berfokus pada pekerja dan fasilitas perawatan
kesehatan yang memiliki prosedur operasi standar
untuk COVID-19 dan penyakit menular lainnya
yang mencakup sejumlah area seperti prosedur alat
pelindung diri [APD], penetapan dan pembuatan
unit yang terisolasi, peralatan yang diperlukan untuk
membatasi paparan, dan manajemen rantai pasokan
logistik.

Pengawasan hayati akan memerlukan
komunikasi dan koordinasi proaktif dengan para
pakar internasional dan komite militer untuk
mengidentifikasi dan memantau indikator utama pada
fase awal penyakit menular yang mungkin terjadi.
Perlindungan kesehatan pasukan dan pengawasan
hayati harus dikoordinasikan dan diintegrasikan
dengan mitra internasional untuk deteksi dan
peringatan dini.

Pandemi COVID-19 telah memengaruhi sistem
kesehatan di seluruh dunia. Upaya mendatang untuk
meningkatkan sistem perawatan kesehatan, termasuk
sistem kesehatan militer, harus berfokus pada:

* Meningkatkan kapasitas lonjakan rumah sakit
untuk menangani peningkatan yang signifikan
dalam permintaan perawatan kesehatan yang
berkaitan dengan pandemi berskala besar.

* Memastikan tenaga pelayanan kesehatan
garda depan tersedia dan mencukupi untuk
mendukung pekerja yang kewalahan akibat

EU DY Ul d




tuntutan pandemi atau yang sedang sakit.
® Meningkatkan pengawasan, pengumpulan data,
penyelidikan kasus, dan penyebaran informasi.
* Mempercepat penelitian dan pengembangan
pengujian, vaksin, dan terapeutik.

Bagaimana krisis kesehatan masyarakat saat ini
memengaruhi interoperabilitas perawatan kesehatan
militer di antara sekutu, mitra, dan negara-negara
yang berpandangan serupa? Misalnya, bagaimana
mitra tersebut berkolaborasi untuk menyelesaikan
masalah rantai pasokan yang berkaitan dengan APD,
obat-obatan, dan item penting lainnya?

Mitra meningkatkan kesadaran dan pemahaman bersama
tentang indikator penyakit menular dan kemungkinan
strategi untuk digunakan dalam pandemi pada masa
mendatang. Di seluruh bidang tanggung jawab [area

of responsibility atau AOR], berbagai negara telah
mencatatkan kebutuhan seiring perkembangan mereka,
baik untuk APD, obat-obatan, ventilator, ataupun item
lainnya. Kedutaan memproses permintaan tersebut dan
— melalui proses normal yang sudah ada sebelumnya —
Departemen Pertahanan A.S. bermitra ketika diminta
untuk melakukan tugas tertentu atau menyediakan
sumber daya khusus. Mitra utama di seluruh AOR siap
mendukung mereka yang membutuhkan, dan melalui
komunikasi dan kolaborasi kami dapat memaksimalkan
dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Kita semua
berpotensi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang
bagaimana setiap sistem layanan kesehatan memberikan
respons di tengah krisis yang melanda berdasarkan nuansa
sistem individu.

Di seluruh masyarakat, respons pandemi telah
menyoroti sejumlah tantangan dan peluang. Apa
saja pelajaran yang dapat dipetik di arena perawatan
kesehatan militer? Apa hal yang Anda anggap sebagai
keberhasilan dan kesenjangan dalam respons militer
terhadap COVID-19?

Pelajaran yang dapat dipetik:

* Kemampuan untuk lebih mendefinisikan
rangkaian masalah dan memahami hasil yang
berkaitan dengan penambahan kombinasi
peralatan dan personel atau mempertimbangkan
peralatan atau profesional medis sebagai solusi
sumber daya.

Keberbasilan:

® Selain pelajaran universal tentang sistem

perawatan kesehatan, kami juga mengambil
pelajaran universal mengenai kesiapsiagaan.
Pandemi memengaruhi seluruh sektor masyarakat,
dan merencanakan respons strategis suatu
negara memerlukan pandangan lain di luar aspek
kesehatan, seperti sistem pengadaan, rantai
pasokan, dukungan operasional, dan logistik.
Pasukan militer telah dibekali pengalaman
terkait beragam aspek kesiapsiagaan ini dan ini
berkontribusi terhadap sejumlah keberhasilan
militer selama pandemi. Misalnya, pasukan
tersebar di seluruh dunia, termasuk untuk
lingkungan yang ramai. Terlepas dari hal ini,
pasukan militer [A.S.] telah mampu melakukan
vaksinasi terhadap 97,8% personel yang bertugas
aktif. Ini merupakan keberhasilan sesungguhnya
dalam respons kita terhadap pandemi.
Peluang:
Beberapa bidang yang perlu kita tingkatkan
antara lain kemampuan menggabungkan data
kesehatan masyarakat dengan data terkait
faktor-faktor lain yang mendorong terjadinya
pandemi, termasuk faktor penentu lingkungan dan
meteorologi. Modernisasi data dan pendekatan
inovatif terhadap penggunaan data dan informasi,
termasuk penggunaan kecerdasan buatan, akan
meningkatkan kemampuan kita untuk mengelola
pandemi pada masa mendatang.

Laksamana Madya India Rajat Datta, Direktur Jenderal
Layanan Medis Angkatan Bersenjata, menyampaikan sambutan
pembukaan di Pertukaran Kesehatan Militer Indo-Pasifik.

SERSAN SATU ANTHONY J. RIVERA/ANGKATAN LAUT A.S.

Laksamana Muda Angkatan Laut A.S. Pamela Miller, Ahli
Bedah Komando di Komando Indo-Pasifik A.S. saat itu,
menyampaikan sambutan pembukaan di Pertukaran Kesehatan
Militer Indo-Pasifik pada Maret 2022, yang diselenggarakan
oleh USINDOPACOM dan Layanan Medis Angkatan Bersenjata

India. SERSAN SATU ANTHONY J. RIVERA/ANGKATAN LAUT A.S.
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Dapatkah Anda memberi tahu kami tentang
penggabungan kemajuan pada perawatan
kesehatan militer ke dalam perawatan kesehatan
sipil dan sebaliknya? Sehubungan dengan
COVID-19, seberapa penting pendekatan
menyeluruh dalam menanggulangi keadaan
darurat kesehatan masyarakat regional dan global?
Pendekatan menyeluruh adalah elemen terpenting
dalam penanggulangan yang efektif dan efisien terhadap
keadaan darurat regional atau global, termasuk keadaan
darurat terkait perawatan kesehatan. Pendanaan dan
tenaga kerja terlatih selalu menjadi batasan utama untuk
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setiap respons, terutama jika respons tersebut bersifat
global. Contoh kemajuan dalam perawatan kesehatan
militer yang akan menjangkau seluruh masyarakat
adalah pekerjaan yang dilakukan Walter Reed
Army Institute of Research (WRAIR) [Departemen
Pertahanan A.S.] pada vaksin COVID-19. WRAIR
tengah mengembangkan vaksin COVID-19 yang
memberikan respons imun terhadap berbagai varian
SARS-CoV-2. Ini dapat mencegah kebutuhan akan
vaksin baru seiring munculnya varian baru.
Pendekatan menyeluruh menekankan pada
nilai-nilai sosial dan keterlibatan masyarakat serta
kepemimpinan yang tepercaya dan transparan. Hanya
melalui pendekatan menyeluruh kita akan dapat
memastikan bahwa kehidupan dan mata pencaharian
pihak yang paling rentan terlindungi.

Pandemi ini telah menuntut komitmen waktu,
energi, dan sumber daya yang sangat besar oleh
profesi perawatan kesehatan militer selama lebih
dari dua tahun. Apa saja perkembangan penting
selama periode ini di bidang perawatan kesehatan
militer lainnya, seperti HADR?

HADR adalah salah satu bidang keahlian di
Departemen Pertahanan. Pusat Keunggulan
Manajemen Bencana dan Bantuan Kemanusiaan
adalah unit pelaporan langsung ke USINDOPACOM
dan lembaga utama untuk memajukan kesiapsiagaan

bencana dan ketahanan sosial di kawasan Indo-Pasifik.

COVID meningkatkan peluang untuk melibatkan
negara-negara di AOR kami dalam memfasilitasi
pengetahuan dan keahlian regional di HADR.
Selama COVID, berbagai program ini berjalan dan
berkembang di ruang virtual.

Bagaimana era COVID-19 menyiapkan profesi
perawatan kesehatan militer untuk memberikan
respons terhadap pandemi berikutnya?
COVID-19 secara jelas menunjukkan perlunya
komunitas layanan kesehatan untuk berkomunikasi,
berkoordinasi, dan berkolaborasi di semua tingkatan.
Ini memungkinkan individu, tim, organisasi, lembaga,
pemerintah dan militer untuk saling berjejaring,
mengembangkan, dan memperbarui konsep operasi,
rencana, dan operasi.
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COVID-19 menunjukkan ketergantungan
masyarakat — dan militer — terhadap barang
dan bahan habis pakai yang terintegrasi ke dalam
infrastruktur penting pasokan dan pengiriman, dan
ketergantungan yang sangat besar terhadap pasokan
asing. Ada begitu banyak pelajaran yang dapat dipetik
dari COVID-19. Kami telah mempelajari cara
mencegah dan mengobati virus yang benar-benar
baru. Kami juga belajar tentang cara mengatur respons
masyarakat yang majemuk dan menyeluruh terhadap
ancaman melalui komunikasi dan kerja sama.

Apa tantangan logistik dari penyelenggaraan acara
multilateral selama pandemi?
Penyelenggaraan IPMHE merupakan tugas yang
monumental, terutama dengan dinamika COVID-19
yang terus berubah. Awalnya, acara ini akan digelar
secara tatap muka. Lokasi konferensi dan penginapan
ditentukan lebih awal untuk memastikan dukungan
dana. USINDOPACOM mensponsori lebih dari 25
delegasi dari seluruh dunia untuk berpartisipasi, dan
ini tetap dilakukan di tengah kondisi fluktuatif selagi
memantau COVID dengan mitra kami di India.
Dengan lonjakan varian omikron baru-baru
ini, dan tiga minggu hingga pelaksanaan acara,
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semua rancangan acara diubah menjadi virtual. Ini
membutuhkan pengaturan lingkungan virtual dan
beberapa ruang simultan untuk mengakomodasi semua
presentasi dan pembicara. Beberapa presentasi perlu
direkam terlebih dahulu agar topik dapat diakses oleh
beberapa pengguna dan pada beberapa zona waktu.
Kami juga perlu mengumpulkan dan menyiapkan
presentasi yang direkam sebelumnya.

Apa hal paling menarik tentang perkembangan
dalam perawatan kesehatan militer yang Anda
pelajari di IPMHE?

Penerapan kedokteran militer mengenai kecerdasan
buatan, wearable, dan teknologi yang menambah
kemampuan untuk memantau kesehatan dan
meningkatkan pengawasan, serta kinerja.

Seberapa bermanfaat acara seperti IPMHE
dalam meningkatkan keahlian, efektivitas, dan
interoperabilitas organisasi perawatan kesehatan
militer sekutu dan mitra di Indo-Pasifik dan
sekitarnya? Bagaimana Anda memperkirakan
perkembangan IPMHE dalam beberapa tahun
mendatang, mengingat adanya sejumlah faktor
sepert perluasan penerapan teknologi virtual?

Pasokan bantuan COVID-19
yang disumbangkan oleh
Badan Pembangunan
Internasional A.S. tiba di
New Delhi.

MARTHA VANLIESHOUT/BADAN PEMBANGUNAN
INTERNASIONAL A.S.

Acara dan konferensi besar multinasional dan
multilateral seperti [IPMHE dan KT'T Keamanan
Kesehatan Sipil Militer disusun di atas kemitraan

dan hubungan A.S. dan asing dalam komunitas medis
untuk meningkatkan kemampuan satu sama lain untuk
secara efektif dan efisien memberikan perawatan tidak
hanya kepada personel militer, melainkan juga kepada
semua warga negara.

Acara ini begitu penting untuk membina
hubungan serta bertukar bakat dan keahlian yang
bernilai di bidang medis agar menguntungkan
seluruh kawasan. Ini juga memberikan kesempatan
keterlibatan tindak lanjut mengenai riset, kolaborasi,
dan pertukaran tenaga ahli dalam lingkungan
kedokteran ilmiah atau operasional. Selain itu,
platform ini memungkinkan semua negara, baik besar
maupun kecil, untuk menampilkan bakat dan keahlian
yang ada di negara mereka.

Kami telah berulang kali membuktikan dalam
beberapa tahun terakhir bahwa keterlibatan ini dapat
berlangsung di ruang virtual. Namun demikian, umpan
balik yang banyak disampaikan adalah bahwa tidak ada
yang dapat menggantikan nilai keterlibatan pribadi
dalam acara dan menjalin hubungan yang hanya dapat
dioptimalkan di lokasi tatap muka. O
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MELAWAN ANCAMAN

AEAMANAN NONTRADIGICNAL

BERBAGAI NEGARA HARUS MENCIPTAKAN KEMITRAAN KUAT UNTUK
MENGHADAPI TANTANGAN REGIONAL YANG TERUS BERKEMBANG

ergeseran gagasan keamanan sejak berakhirnya

Perang Dingin mengakibatkan akomodasi ancaman

nonmiliter — dengan demikian, nontradisional

— terhadap keamanan. Keamanan nontradisional

(NTS) meliputi kekhawatiran keamanan manusia,

seperti perubahan iklim, kekurangan sumber daya
seperti energi dan makanan, penyakit menular, bencana
alam, kejahatan transnasional, perdagangan manusia dan
narkoba, dan migrasi massal. Para analis menyebut hal
ini sebagai fokus keamanan-pembangunan manusia. Area
NTS ini biasanya berada di luar lingkup diskusi tentang
ancaman yang lebih mendesak terhadap keamanan
nasional seperti penyusupan teritorial. Penanganan
terhadap tantangan ini juga kerap kali membutuhkan
keterlibatan pelaku transnasional.

Laporan ini mengkaji bagaimana kerja sama terkait
ancaman keamanan nontradisional dapat menjadi katalis
untuk membangun kemitraan yang lebih kuat di kawasan
Indo-Pasifik. Laporan ini menelusuri dua segmen yang
berbeda tetapi saling berkaitan. Pertama, mengidentifikasi
isu penting yang memengaruhi negara-negara di kawasan
Asia Selatan dan "Tenggara, serta negara-negara kepulauan
Pasifik. Kedua, menganalisis cara platform kerja sama
seperti Dialog Keamanan Kuadrilateral, atau Quad,
Forum Regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara (ASEAN), Blue Dot Network, dan Asosiasi
Negara-Negara Lingkar Samudra Hindia (Indian Ocean
Rim Association atau IORA) dapat mengurangi masalah
NTS dan memberikan peluang bagi negara dalam hal
tata kelola keamanan yang lebih baik dan kerja sama
antarpemain di kawasan tersebut.

MASALAH KEAMANAN
NONTRADISIONAL: IKHTISAR

Asia Selatan

Asia Selatan telah mengalami rentetan bencana alam.
Pada 2004, misalnya, gempa bumi dan tsunami memorak-
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porandakan kota-kota kecil di sekitar Samudra Hindia.
Pada 2007, Siklon Sidr melanda Sri Lanka, India,
Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh, dan pada akhirnya,
menyebabkan petaka. Pada 2020, hampir 5 juta orang

di Bangladesh, Bhutan, India, dan Myanmar harus
mengungsi akibat terpaan Siklon Amphan. Itu adalah
salah satu pengungsian terbesar di dunia yang disebabkan
oleh bencana alam. Berbagai bencana ini menyebabkan
kerugian ekonomi dan menimbulkan banyak korban
jiwa. Sering kali, dampaknya diperparah dengan sistem
peringatan dini yang kurang memadai dan respons yang
tidak efektif.

Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara di
kawasan tersebut telah menghadapi peningkatan ancaman
NTS terkait perubahan iklim. Panel Antarpemerintah
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim
memprediksi bahwa kenaikan permukaan air laut akan
membawa efek malapetaka di daerah dataran rendah
kawasan tersebut. Sementara itu, menyusutnya gletser
yang terlihat di Himalaya, dapat menimbulkan ancaman
besar bagi sistem sungai.

Selain itu, migrasi yang disebabkan oleh perubahan
iklim terus meningkat. Dalam laporan tahun 2018, Bank
Dunia memprediksi bahwa lebih dari 140 juta orang
akan bermigrasi dari negara asalnya pada tahun 2050
karena perubahan iklim. Migrasi yang disebabkan oleh
perubahan iklim tidak hanya meningkatkan ketegangan
dan ketidaksetaraan, melainkan juga membawa
konsekuensi bagi akses ke layanan penting seperti
pendidikan dan perawatan kesehatan. Bangladesh,
misalnya, telah menjadi titik rawan untuk fenomena
ini. Masuknya pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar
merupakan tantangan tambahan bagi Bangladesh.
Menurut Komisioner Tinggi P.B.B. untuk Pengungsi,
dari 1 juta pengungsi Rohingya dan pencari suaka
dari Myanmar di negara tetangga, 860.000 berada di
Bangladesh.



Dalam hal ini, berbagai macam langkah migrasi
dapat dipertimbangkan, termasuk penyertaan migrasi ke
dalam prakarsa pembangunan nasional; menyinergikan
kerangka tentang migrasi dan bantuan kemanusiaan; dan
mengembangkan program pelatihan respons kemanusiaan
yang komprehensif untuk pemangku kepentingan
setempat. Strategi lain dapat mencakup meningkatkan
kemitraan publik-swasta; memastikan keterlibatan
kelompok masyarakat sipil; dan memberdayakan
komunitas migran dan diaspora.

Asia Tenggara

Asia "Tenggara terus menjadi titik panas bagi kartel
narkoba ilegal yang beroperasi di Segitiga Emas, yang
dianggap sebagai daerah penghasil narkoba terbesar kedua
di dunia dan produsen opium terkemuka.

P.B.B. memperkirakan bahwa budidaya poppy di
Myanmar telah meningkat tiga kali lipat sejak tahun
2006 dan sekarang mencakup 60.703 hektare. Terlepas
dari pertumbuhan ekonomi di Myanmar prakudeta,
daerah-daerah pinggiran masih belum tersentuh oleh
proyek pembangunan. Oleh karena itulah kegiatan seperti
budidaya bunga poppy terus berkembang. Meskipun PBB
telah mencoba mengintervensi dengan memperkenalkan
substitusi tanaman di Myanmar, serta di Laos,
perdagangan narkoba telah berkembang pesat, sehingga
menimbulkan tantangan bagi negara lain.

Vietnam, misalnya, yang memiliki beberapa undang-
undang narkoba paling ketat di dunia, merupakan pusat
transit heroin dan metamfetamin. Negara-negara seperti
Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Selatan,
bersama negara-negara ASEAN, menyaksikan pergeseran

Kapal-kapal Pasukan.Bela.Diri-Maritim-Jepang dan-Angkatan
Laut A.S., berlayar dalam formasi di-Laut Filipina 'selama latihan
Noble Fusion. sersan TAYLOR CRENSHAW/ANGKATAN-LAUT A.S.

dari penggunaan heroin ke stimulan jenis amfetamin yang
diselundupkan dan diperdagangkan dari Segitiga Emas.
Seperti di Asia Selatan, negara-negara di Asia Tenggara
— terutama Indonesia, Myanmar, Filipina, Thailand,
dan Vietnam — mengalami ancaman yang berkaitan
dengan perubahan iklim. P.B.B. memprediksi bahwa
risiko banjir dan kekeringan akan meningkat di Asia
"Tenggara dalam 10 tahun mendatang, yang menyebabkan
kerugian ekonomi sebesar 3% produk domestik bruto
untuk Filipina, 2% untuk Laos, dan lebih dari 1,5% untuk
Kamboja.
Ancaman lain juga sama besarnya: Jumlah hutan
di Indonesia telah turun dari 65,4% pada tahun 1990
menjadi 50,2% pada tahun 2013 karena eksploitasi
minyak sawit yang berlebihan; limbah plastik dari
beberapa negara Asia Tenggara (bersama RRT) mencakup
setengah dari semua limbah plastik di samudra dunia;
dan negara-negara seperti Indonesia dan Filipina secara
permanen terancam oleh gempa bumi dan bencana
terkait, mengingat lokasinya di Cincin Api Pasifik.

Negara-Negara Kepulauan Pasifik

Meskipun emisi gas rumah kaca dari negara-negara
kepulauan Pasifik tetap rendah, ancaman pemanasan
global ke pulau-pulau ini, khususnya kenaikan
permukaan laut, tidak dapat dianggap remeh. Negara-
negara ini juga mengalami kejahatan transnasional,
bencana alam, dan eksploitasi sumber daya secara ilegal
serta tidak berkelanjutan. Mereka sering memiliki
sumber daya yang terbatas untuk memerangi ancaman
dan, oleh karena itu, akan membutuhkan bantuan
kemitraan multilateral.
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Tentara Angkatan Darat Filipina menyediakan makanan untuk
korban Topan Odette, yang juga dikenal sebagai Topan Rai, yang
merupakan badai terkuat dan paling merusak yang melanda Filipina
pada tahun 2021. reuters

BERKOLABORASI MENGATASI

ANCAMAN NONTRADISIONAL

Ada banyak sekali kemitraan yang dirancang untuk
memperkuat keamanan konvensional. Namun, hal
terpenting adalah memperluas cakupan mekanisme yang
ada untuk mencakup penanggulangan ancaman N'T'S dan
untuk membuat kerangka kerja sama baru.

Selama bertahun-tahun, kerangka keamanan regional
ASEAN terus diuji oleh tantangan N'T'S. Ini termasuk
krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, wabah sindrom
pernapasan akut berat pada tahun 2002-03, epidemi
flu burung pada tahun 2007 dan, terakhir, pandemi
COVID-19 yang meluas secara global pada tahun 2020.

ASEAN telah membentuk sejumlah mekanisme untuk
menghadapi tantangan tersebut. Misalnya, Perjanjian
ASEAN Mengenai Penanggulangan Bencana dan
Tanggap Darurat adalah tulang punggung kebijakan
bagi negara-negara anggota untuk meningkatkan upaya
bersama guna mengurangi risiko serta menanggapi
bencana. Sementara itu, ASEAN Regional Forum adalah
tempat para anggota membahas masalah keamanan dan
mengembangkan langkah-langkah kooperatif untuk
meningkatkan perdamaian dan keamanan di kawasan ini
melalui pembentukan kebijakan. Di sisi lain, Komunitas
Politik-Keamanan ASEAN telah membuka jalan bagi
negara-negara untuk melakukan kerja sama keamanan dan
mengejar keselarasan politik.

Rencana Tindakan ASEAN Menentang Perdagangan
Orang terutama Perempuan dan Anak, menguraikan
langkah-langkah spesifik dalam batas undang-undang
dan kebijakan domestik negara-negara anggota ASEAN,
serta kewajiban internasional terkait. Rencana tindakan
ini bertujuan untuk mengatasi tantangan regional umum
yang dialami semua negara anggota.

Pada awal 2020, negara-negara anggota ASEAN
menanggapi pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan
perintah pembatasan pergerakan dan meluncurkan
pembagian informasi.
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ASEAN juga bekerja sama dengan negara lain pada
platform yang berbeda, misalnya, prakarsa ASEAN
Plus Tiga dengan Jepang, RRT, dan Korea Selatan.
Blok ini juga bekerja sama dengan India dalam Latihan
Penanggulangan Bencana Forum Regional ASEAN.
Memang, India bercita-cita untuk membangun hubungan
erat dengan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan
Kemanusiaan Penanggulangan Bencana. Di tengah
pandemi COVID-19, India juga menyatakan kesediaannya
untuk bekerja sama dengan ASEAN dalam memproduksi
obat generik dan teknologi medis.

Blue Dot Network

Australia, Jepang, dan Amerika Serikat meluncurkan
Blue Dot Network pada tahun 2019 untuk
mempromosikan pembangunan infrastruktur. Dengan
kolaborasi bersama berbagai negara seperti India,
jaringan ini menekankan proyek berkelanjutan, termasuk
melalui sertifikasi. Perjanjian jaringan utama berurusan
dengan proyek “kota cerdas” di negara-negara ASEAN.
Beberapa negara juga telah mengusulkan Blue Dot
Marketplace untuk membantu negara-negara mencapai
infrastruktur berkelanjutan dengan mengidentifikasi
kemungkinan dampaknya terhadap ketahanan pangan,
bencana, dan kesehatan.

Asosiasi Negara-Negara Lingkar Samudra Hindia
IORA bertujuan untuk memperkuat kerja sama

regional dan pembangunan berkelanjutan melalui 23
negara anggotanya dan 10 mitra dialog. Kelompok ini
menangani banyak tantangan keselamatan dan keamanan
tradisional dan nontradisional yang dihadapi anggotanya,
termasuk pembajakan, perampokan bersenjata di

laut, terorisme, perdagangan manusia, migrasi tanpa
dokumen, dan perdagangan satwa liar, narkoba, serta
senjata. Ada juga tantangan seperti penangkapan ikan
ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (IUU),
degradasi kesehatan laut, dan eksploitasi sumber daya
laut secara ilegal, yang semuanya diperparah oleh
perubahan iklim.

Pada Januari 2021, pertemuan kelompok ahli IORA
pertama guna membahas manajemen risiko bencana
menetapkan peta jalan untuk membentuk Kelompok
Kerja IORA untuk Manajemen Risiko Bencana.

Negara-negara anggota juga menyelesaikan pedoman
operasi bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana
(humanitarian assistance and disaster relief atau HADR)
di Samudra Hindia. IORA harus memperkuat kerja sama
untuk memerangi ancaman keamanan nontradisional,
berdasarkan proposal Rencana Tindakan IORA untuk
kelompok kerja permanen terkait keselamatan dan
keamanan maritim.

BIMSTEC

Prakarsa Teluk Benggala untuk Kerjasama Teknis dan
Ekonomi Multi-Sektoral (The Bay of Bengal Initiative
for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation



atau BIMSTEC) — yang terdiri atas Bangladesh, Bhutan,
India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand —
telah mengidentifikasi perjuangan melawan terorisme
dan kejahatan internasional terorganisir sebagai salah
satu prasyarat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan
untuk memelihara perdamaian di kawasan itu. Konvensi
BIMSTEC tentang Kerja Sama dalam Memerangi
"Terorisme Internasional, Kejahatan Terorganisir
"Transnasional, dan Perdagangan Narkoba Ilegal, yang
diadopsi pada tahun 2009, adalah langkah-langkah
membangun kepercayaan bagi negara-negara anggota
untuk melawan tantangan tersebut bersama-sama,

yang tunduk pada undang-undang dan peraturan
domestik mereka.

Meskipun konvensi 15 pasal itu tidak menyebutkan
perdagangan manusia atau migrasi yang tidak
terdokumentasi, penasihat keamanan nasional anggota
BIMSTEC telah bertemu setiap tahun dan negara-
negara itu sedang dalam proses meratifikasi mekanisme
kerja sama. Penasihat keamanan nasional kemudian
akan mengembangkan langkah-langkah kerja sama
dan koordinasi dalam penegakan hukum, intelijen, dan
keamanan. Hal ini dapat mendongkrak kapasitas aparat
keamanan dan memungkinkan pembagian informasi
secara waktu nyata. Dalam manajemen bencana,
BIMSTEC dapat memfasilitasi kerja sama pembangunan
kapasitas dengan berbagi pengetahuan dan keahlian
teknis, membingkai prosedur operasi standar, serta
menciptakan dan mendanai satuan tanggap bencana.

FORUM MINILATERAL
Quad
Dialog Keamanan Kuadrilateral, atau Quad, adalah
kemitraan strategis di antara Australia, India, Jepang, dan
A.S. yang memanfaatkan minat bersama para anggota
dalam memastikan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.
Agenda Quad mencakup kerja sama di berbagai bidang,
seperti teknologi dan bahan kritis, rantai pasokan yang
andal, infrastruktur, kecerdasan buatan, komputasi
kuantum, masalah siber, respons COVID-19, produksi
vaksin, dan perubahan iklim, dan dapat mencakup negara-
negara ASEAN dalam kerja sama berbasis isu.

Quad juga mengembangkan arsitektur yang kuat untuk
manajemen dan pembangunan kapasitas bencana di Indo-
Pasifik.

Trilateral Australia-India-Jepang

Pentingnya geostrategis Indo-Pasifik dapat menjadi
titik yang sempurna bagi Australia, India, dan Jepang
untuk membangun kerja sama serta memajukan tatanan
berbasis aturan.

Ketiga negara tersebut berkomitmen untuk saling
menyediakan HADR untuk negara-negara tetangganya.
Selanjutnya, India dan Jepang telah melakukan latihan
bersama yang berfokus pada operasi HADR. Pandemi
COVID-19 juga telah memungkinkan ketiga negara
untuk bekerja sama pada pengembangan ilmiah dan

Seorang perwira Indonesia menjaga kapal Vietnam yang dicurigai
melakukan penangkapan ikan ilegal di zona ekonomi eksklusif
Indonesia. reuters

kapasitas penelitian dengan berbagi pasokan medis dan
operasi HADR.

"Tantangan lain adalah penangkapan ikan TUU,
yang telah menguat karena permintaan konsumen dan
mengancam untuk memperparah kelangkaan sumber daya.
Ada juga ancaman kejahatan maritim seperti pembajakan,
perdagangan dan penyelundupan, serta kerja paksa. Sebagai
rumah bagi komunitas nelayan besar, Australia, India, dan
Jepang harus memperluas jangkauannya dengan bekerja
sama melalui IORA, serta platform tertarget lainnya seperti
Komisi Tuna Samudra Hindia.

Tatanan Regional Baru

Munculnya kelompok trilateral, minilateral, dan
multilateral, serta sinergi bilateral yang makin tumbuh
di antara negara-negara dengan pemikiran serupa,
merupakan perkembangan kunci yang membentuk
tatanan regional baru. Pada saat yang sama, pilihan
strategis yang dirancang sesuai dengan kepentingan dan
tujuan nasional akan terus menjadi ciri khas kawasan
Indo-Pasifik.

Negara-negara harus mengejar strategi regional dan
rencana tindakan yang mengatasi berbagai ancaman
keamanan nontradisional. Aktor negara dan non-negara
dapat membangun kerangka kerja dan prakarsa regional
yang ada serta menyusun rencana tindakan yang lebih
tepat sasaran.

Kerja sama berbasis fungsi yang berfokus pada
sasaran yang nyata dan terukur dengan cepat menjadi
mode kerja sama yang disukai, di samping format
kemitraan tradisional yang didasarkan pada kepentingan
ekonomi atau keamanan. Platform minilateral yang telah
muncul di Indo-Pasifik selama beberapa tahun terakhir
berorientasi pada struktur kerja sama berbasis fungsi. Ini
dapat menguntungkan kemajuan di bidang keamanan
nontradisional. O

Observer Research Foundation, yang berbasis di New Delhi, India, awalnya menerbitkan
artikel ini pada Maret 2022. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.
Akses laporan asli secara lengkap di https://www.orfonline.org/research/strengthening-
partnerships-to-counter-non-tradisional-security-threats-in-the-indo-pacific/.
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Taiwan
memperkenalkan !
langkah-langkah
untuk menggagalkan
serangan ekonomi
RRT terhadap

\ industrinya
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ara penangkap mata-mata Taiwan telah

meluncurkan penyelidikan atas sekitar 100

perusahaan Tiongkok yang diduga membajak

insinyur semikonduktor dan talenta teknologi
lainnya secara ilegal, ujar seorang pejabat senior di Biro
Investigasi pulau itu pada April 2022.

Ini terjadi setelah tujuh perusahaan dituntut sejak
awal 2021 dan termasuk 27 perusahaan yang telah
digerebek atau yang pemiliknya telah dipanggil untuk
diinterogasi oleh biro, ujar pejabat tersebut.

Negara adidaya teknologi Taiwan membuat sebagian
besar microchip dunia, yang digunakan dalam segala hal
mulai dari jet tempur hingga ponsel, dan pemerintah
telah lama mengkhawatirkan upaya Tiongkok untuk
meniru kesuksesan itu, termasuk melalui spionase
ekonomi, pembajakan talenta, dan metode lainnya.
Korea Selatan, pesaing terdekat Taiwan, menguasai
sekitar 17% pasar.

Institut Penelitian Semikonduktor Taiwan
menampilkan dua chip di fasilitasnya di Hsinchu.

Sebagai rumah bagi industri raksasa TSMC dan
menyumbangkan 92% dari kapasitas manufaktur
semikonduktor paling canggih di dunia, Taiwan
memproduksi chip terkecil dan tercepat, dan memiliki
hal yang dibutuhkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
— keahlian chip.

Hingga saat ini, industri microchip terkemuka di
pulau ini telah berfungsi sebagai perisai pertahanan dari
segala macam ancaman. Karena industri semikonduktor
sangat penting bagi perekonomian RRT, Taiwan
mempertimbangkan bahwa tindakan militer yang
akan membahayakan pabrik fabrikasinya hanya akan
dilakukan sebagai upaya terakhir, demikian ungkap para
analis.
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Kekurangan chip global dan sasaran untuk memiliki
pasokan mandiri chip canggih yang diproklamasikan
oleh Beijing — yang semakin digaungkan oleh Sekretaris
Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping setelah
perang dagang dengan Amerika Serikat — telah

mempersengit perebutan talenta teknik dan meningkatkan

risiko untuk Taiwan.

"Taiwan merespons pada Desember 2020 dengan
membentuk satuan tugas dalam Biro Investigasi
Kementerian Kehakiman, organisasi penangkap mata-
mata utamanya, untuk mengatasi pembajakan.

Kasus yang melibatkan penggerebekan atau interogasi
hanya mewakili “puncak gunung es”, ungkap pejabat
biro senior, yang meminta untuk tetap anonim agar
penyelidikan tidak terhambat.

Biro Investigasi mengatakan komentar pejabat itu
mewakili pandangannya.

KEGIGIHAN YANG
MENINGKAT

Meningkatnya tekanan militer
dari RRT, yang mengklaim
Taiwan yang memiliki pemerintah
mandiri sebagai wilayahnya, telah
memperkuat tekad Taipei untuk
melindungi supremasi chipnya.

Agresi RRT juga telah
meningkatkan kekhawatiran
di antara banyak negara bahwa
pengambilalihan RRT atas industri
"Taiwan dapat menyebabkan
konflik yang lebih luas mengingat
ketergantungan AS terhadap chip
tersebut. Respons multilateral dan
upaya global untuk membangun
ketahanan rantai pasokan juga dapat
membantu melindungi industri
microchip Taiwan, demikian
menurut studi yang dilakukan
oleh Center for a New American
Security pada Januari 2022.

Pada bulan Februari 2022, pemerintah Taiwan
mengusulkan undang-undang untuk mencegah RRT
mencuri teknologi chipnya di tengah meningkatnya
kekhawatiran bahwa Beijing meningkatkan spionase
ekonominya.

Kabinet Taiwan mengusulkan pelanggaran baru untuk
spionase ekonomi berdasarkan undang-undang keamanan
nasional, dengan menetapkan hukuman hingga 12 tahun
penjara untuk membocorkan teknologi inti kepada RRT
atau “kekuatan musuh asing.”

Menggunakan teknologi pembuatan chip 2 nanometer
TSMC yang paling canggih sebagai contohnya, juru
bicara Kabinet Lo Ping-cheng mengatakan teknologi
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tersebut dapat dianggap penting bagi keamanan Taiwan
berdasarkan undang-undang baru, dan dengan demikian
memerlukan perlindungan ekstra di samping undang-
undang yang ada tentang rahasia dagang.

“Semua orang tahu bahwa TSMC ... memiliki
teknologi terdepan di dunia,” ungkap Lo. “Akan ada
dampak yang signifikan jika teknologi mereka dicuri.”

Pengadilan yang ditunjuk untuk spionase ekonomi
akan didirikan untuk mempercepat uji coba, tambah Lo.

Pemerintah juga telah mengusulkan pengetatan
undang-undang untuk mencegah perusahaan Tiongkok
membajak talenta Taiwan secara ilegal melalui
perusahaan yang didirikan di negara ketiga. Parlemen
"Taiwan harus meloloskan revisi tersebut sebelum
menjadi undang-undang.

Otoritas Taiwan telah memperkuat hukuman atas
investasi Tiongkok di Taiwan
melalui metode ilegal, yang
menurut pemerintah telah
menyebabkan banyak kasus
spionase industri dalam beberapa
tahun terakhir.

“Penyusupan di dalam industri
"Taiwan dari rantai pasokan merah
semakin parah dalam beberapa
tahun terakhir,” ungkap Perdana
Menteri Taiwan Su Tseng-chang
dalam sebuah pernyataan yang
mengacu pada pemasok teknologi
Tiongkok. “Mereka membajak
talenta teknologi tinggi bangsa
kami dan mencuri teknologi inti
dan kunci negara itu.”

Pada Maret 2022, Biro
Investigasi melakukan operasi
terbesarnya hingga saat ini, yaitu
penggerebekan terhadap delapan
perusahaan yang bertujuan untuk
melawan apa yang dianggapnya
sebagai “aktivitas ilegal pembajakan
talenta dan pencurian rahasia oleh Partai Komunis
Tiongkok.”

TRIK YANG DIGUNAKAN
Mempekerjakan insinyur Taiwan sah-sah saja dilakukan
oleh perusahaan Tiongkok. Namun demikian, undang-
undang Taiwan melarang investasi Tiongkok di beberapa
bagian rantai pasokan semikonduktor, termasuk desain
chip, dan mengharuskan peninjauan untuk area seperti
pengemasan chip, sehingga sulit bagi perusahaan chip
Tiongkok untuk beroperasi secara sah di pulau itu.
Insinyur Taiwan dapat pergi ke Tiongkok, namun
banyak yang lebih menyukai kualitas hidup di pulau ini,
terutama karena pembatasan COVID-19 menjadikan
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Seorang insinyur bersiap menguji sebuah chip di Institut Penelitian Semikonduktor Taiwan.

perjalanan lebih sulit dilakukan.

Satu kasus yang sedang diselidiki melibatkan
perusahaan yang mengaku sebagai perusahaan analisis
data Taiwan, yang menurut otoritas merupakan lengan
dari perusahaan chip yang berbasis di Shanghai yang
mengirimkan cetak biru desain chip ke RRT, demikian
menurut pejabat senior dan seorang kolega.

Pada pertengahan Maret 2022, setelah hampir
setahun pengawasan, Biro Investigasi memanggil pemilik
perusahaan untuk diinterogasi. Pejabat menolak untuk
mengidentifikasi perusahaan tersebut karena tuntutan
belum diajukan.

"Taktik lain yang digunakan termasuk memasukkan
unit-unit ke suaka pajak seperti Kepulauan Cayman,
sehingga sulit untuk mengidentifikasi investasi dari RRT.

Starblaze Technology, perusahaan desain sirkuit
terintegrasi yang berpusat di Tiongkok, telah dituduh
menjalankan pusat penelitian dan pengembangan di
pusat teknologi Taiwan Hsinchu tanpa persetujuan.
Perusahaan itu diduga melakukan wawancara kerja
melalui Zoom dan menggunakan perusahaan Hong
Kong untuk menangani penggajian dan asuransi,
demikian menurut dokumen pengadilan.

"Tongtu Microelectronics, sebuah perusahaan afiliasi
negara Tiongkok, dituduh memiliki kantor ilegal yang
menggaji karyawannya dalam dolar A.S. melalui rekening
luar negeri yang ditransfer melalui anak perusahaan

yang berbasis di Hong Kong. Para terdakwa dinyatakan
bersalah pada Januari 2022.

PALING DICARI

Lucy Chen, wakil presiden direktur Isaiah Research yang
berbasis di Taipei, mengatakan bahwa pada tahun 2021,
perusahaan chip Tiongkok datang dengan tawaran gaji
dua sampai tiga kali tingkat setempat. Karyawan yang
paling dicari adalah desainer sirkuit terintegrasi, yang
dapat bekerja dari jarak jauh.

Meskipun sulit untuk menyaingi gaji tersebut,
perusahaan setempat bertujuan untuk memberikan
pengembangan karier jangka panjang dan manfaat di
lokasi seperti pusat penitipan anak, pijat, dan gym, ungkap
seorang eksekutif perusahaan chip Hsinchu.

Mereka yang bersedia dibajak ke sana berisiko tidak
lagi menemukan pekerjaan di perusahaan teknologi
"Taiwan serta dipermalukan secara publik. Beberapa
eksekutif senior T'SMC yang bekerja untuk SMIC di RRT
telah dicap sebagai pengkhianat di media Taiwan.

Pihak berwenang sedang berusaha meningkatkan
hukuman untuk pembajakan. Hukuman penjara
maksimum ditetapkan menjadi tiga kali lipat menjadi
tiga tahun, dengan denda tertinggi melonjak dari 81
juta rupiah (5.200 dolar A.S.) menjadi 8,1 miliar rupiah
(520.525 dolar A.S). O

Staf FORUM memberikan kontribusi pada laporan ini.

IPD FORUM 59



60

TOKO MI
INSTAN

SEBUAH TOKO DI THAILAND
MENYEDIAKAN TUR KULINER
HIDANGAN POPULER DI INDO-
PASIFIK

KISAH DAN FOTO OLEH REUTERS

D Thailand, negara yang tersohor akan kuliner dan
makanan jalanannya yang penuh cita rasa dan
pedas, mi instan mungkin tampak kurang pas untuk menjadi

kuliner populer.

Namun bagi remaja seperti Ratchadaporn Krongngam,
toko yang menyediakan lebih dari 70 jenis mi instan dari
seluruh Indo-Pasifik — dan memungkinkan Anda memasak
dan menyantapnya segera — adalah pengalaman yang wajib
dinikmati.

Sejak Good Noodle dibuka di mal Bangkok pada
Oktober 2021, gerai ini telah menyaksikan ribuan
pelanggan muda menjelajahi rak mi berwarna oranye cerah
dari seluruh kawasan, termasuk Tiongkok, Hong Kong,
Indonesia, Korea Selatan, dan Taiwan.

“Ini kunjungan ketiga saya,” ungkap Ratchadaporn,

18 tahun. "Saya menyukai tempat ini karena saya ingin
mencoba jenis mi instan yang baru dan berbeda, sebab saya
ingin tahu semua rasa mi instan.”

Pelanggan sering bersantap di toko ini, dan mereka
dapat memasak sendiri makanan tiga menit ini, yang
harganya berkisar antara 6 sampai 250 baht (0,18 hingga
7,46 dolar A.S.).

Sirayakorn Charoenthat, 18 tahun, mengatakan bahwa
harga-harga itu wajar bagi para siswa daripada bersantap di
restoran.

Mi instan sangat populer di beberapa negara Indo-
Pasifik berkat cita rasa, fleksibilitas, kenyamanan, dan
harganya yang murah, meskipun para ahli kesehatan
memperingatkan untuk tidak mengonsumsi terlalu banyak
makanan olahan ini karena tidak memiliki nutrisi utama.

Direktur utama Good Noodle, Ungkool Wongkolthoot,
mengatakan ia menjelajahi banyak toserba dan supermarket
di Bangkok selama pandemi COVID-19 untuk semua
jenis mi instan yang berbeda yang dapat ia temukan, yang
ternyata berjumlah lebih dari 350.

Dengan ini, ia melihat adanya peluang bisnis.

“Saya ingin memberi pelanggan pengalaman instan
dengan mi,” ungkapnya. “Bukan hanya sekadar membeli
mi dari toserba atau supermarket lain, lalu melupakannya
di rumah.”

IPD FORUM







62

IPD FORUM

Prospek dan Kemungkinan

Memperluas kerja sama keamanan di Indo-Pasifik

DR. NG ENG HEN/KEMENTERIAN PERTAHANAN SINGAPURA

erakhir kali saya berbicara di Forum
I Putrajaya adalah empat tahun lalu.

Bisa dibilang bahwa sejak kita bertemu
empat tahun yang lalu, dunia telah berubah,
yang diakibatkan oleh tidak hanya satu,
tetapi dua peristiwa penting — COVID dan
invasi Ukraina oleh Rusia. Semua tantangan
tunggal ini telah menguji pengaturan, aliansi,
dan kemitraan yang ada lewat tekanan yang
diberikan, yang menyibak kesenjangan dan
kerentanan. Kita harus mengatasi hal ini
bersama-sama, sebab tidak ada satu negara pun
yang dapat melakukannya sendirian. Tantangan
transnasional lain yang disebutkan oleh rekan
saya Dato Seri Hishammuddin Hussein di
Malaysia dengan tepat, seperti terorisme,
perubahan iklim, dan bencana alam, mungkin
telah surut dari fokus selagi kita menangani
kedua peristiwa ini, tetapi semua tantangan ini
juga dapat mengejutkan negara-negara kita di
masa depan.

COVID dan konflik Ukraina-Rusia telah
berdampak secara global, dan jauh melampaui
ranah keamanan. Ada benang merah dari
keduanya yang dapat dijadikan pelajaran untuk
mengembangkan atau memperkuat prakarsa yang
ada agar kawasan kita, atau setidaknya ASEAN
[Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara]
lebih tangguh. Ada cukup banyak tantangan,
tetapi saya akan berfokus pada tiga hal.

Pertama, gangguan rantai pasokan.

Dengan COVID, saya rasa kita semua pernah
mengalaminya di negara-negara kita. Kita telah
menyaksikan hal yang terjadi selama karantina
wilayah nasional yang menyetop aliran bahan
baku dan barang jadi. Saya yakin ini terjadi di
banyak negara lainnya. Hal ini menyebabkan
kekurangan produk dan bahan pokok konsumen
penting, suku cadang elektronik, seperti
semikonduktor, dan bahkan pasokan medis
penting, seperti alat pelindung diri. Konflik
Ukraina-Rusia juga memiliki dampak yang
serupa. Harga komoditas dan BBM sudah
melonjak tajam. Rusia adalah eksportir gandum
teratas di dunia, dan bersama Ukraina, negara

“keranjang roti Eropa”, menyumbangkan hampir
sepertiga dari ekspor gandum dunia. Rusia juga
memasok sekitar 40% gas alam Eropa dan sekitar
seperempat impor minyak mentah Uni Eropa.

Pada tingkat agregat, ASEAN adalah
eksportir bersih produk pertanian. Kita
harus mengeksplorasi mekanisme untuk
mengumpulkan sumber daya demi membangun
ketahanan dan meminimalkan gangguan di
kawasan kita selama masa krisis. ASEAN telah
berkomitmen terhadap pernyataan bersama oleh
menteri pertanian dan kehutanan pada tahun
2020 untuk memastikan ketahanan pangan,
keamanan pangan, dan gizi di kawasan ini di
tengah COVID, dan juga melalui Dana Tanggap
Darurat COVID-19 ASEAN, yang membantu
negara-negara anggota mendapatkan persediaan
dan peralatan medis yang diperlukan untuk
memerangi pandemi. ASEAN juga berupaya
memperluas pengecualian tarif untuk sederet
barang pokok, dan bahkan memperluasnya untuk
mencakup barang makanan pokok dan produk
terkait vaksin. Semua prakarsa ini baik, tetapi
kita perlu berbuat lebih.

Tantangan kedua yang dihadapi adalah
persaingan dan aliansi geopolitik. Di dunia
yang sempurna, perjuangan kita melawan
COVID yang merupakan tantangan kesehatan
publik seharusnya menjadi hal yang umum,
terlepas dari ideologi atau afiliasi politik,
ekonomi maju maupun berkembang. Kita semua
tahu bahwa kita tidak hidup di dunia yang
sempurna. Namun demikian, banyak lembaga
multilateral yang menghadapi kesulitan dalam
menciptakan tindakan terkoordinasi di dunia
yang terpolarisasi. Distribusi dan pilihan vaksin
pun dapat dipolitisasi, yang mengakibatkan
timpangnya pilihan, distribusi, dan penerimaan
vaksin, perawatan medis, kecukupan oksigen,
dan produk medis. Konflik Ukraina-Rusia yang
sedang berlangsung membahayakan upaya
terkait perubahan iklim, seperti pengurangan
emisi karbon dan pengembangan perusahaan
dan pembiayaan hijau, upaya yang terkait
dengan keamanan siber, pembangunan ekonomi



“Dua peristiwa akbar telah mengubah dunia kita sejak
terakhir kali kita bertemu. Kerentanan dan kekurangan
telah tersibak, dan kita harus mengambil tindakan
bersama untuk mengatasinya demi memastikan
keberlangsungan perdamaian, stabilitas, dan kemajuan
di kawasan kita dan di sekitarnya.”

— Menteri Pertahanan Singapura Dr. Ng Eng Hen,
memberikan pidato di Forum Putrajaya pada Maret 2022

Helikopter Chinook Angkatan Udara Singapura terbang di atas kapal Angkatan Laut Singapura RSS Steadfast, bawah, dan
kapal Angkatan Laut Australia HMAS Canberra selama perayaan ulang tahun ke-50 Perjanjian Pertahanan Lima Negara —
yang melibatkan Australia, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Inggris. are/GeTTy iMaGES
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digital, dan peningkatan norma digital. Semua ini akan
sulit untuk dimasukkan ke dalam agenda global ketika
persaingan menjadi semakin tajam.

"Tantangan ketiga adalah kelanjutan dari atau
meningkatnya ancaman yang ada. Saya merujuk pada
terorisme dan serangan siber. Terlepas dari pembatasan
pergerakan akibat COVID, kelompok teroris masih aktif
mengatur, memicu, dan melakukan serangan, termasuk
di kawasan kita. Kelompok teroris global seperti ISIS
[Negara Islam Irak dan Suriah] dan al-Qaida telah
terbukti tangguh dan mudah beradaptasi. Mereka terus
memperbarui strategi perekrutan dan radikalisasi mereka
dan tengah mengeksploitasi dunia maya dengan dampak
yang besar. Dengan diangkatnya pembatasan COVID
untuk bepergian, kita dapat memperkirakan akan terjadi
peningkatan aktivitas teroris.

Untuk ancaman dari ranah siber, baik COVID
maupun konflik Ukraina-Rusia juga menunjukkan
dampak disinformasi pada dunia fisik. Dengan
COVID, beragam konspirasi dan gerakan anti-vaksin
menyebabkan kepanikan yang tidak semestinya,
memecah belah masyarakat dan pemerintah mereka,
serta merusak upaya kesehatan publik global.

Infrastruktur vital dapat terpengaruh melalui ranah
digital. Mei [2021] lalu, serangan ransomware terhadap
sistem besar pipa minyak Amerika, Colonial Pipeline,
mengganggu aliran produk di Pantai Timur A.S. Pada
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Seorang prajurit Indonesia berdiri
di dekat tangki oksigen cair,
bagian dari pengiriman pasokan
medis dari pemerintah Singapura
di tengah lonjakan COVID-19.
REUTERS

bulan Oktober [2021], terjadi serangan siber terhadap
sistem bahan bakar Iran. Baru-baru ini, serangan siber
memengaruhi pengiriman minyak dari terminal di
Belgia dan Jerman. Semua insiden ini adalah contoh
yang jelas dari pembatas yang semu antara dunia virtual
dan dunia fisik.

Baik pelaku negara maupun non-negara
kemungkinan telah mengetahui kekuatan ranah digital,
dan ancaman yang berasal dari ranah ini akan terus
meningkat.

LANGKAH KE DEPAN UNTUK KERJA SAMA
KEAMANAN ASEAN dapat mengatasi tantangan ini
bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip internasional
yang dapat disepakati oleh masing-masing negara.
Izinkan saya mengutip tiga bidang utama.

Pertama, kita harus menjunjung tinggi keutamaan
kedaulatan dan keutuhan wilayah setiap negara.
Apabila terjadi sengketa, kita harus menolak agresi
paksa dan ilegal oleh negara mana pun, dan alih-alih
mengupayakan penyelesaian sengketa dengan cara
damai. Di sini, kita memiliki contoh yang baik, termasuk
selama sengketa antara Malaysia dan Indonesia atas
Sipadan dan Ligitan, antara Malaysia dan Singapura
tentang Batu Puteh, Batuan Tengah, dan Pinggiran
Selatan, serta reklamasi tanah oleh Singapura di dalam
dan di sekitar Selat Johor, yang semua perselisihan ini



Prajurit dari Singapura, Thalland;cqan-‘l ;
Amerika Serikat mengecor beton untuk
sebuah sekolah di provinsi Phitsanulok, ,
Thailand selama latihan Cobra’Gold.

SERSAN JULIO RIVERA/ANGKATAN LAUT AS* : ¢

diselesaikan secara damai dan berdasarkan hukum atau
praktik internasional yang diterima dengan baik.

Kedua, meskipun setiap negara harus dapat membuat
keputusan berdasarkan kepentingannya sendiri, ada
mekanisme bersama untuk mengatasi tantangan
transnasional dan terlibat dalam langkah pembangunan
kepercayaan untuk mendinginkan ketegangan dan
mengurangi konsekuensi buruk. Sekali lagi, kita memiliki
contoh positif dari kolaborasi di kawasan kita — Malaysia
dan Singapura adalah bagian dari Patroli Selat Malaka
yang memulai operasi pada tahun 2004, dan Malaysia juga
merupakan bagian dari Perjanjian Kerja Sama Trilateral
di bentang laut Sulu-Sulawesi, yang didirikan pada tahun
2017, untuk mengatasi ancaman seperti terorisme dan
pembajakan laut. Kita memiliki prakarsa pembangunan
kepercayaan seperti Kode untuk Pertemuan yang Tidak
Direncanakan di Laut, yang telah dipraktikkan oleh ke-18
angkatan laut Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN
Plus (ADMM-Plus), dan Panduan untuk Pertemuan
Militer Udara. Kita harus menggunakan kerangka
kerja sama yang serupa untuk mengatasi tantangan
transnasional, termasuk gangguan rantai pasokan untuk
komoditas penting dan bahkan energi.

Ketiga, di sektor keamanan, kita harus meningkatkan
dialog dan kolaborasi, membangun kepercayaan, dan
meningkatkan pemahaman melalui platform yang sudah
didirikan. ADMM, dan ADMM-Plus - yang terdiri

atas 18 negara yang membentuk hampir 90% kekuatan
militer dunia — sekarang merupakan pengaturan
keamanan de facto di Asia. Kami juga memiliki
Perjanjian Pertahanan Lima Negara antara Australia,
Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Inggris. Kami
berkolaborasi melalui beragam prakarsa, termasuk Pusat
Keunggulan Keamanan Siber dan Informasi ADMM,
Jaringan Pertahanan Siber ASEAN, dan Fasilitas
Informasi Kontra-"Terorisme. Platform multilateral

ini mempermudah pembagian informasi, memperkuat
kepercayaan antarmiliter, dan meningkatkan kerja sama
untuk kawasan kami guna mencapai sasaran bersama dan
mengurangi ancaman bersama.

Dengan memperkuat ketahanan dan respons dalam
kalangan ASEAN, dan oleh ASEAN, terhadap semua
tantangan ini, kita akan memberikan kredibilitas yang
lebih besar terhadap sentralitas ASEAN.

Dua peristiwa akbar telah mengubah dunia kita
sejak terakhir kali kita bertemu. Kerentanan dan
kekurangan telah tersibak, dan kita harus mengambil
tindakan bersama untuk mengatasinya demi memastikan
keberlangsungan perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di
kawasan kita dan di sekitarnya. O
Menteri Pertahanan Singapura Dr. Ng Eng Hen menyampaikan pidato ini pada 29 Maret
2022, di Forum Putrajaya keenam di Malaysia, yang diselenggarakan oleh Institut Pertahanan
dan Keamanan Malaysia untuk menyatukan para menteri pertahanan, pejabat, dan akademisi

untuk membahas masalah pertahanan dan keamanan. Artikel ini telah diedit agar sesuai
dengan format FORUM.
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Korea Selatan melakukan uji coba
peluncuran ROKET RUANG ANGKASA

BERBAHAN BAKAR PADAT PERTAMA

REUTERS

iliter Korea Selatan mengatakan
Mbahwa pihaknya berhasil

melakukan uji coba peluncuran
roket ruang angkasa berbahan bakar padat
untuk pertama kalinya pada akhir Maret
2022, langkah yang disebut pada akhirnya
akan meluncurkan konstelasi satelit demi
memantau ancaman dengan lebih baik,
seperti dari Korea Utara.

Peluncuran tersebut merupakan uji coba
pertama sejak Korea Selatan dan Amerika
Serikat bersepakat pada tahun 2021 untuk
mengakhiri pembatasan pengembangan
rudal balistik dan roket Korea Selatan
yang telah berlangsung selama beberapa
dekade, dan uji coba itu dilakukan kurang
dari seminggu setelah Korea Utara
melakukan uji coba rudal tertingginya.

“Keberhasilan peluncuran uji coba
wahana luncur ruang angkasa bertenaga
penggerak padat ini merupakan tonggak
penting dalam memperkuat kekuatan
pertahanan bidang pengawasan dan
pengintaian berbasis ruang angkasa
independen militer kami pada masa
yang sangat kritis,” ungkap Kementerian
Pertahanan Nasional Korea Selatan dalam
sebuah pernyataan, yang mengutip uji
coba rudal balistik antarbenua Korea Utara
seminggu sebelumnya.

Menteri Pertahanan Korea Selatan saat
itu, Suh Wook, mengamati peluncuran
roket tersebut, yang dikembangkan
dengan “teknologi Korea murni,” ungkap
pernyataan tersebut.

Pada Juni 2022, Korea Selatan berhasil
meluncurkan satelit pertamanya yang
menggunakan roket yang dikembangkan
di dalam negeri, demikian ungkap para
pejabat.

Roket Nuri tiga tahap itu menempatkan
satelit yang berfungsi, yang dirancang
untuk memverifikasi kinerja roket, pada
altitudo target setinggi 700 kilometer
setelah lepas landas dari Pusat Antariksa
Naro Korea Selatan, demikian ungkap
Kementerian Sains.

Berbeda dengan desain bahan bakar

cair Nuri, roket berbahan bakar padat

seperti yang diuji pada 30 Maret 2022, y

akan lebih sederhana, lebih murah +
untuk dikembangkan dan diproduksi,
serta lebih cepat untuk diluncurkan,
demikian ungkap Kementerian
Pertahanan.
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Pernyataan itu menambahkan bahwa
uji coba Maret tersebut memverifikasi
mesin bahan bakar padat besar, pemisahan
fairing, pemisahan bertahap, dan teknologi
kendali sikap tahap atas, yang merupakan
teknologi penting untuk wahana luncur
ruang angkasa.

Kementerian Pertahanan mengatakan
pihaknya berencana untuk menggunakan
roket tersebut untuk menempatkan satelit
kecil atau sejumlah satelit ultra-kecil
ke orbit Bumi rendah dan nantinya
untuk mengirimkan beberapa
teknologi ke sektor swasta
untuk membantu
meremajakan
industri ruang
angkasa domestik.
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KEMENTERIAN PERTAHANAN NASIONAL KOREA SELATAN/THE ASSOCIATED PRESS
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Tim perempuan dari Pasukan Keamanan Perbatasan India menunjukkan
keterampilan mengendarai sepeda motor selama latihan parade Hari
Republik di New Delhi pada Januari 2022.
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